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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Motto :  

 “ Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? ” 

(QS. Ar-Rahman : 13) 

“ Saling Menolonglah kamu dalam melakukan kebajikan dan taqwa. Dan 

jangan saling menolong pada perbuatan yang dosa dan permusuhan. 

Bertakwalah kepada Allah SWT.  Sebenarnya siksaan Allah SWT 

sangatlah pedih.” 

 (QS. Al Maidah : 2) 
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ABSTRAK 

Secara realita masyarakat yang majemuk (bhinneka) dan adanya 

beberapa sistem hukum merupakan suatu rintangan sekaligus tantangan dalam 

sistem pengembangan hukum di Indonesia, sehingga sulit untuk mendapatkan 

sistem hukum tunggal dan terpadu, termasuk menyusun aturan tentang 

pengangkatan anak ini. Sehingga masalah pengangkatan anak merupakan 

problem bagi masyarakat, terutama dalam masalah yang menyangkut ketentuan 

hukumnya. Sehingga terdapat ketidaksinkronan dari sistem hukum Perdata, 

hukum Adat dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Tujuan penelitian ini 

untuk mengetahui bagaimana status dan kedudukan anak angkat menurut 

ketentuan hukum Perdata, hukum Adat, dan hukum Islam, untuk mengetahui 

bagaimana prosedur pengangkatan anak antara hukum Perdata, hukum Adat 

dan hukum Islam, dan bagaimana persamaan dan perbedaan hukum 

pengangkatan anak dalam hukum Perdata, hukum Adat dan hukum Islam. 

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi 

penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, selain itu sumber data 

penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan data sekunder yang 

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 

tersier. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu 

dengan menggunakan data sekunder baik melalui doktrin maupun dari buku. 

Serta metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.  

Dalam penelitian yang dilakukan memperoleh hasil yaitu : (1) Yang 

berlaku dalam tradisi Barat di mana status anak berubah menjadi seperti anak 

kandung dan mendapat hak dan kewajiban sebagai anak kandung tidak 

dibenarkan menurut hukum Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat 

Indonesia. Konsepsi pengangkatan anak dalam hukum adat bervariasi, sesuai 

dengan wilayah adatnya masing-masing, demikian pula istilah yang digunakan 

serta akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat bersifat 

variatifversi. hukum Islam sebenarnya merupakan hukum hadhanah yang 

diperluas dan sama sekali tidak mengubah hubungan hukum, nasab dan 

mahram antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya. (2) 
Menurut hukum positif telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 

Tahun 2007 yang dijelaskan lebih rinci dalam peraturan Menteri Sosial Nomor 

110 Tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan Anak, Menurut hukum 

adat, upacara adat dan Menurut KHI dalam pengangkatan anak memandang 

golongan atau keturunan tapi memandang dari segi agama (3) Persamaannya 

anak orang lain yang beralih dipelihara keluarga lain untuk diberi kesejahteraan 

lebih baik dalam hidupnya, dan perbedaannya dalam mewarisi dengan jalan 

wasiat wajibah,  perwalian dalam pernikahan anak angkat. 

Kata Kunci : Pengangkatan anak, dan dalam perspektif 3 sistem hukum 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah SWT menciptakan setiap makhluknya di muka bumi 

berpasang-pasangan dan yang menciptakan setiap manusia memiliki rasa 

ketertarikan dengan lawan jenisnyax. Dengan munculnya perasaan saling 

tertarik tersebut maka timbul keinginan untuk hidup bersama. Hingga 

keinginan untuk bisa membina kehidupan melalui hubungan perkawinan 

yang akan menjadi sempurna dan lebih lengkap sesuai yang diatur dalam 

tatanan kehidupan bernegara serta dalam kehidupan umat yang beragama. 

Dalam bukunya yang berjudul Pluralisme dalam Perundang-

undangan Perkawinan di Indonesia, Soetojo Prawirohamidjojo 

menyatakan bahwa tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah untuk 

memperoleh keturunan, memenuhi nalurinya sebagai manusia, membentuk 

dan mengatur rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang, memelihara 

manusia dari kejahatan dan menumbuhkan kesungguhan mencari rejeki 

yang halal dan memperbesar tanggung jawab.1 Secara naluri insani, setiap 

pasangan suami isteri berkeinginan untuk mempunyai keturunan, akan 

tetapi karena suatu hal ada yang tidak sesuai harapan. Di lain sisi pihak 

pasangan suami istri yang tidak dapat mempunyai anak dipandangan 

masyarakat umum masih beranggapan bahwa suatu keluarga belum 

                                                             
1 R. Soetedjo Prawirohamidjojo, 1988, Pluralisme Dalam Perundang-Undangan 

Perkawinan di Indonesia, Universitas Airlangga Press, Surabaya. 
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lengkap bila mana belum dihasilkan keturunan dari perkawinannya 

sehingga wajar apabila sepasang suami istri senantiasa mendambakan 

kehadiran seorang anak dalam kehidupan rumah tangganya. Untuk dapat 

mewujudkan keinginan tersebut tidak jarang para pasangan suami istri 

mengambil anak, baik dari anggota keluarganya maupun orang lain untuk 

dijadikan anak angkatnya. 

Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam Pasal 34 yang 

berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” 

Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum 

Nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai 

kesejahteraan anak. Adopsi adalah pengangkatan anak, Undang-Undang 

dan berbagai peraturan memakai istilah pengangkatan anak. Adopsi atau 

pengangkatan anak itu sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan 

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan 

Anak. Begitu pula sama halnya pengertian pengangkatan anak yang 

terdapat didalam Peraturan Menteri l Sosial Republikl Indonesia Nomorl 3 

Tahunl 2018 tentangl Bimbingan, lPengawasan, dan Pelaporanl Pelaksanaan 

Pengangkatanl Anak disebutkanl bahwa : 

“Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum 

yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang 

tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas 

perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam 

lingkungan keluarga orang tua angkat” 
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Pengangkatanl anak disinil di maksudkanl untuk meneruskanl 

keturunan merupakanl motivasi danl salah satul jalan keluarl sebagai 

alternatifl yang positifl serta manusiawil terhadap naluril kehadiran seorangl 

anak didalaml keluarga, yangl bertahun-tahunl belum dikaruniail seorang 

lanak. Motivasi lainnya l yang dipandangl penting adalahl agar anakl dapat 

membantul ekonomi keluargal dan anakl menjadi jaminanl di haril tua 

lnantinya. Dengan pengangkatanl anak inil diharapkan agarl ada yangl 

memelihara dil hari tuanyal dan mengurusil harta kekayaannya l sekaligus 

menjadil generasi lpenerusnya. 

Masalahl pengangkatan anakl bukanlahl masalah yang lbaru, termasuk 

dil Indonesia. Pengangkatan anakl telahl dilakukanl dari jamanl dulu, bahkanl 

sebelum Indonesial merdeka. Walaupunl pada masal sekarang ini l 

pelaksanaan pengangkatanl anak telahl jauh lberkembang. Mengangkat 

anakl saat inil merupakan hall yang wajarl dilakukan bagil setiap lorang, baik 

bagil mereka yangl belum dikaruniail keturunan ataupunl yang telahl 

dikaruanai lketurunan. Karena hall ini diperbolehkanl oleh Undangl-Undang 

danl telah diaturl dalam ketentuanl-ketentuan lhukum, dengan caral dan 

motivasil yang berbedal-beda, sesuail dengan sisteml hukum danl perasaan 

hukuml yang hidup l dan berkembangl di daerahl yang lbersangkutan. 

Kebutuhan akanl pengangkatan anakl dalam masyarakat l kian haril kian 

bertambahl sehingga dirasa l perlu adanyal jaminan kepastian l hukum dalaml 

pengangkatan anakl di manal jaminan tersebut l hanya bisal di dapatl setelah 

memperolehl suatu putusanl pengadilan, melalui l putusan pengadilanl 
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tersebutl di harapkanl dapat diperolehl pedoman-lpedoman, petunjuk arahl 

serta kepastianl pada  perkembanganl lembaga pengangkatan l anak danl 

hakim sebagai l pihak yangl memegang perananl penting yangl akan 

menetapkanl atau memutuskanl dikabulkan atau tidak permohonanl 

pengangkatan anakl yang diajukan kel pengadilan, tentunya tidakl akan 

bertindakl gegabah karena l hak inil sangat berpengaruhl sekali terhadapl 

kehidupan anakl untuk masal yang akanl datang. Salah satu dasar penegasan 

dalam tujuan pengangkatan anak terdapat didalam Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak. Secara tegas bahwa menyatakan 

pengangkatan anak ini pada dasarnya dilakukan bertujuan untuk 

kepentingan yang terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan 

kesejahteraan dan perlindungan anak. Ketentuan l ini sangatl memberikan 

jaminanl perlindungan bagi l anak yangl sifatnya memangl sangat tergantungl 

dari orangl tua kandung atau orang tua angkatnya. Adapun hal sensitif l 

yang harusl disadari olehl orang tual angkat danl orang tual kandung adalahl 

bahwa calonl orang tual angkat harusl seagama denganl agama yangl oleh 

calonl orang tua anak langkat.2 Di mana hal inil penting diperhatikanl karena 

pengaruhl agama orangl tua angkatl terhadap anakl angkat hanyal memiliki 

satul arus arahl dari orangl tua angkatl terhadap anakl angkatnya. Jika l hal inil 

terjadi maka l akan sangatl melukai hati l dan nuranil serta akidahl orang tual 

kandung anakl angkat litu. 

                                                             
2 Fauzan,1999, Pengangkatan Anak bagi Keluarga Muslim Wewenang Absolute 

Peradilan Agama, Majalah Mimbar Hukum, Edisi Desember, No.X,hlm.56. 



5 

 

Sementara itu ada hal mengenai status l dan lkedudukan, tidak akanl 

sama antaral status danl kedudukan anakl angkat yangl diangkat berdasarkanl 

hukum lPerdata, hukum Adatl (hukum Adatl yang dimaksud l adalah hukuml 

Adat Jawal), maupun hukuml Islam (Kompilasil Hukum Islaml). Status danl 

kedudukan tersebutl meliputi hubunganl keluarga, lperwalian, waris, sertal 

hubungan-hubunganl yang llainnya. Menurut hukum adat, pengangkatan 

anak atau adopsi adalah suatu perbuatan hukum yang memberi kedudukan 

kepada seorang anak orang lain yang sama seperti anak kandung yang sah. 

Sedangkan menurut Hukum Islam l hanya mengakuil pengangkatan anakl 

dalam pengertianl beralihnya tanggungl jawab untukl memberikan lnafkah, 

mendidik, lmemelihara, dan lainl-lain dalaml konteks beribadahl kepada 

Allahl SWT.3 Hall ini dapatl dilihat daril tujuan pelaksanaanl pengangkatan 

anakl yang sudah l berkembang daril tujuan semulal diadakannya 

pengangkatanl anak. Namunl bila diperhatikanl dari segi l apapun ljuga, pada 

dasarnyal pengangkatan anakl mempunyai tujuanl yang samal yaitu untuk l 

memperoleh lketurunan. 

Berkaitanl dengan hal l tersebut dil atas ketentuanl tentang 

pengangkatanl anak dapatl diketemukan dalaml beberapa sisteml hukum 

lPerdata, antara lainl ketentuan pengangkatanl anak berdasarkanl Undang-

Undangl dapat kital ketemukan dalaml sistem hukuml Perdata lNasional, 

pengangkatan anakl secara Adatl dapat diketemukanl dalam sisteml hukum  

Perdatal Adat danl pengangkatan anakl secara Islaml dapat diketemukanl di 

                                                             
3 Djajal S.Meilala, 1982, Pengangkatan Anakl (Adopsi) dil Indonesia, lTarsito, Bandung, 

hlm.3. 
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dalaml Kompilasi Hukuml Islam. Masalahl pengangkatan anakl pada saatl ini 

banyakl diperbincangkan dalaml masyarakat kital dan telahl mendapatkan 

perhatianl pula daril pemerintah, sebabl eksistensi pengangkatanl anak dil 

Indonesia sebagai l satu lembaga l hukum, sehinggal masalah pengangkatanl 

anak merupakanl problem bagil masyarakat, terutama l dalam masalahl yang 

menyangkut l ketentuan lhukumnya. Ketidaksinkronan tersebut l jelas terlihatl 

kalau kital mempelajari ketentuanl hukum tentangl eksistensi lembagal 

adopsi itul sendiri dalaml sumber-sumberl hukum yangl berlaku dil 

Indonesia, baikl Hukum Baratl yang bersumberl dari ketentuanl-ketentuan 

yangl terdapat dalaml Burgerlijk Wetboekl (BW), Hukum l Adat yangl 

bersumber daril kebiasaan yangl berlaku dil masyarakat, maupunl Hukum 

Islaml yang merupakanl kosekuensi logisl dari masyarakatl Indonesia yangl 

mayoritas memelukl agama lIslam. 

Secaral historis, pengaturanl pengangkatan anakl dalam peraturanl 

perundang-undanganl di Indonesia l berjalan terseokl-seok. Suatul rintangan 

sekaligusl tantangan dalaml sistem pengembanganl hukum dil Indonesia 

dimanal realita masyarakatl yang majemukl dan adanya l beberapa sisteml 

hukum, sehingga l sulit untukl mendapatkan sisteml hukum tunggall dan 

lterpadu, termasuk menyusun l aturan tentangl pengangkatan anakl ini. Dari l 

ketiga siteml hukum yangl berlaku dil Indonesia masingl-masing sistem l 

hukum memilikil perbedaan baikl dari segil tujuan pengangkatanl anak,  

prosedurl dan mekanismel pengangkatan  lanak, serta hubunganl hukum 

dalaml hal mewarisl antara anakl angkat dengan l orang tua l angkatnya. 
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Kenyataanl adanya beberapal sistem hukuml di Indonesia l yang 

menimbulkanl cara pandangl yang berbedal dalam melihatl suatu lobyek, 

menjadikan skripsil ini menarikl melihat bagaimanal sistem hukuml Perdata, 

hukuml Adat dan l hukum Islam l dalam memposisikanl anak angkatl dalam 

keluargal yang lmengangkatnya. Di sampingl itu perbandinganl hukum 

dilakukanl untuk memenuhil kebutuhan pengetahuan baru bagi penulis. 

Dalam hal ini mengutip dari Soeroso yang mengatakan bahwa l “kalaul 

orang itul berbuat sesuatul tentu disebabkanl karena adanyal suatu 

kebutuhanl entah yangl bersifat rohani l maupun yangl bersifat jasmani”.4 

Demikianl pulal dalam hall perbandinganl lhukum, orang melakukanl 

Perbandinganl Hukum l karena adanyal lkebutuhan. Kebutuhanl itu terdiril 

atasl kebutuhanl ilmiah danl kebutuhanl lpraktis. Terkait denganl kebutuhanl 

ilmiahl maka Perbandinganl Hukum mengarahl padal beberapal hal, lyaitu: 

a. Menunjukkanl adanya l titik persamaanl denganl perbedaanl daripada 

berbagail sisteml hukuml yang ldiperbandingkan. 

b. Menunjukkanl bahwal terhadap masalahl yangl lsama, dapat dicapail 

penyelesaianl yangl berbeda-lbeda. 

c. Akanl tetapil kadang-kadangl masyarakatl yangl berbeda danl berjauhanl 

letaknyal dapat menyelesaikanl kebutuhanl yangl sama dengan l caral 

yangl  sama lpula, walaupunl antaral anggota masyarakatnya l tidakl 

tampakl adanya hubunganl kebudayaanl lapapun.  

                                                             
4 R. lSoeroso, 1986, Perbandingan Hukuml Perdata, Sinarl Grafika, Jakarta, hal. 17. 
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Namun yangl pasti kajianl perbandingan hukuml ini akanl menambah 

wawasanl dan cakrawalal pemahaman bagil penulis khususnya l tentang 

pengangkatanl anak dil Indonesia. 

Dengan l dilatar belakangil uraian tersebutl diatas makal penulis 

terdorongl untuk melakukanl penulisan skripsil dengan judul l 

“PENGANGKATAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI 

INDONESIA”. dengan tujuanl mendapatkan pemahamanl yang lebihl jelas 

mengenail pelaksanaan pengangkatanl anak sertal permasalahan yangl ada 

dalaml hubungan hukuml yang akanl dibahas dalaml penelitian lini. 

B. Rumusan Masalah 

Sesuail dengan uraianl latar belakangl di latas, maka permasalahanl yang 

akanl dibahas dirumuskanl sebagai lberikut: 

1. Bagaimanal status danl kedudukan anakl angkat menurutl ketentuan 

Hukum l Perdata, Hukuml Adat, danl Hukum Islaml? 

2. Bagaimanal prosedur pengangkatanl anak antaral Hukum lPerdata, 

Hukum Adat l dan Hukum l Islam? 

3. Bagaimanal persamaan danl perbedaan Hukum l pengangkatan anakl 

dalam Hukuml Perdata, Hukum l Adat danl Hukum Islaml? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut diatas, maka penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui status dan kedudukan anak angkat menurut ketentuan 

Hukum Perdata, Hukum Adat, dan Hukum Islam. 

2. Untuk mengetahui prosedur pengangkatan anak antara Hukum Perdata, 

Hukum Adat dan Hukum Islam. 

3. Untuk menganalisasi persamaan dan perbedaan Hukum pengangkatan 

anak dalam Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam. 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapunl kegunaan daril penelitian inil adalah: 

1. Manfaatl Akademik  

Penelitianl ini dilakukanl untuk memenuhil salah satul syaratl guna 

mencapai studil stratal satu (S1l) padal Jurusanl Ilmu lHukum, Fakultas 

lHukum, Universitasl Islaml Sultan Agung Semarang. 

2. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat yang 

digunakan sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum 

dan memberikan sumbangsih pemikiran dalam memperbanyak 

referensi ilmu hukum khususnya bidang hukum keperdataan mengenai 

pelaksana pengangkatan anak. 

3. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi landasan  
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pemikiran positif bagi masyarakat dalam memberikan jalan keluar 

yang akurat terhadap permasalahan pelaksana pengangkatan anak dari 

pengembangan teori-teori yang sudah ada. 

E. Terminologi 

Adapun yang menjadi penelitian secara etimologis dari judul skripsi ini 

adalah : 

1. Perspektif Hukum 

Perspektifl adalah pandanganl terhadap suatul objek yangl diteliti ataul 

dengan katal lain caaral memandang ataul memaknai suatul fenomena 

yangl terjadi. Sedangkan Hukum l merupakan peraturan yang berupa 

norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah 

laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya 

kekacauan.5  

2. Pengangkatan Anak  

Pasall 1 ayat l butir 2l Peraturan Pemerintahl Nomor 54 l Tahun 2007l 

tentang pelaksaanl pengangkatan lanak. Pengangkatan anakl adalah 

suatul perbuatan hukuml yang mengalihkanl seorang anakl dari 

lingkungan l kekuasaan orangl tua, walil yang sahl atau orangl lain yangl 

bertanggung  jawabl atas lperawatan, pendidikan danl membesarkan 

anakl tersebut kedalaml lingkungan keluargal orang tual angkat.

                                                             
5 Kamus Bahasa Indonesia. https://kbbi.web.id/.  
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3. Hukum Perdata 

Hukum perdata adalah peraturan yang mengatur hubungan antar 

subjek hukum dalam masyarakat keseluruhan, baik itu yang tertulis 

maupun tidak tertulis yang mengatur hak dan kewajiban hubungan 

antara subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain dalam 

hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan.6 Jadi 

hukum ini diserahkan masing-masing pihak dalam ranah hukum privat. 

4. Hukum Adat 

Hukum Adat adalah peraturan-peraturan tidak tertulis yang terus 

tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat serta dipertahankan 

dalaml pergaulan hidupl sehari-haril baik dil kota maupunl di ldesa.7 

5. Hukuml Islam 

Beberapal istilah Hukum Islam yangl berkaitan danl terdapat dalaml Al-

lQur’an adalahl syariah, fiqih, danl Hukum lAllah. Syariah diartikan l 

sebagai tata l aturan ataul hukum yangl disyariatkan oleh l Allah kepadal 

hamba-Nyal untuk ldiikuti.8 

Hukuml perdata Islaml meliputi Munakahatl yaitu terkait lperkawinan, 

perceraian danl akibat lhukumnya, segala sesuatu dari Wiratsat ialah  

mengaturl segala masalahl dengan lpewaris, ahli lwaris, harta 

lpeninggalan, serta pembagianl warisan danl Mu’amalahl yang dalam artil 

khusus

                                                             
6 Salim HS, 2019, Pengantar Hukum Perdata tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta Timur, 

hlm. 6. 
7 Yulia, 2016, Buku Ajar Hukum Adat, Unimal Press, Aceh, hlm. 2. 
8 Rohidin, 2016, Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia, 

Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta, hlm. 5. 
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mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan 

manusia dalam jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, 

perserikatan, kontrak, dan sebagainya. 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam hal ini menggunakan 

pendekatan secara yuridis normatif, yaitu dititikberatkan pada 

penggunaan data kepustakaan atau data skunder yang berupa bahan 

hukum primer, skunder dan tersier. 

2. Spesifikasil Penelitian 

Spesifikasil penelitian dalaml skripsi ini adalahl termasuk deskriptif 

analisis, yaitul memberikan deskripsi atau menggambarkan bahan 

hukum daripada Al-Qur‟an dan Al Hadits, Peraturan perundang-

undangan tentang pengangkatan anak menurut sistem hukum Perdata 

yang berlaku di Indonesia. 

3. Sumberl Data Penelitian 

Sumberl data yangl digunakan di dalaml penelitian inil diambil dari data 

skunder yangl terdiri daril bahan hukum yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier: 

a. Bahan Hukum Primer 

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah 

bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai 

otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan 
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perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam 

penelitian ini, Peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai 

berikut: 

a) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan  

Kedua atas Nomor 23l Tahun 2002 l tentang Perlindunganl 

Anak. 

b) Undangl-Undang Nomor l 4 Tahunl 1979 tentangl Kesejahteraan 

Anakl 

c) Pengaturanl Peraturan Pemerintahl Nomor 54l Tahun 2007l 

tentang Pelaksanaanl Pengangkatan lAnak. 

d) Intruksi Presiden Repubik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 

tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. 

e) Undangl-Undang Republikl Indonesia Nol 39 Tahunl 1999 

tentangl Hak Asasi l Manusia. 

f) Suratl Edaran Mahkamahl Agung RIl (SEMA) Nomor l 6 Tahunl 

1983 tentangl Penyempurnaan SEMAl Nomor 2l Tahun l1979. 

g) Peraturanl Direktur Jenderall Rehabilitasi Sosiall Nomor 2l 

Tahun 2012l tentang Pedomanl Teknis Prosedurl Pengangkatan 

lAnak. 

h) Peraturanl Menteri Sosiall Republik Indonesial Nomor 3l Tahun 

2018l tentang lBimbingan, Pengawasan, danl Pelaporan 

Pelaksanaanl Pengangkatan lAnak. 
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i) Keputusan Mensos RI No. 41/HUK/KEP/ VII/1984 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak (beserta 

lampirannya). 

j) Konvensi Hak-hak Anak, disetujui oleh Majelis Umum 

Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989. 

b. Bahanl Hukum Sekunderl 

Yaitu bahan hukum yang dipergunakan untuk melengkapi bahan 

hukum primer atau sering disebut bahan hukum pendukung sesuai 

dengan permasalahan yang ada. Berupa pendapat hukum, karya 

ilmiah, makalah maupun artikel yang berkaitan dengan  

perbandingan tentang pengangkatan anak antara hukum Perdata, 

hukum Adat dan hukum Islam. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder: 

a) Kamus Hukum 

b) Kamus Umum Bahasa Indonesia 

c) Ensiklopedia 

4. Metodel Pengumpulan Datal  

Metodel pengumpulan datal yang digunakanl dalam penulisanl skripsi 

inil adalah : Metode Kepustakaanl (liberary reasearch) 

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini data sekunder yang 

diperoleh dengan cara membaca literatur kepustakaan, Undang-
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Undang, bahan karya ilmiah atau jurnal dan penelusuran karya 

ilmiah di Internet. 

5. Metode Analisa Data 

Analisis yang dipilih dalam penelitian ini adalah data analisis 

kualitatif yang hanya mendasarkan pada nilai-nilai pada suatu hal, 

bukan hanya angka-angka semata. Dari analisal tersebut akanl 

diketehui aspekl-aspek hukuml terhadap konsepl pengangkatan anakl 

dalam perspektifl hukum positifl di lIndonesia, untuk selanjutnya l 

disusun sebagail karya tulisl ilmiah berbentukl skripsi. 

G. Sistematika Penulisan 

Untukl mengadakan pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini 

maka disusunlah sistematika penulisannya, yaitu sebagai berikut : 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Pada awal bab ini penulis berusaha memberikan gambaran awal 

tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dan sistematika 

penulisan hukum untuk memberikan pemahaman terhadap isi 

penelitian ini secara garis besar. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini diuraikan tinjauan umum tentang anak, terdiri 

dari; pengertian tentang anak, macam-macam anak, pengertian 
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anak angkat, dan tinjauan umum l tentang pengangkatanl anak 

yangl berisi; pengertianl pengangkatan lanak, tujuan 

pengangkatanl lanak, dasar hukuml pengangkatan lanak, syarat-

syaratl pengangkatan lanak, faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengangkatan anak, dan pelaksanaan pengangkatan anak dalam 

perspektifl hukum lIslam. 

BABl IIIl : HASILl PENELITIAN DANl PEMBAHASANl 

Pada babl ini penulis akan menyajikan pembahasan menganai: 

statusl dan kedudukanl anak angkatl menurut hukuml Perdata, 

hukum Adat, dan hukum lIslam, prosedur pengangkatan anak l 

menurut ketentuan hukum Perdata, hukum Adat, dan hukum 

Islam., persamaan dan perbedaan dalam pengangkatan anak  

menurut ketentuan hukum Perdata, hukum Adat, dan hukum 

Islam. 

BAB IV  : PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian akhir dari  penelitian ini yang 

berisikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan 

hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari 

kesimpulan tersebut. 

DAFTAR PUSTAKA
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Anak 

1. Pengertian Anak 

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari 

perkawinan antara pasangan yang sah baik agama dan negara. Anak 

juga tidak hanya menyangkut terhadap seseorang yang dilahirkan oleh 

wanita yang sudah menikah tetapi juga terhadap wanita yang belum 

menikah, meskipunl tidak pernahl melakukan pernikahanl tetap dikatakanl 

anak. 

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan l Yang Mahal Esa 

yangl diberikan sertal dipercayakan kepadal orang tua l untuk ldirawat, 

dijaga, dididikl serta dibesarkanl hingga kelakl sampai dewasal dan 

mampul berdiri diatasl kemampuannya sendiril dalam mencukupil 

kebutuhannya sertal juga padal akhirnya kelakl mampu bergantil 

membalas budil kepada orangl tua denganl sikap lberbakti, taat, patuhl 

serta merawatl dan mengasihil ketika orangl tuanya beranjakl pada usial 

lanjut. Selainl itu, Anakl juga merupakanl cikal bakall lahirnya suatul 

generasi barul yang merupakanl penerus cital-cita perjuanganl Bangsa 

danl Sumber Daya l Manusia bagi l pembangunan lNasional. Anak adalahl 

aset lBangsa, masa depanl Bangsa danl Negara dimasal yang akan l datang 

beradal ditangan anakl sekarang. Semakinl baik keperibadianl anak 
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sekarangl maka semakinl baik pulal kehidupan masal depan lBangsa. 

Begitu pulal sebaliknya, apabilal keperibadian anakl tersebut burukl maka 

akanl bobrok pulal kehidupan Bangsa l yang akanl datang. 

Menurutl Arifin dalaml buku Hukum l Perlindungan Anak l yang 

ditulisl oleh Nursarianil Simatupang danl Faisal menjelaskanl bahwa 

maknal anak daril berbagai cabangl ilmu akanl memiliki perbedaanl baik 

secaral substansial, lfungsi, dan ltujuan. Bila kital soroti daril sudut 

pandangl agama pemaknaanl anak diasosiasikanl bahwa anakl adalah 

makhlukl ciptaan lTuhan, yang dhaifl dan berkedudukanl mulia, dimanal 

keberadaannya melalui l proses penciptaanl yang berdimensil 

kewenangan kehendakl Allah lSWT. Untuk dapatl memahami pengertianl 

tentang anakl itu sendiril sehingga mendekatil makna yangl benar, 

diperlukanl suatu pengelompokanl yang dapatl dilihat daril berbagai 

aspekl kehidupan, yaitul aspek lAgama, Sosiologis danl Hukum :9 

a. Pengertianl Anak Daril Aspek Agamal 

Dalaml sudut pandangl yang dibangun l oleh Agamal khususnya dalaml 

hal inil adalah Agamal Islam, anakl merupakan makhlukl yang dhaifl 

dan lmulia, yang keberadaannya l adalah kewenanganl dari kehendakl 

Allah SWTl dengan melaluil proses lpenciptaan. Oleh karenanya l anak 

mempunyail kehidupan yangl mulia dalaml pandangan Agamal lIslam, 

maka anakl harus diperlakukanl secara manusiawi l seperti diberil 

                                                             
9 Manan Abdul, 2008, Aneka Masalah Hukum Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta, hlm. 

26. 
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nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak  tersebut 

tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat 

bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai 

kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. 

Pengertian dalam Islam, anak adalah titipan Allah SWT 

kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negara yang kelak 

akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil’alamin dan sebagai 

pewaris ajaran Islam. Pengertian ini mengandung arti bahwa setiap 

anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai 

implementasi amalan yang diterima oleh akan dari orang tua, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

b. Pengertianl Dari Apek Sosiologis l 

Dalaml aspek sosiologis l anak diartikanl sebagai makhlukl 

ciptaan Allahl SWT yangl senantiasa berinteraksi l dalam lingkunganl 

masyarakat, bangsal dan lnegara. Dalam hall ini anakl diposisikan 

sebagail kelompok sosiall yang mempunyail setatus sosiall yang lebihl 

rendah daril masyarakat dilingkungan l tempat lberinteraksi. Makna 

anakl dalam aspekl sosial inil lebih mengarahl pada perlindunganl 

kodrati anakl itu lsendiri. Hal inil dikarenakan adanya l keterbatasan-

keterbatasanl yang dimilikil oleh sangl anak sebagail wujud untukl 

berekspresi sebagaimana l orang ldewasa, misalnya terbatasnya l 

kemajuan anakl karena anakl tersebut beradal pada prosesl 
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pertumbuhan, proses belajarl dan prosesl sosialisasi daril akibat usial 

yang beluml dewasa. 

c. Pengertianl Anak Daril Aspek lHukum. 

Dalaml hukum kital terdapat pluralismel mengenai pengertianl 

anak. yangl mana hall ini sebagail akibat tiapl-tiap peraturanl 

perundang- undangan l yang mengatur l secara tersendiril mengenai 

peraturanl anak itul sendiri. Pengertianl anak dalaml kedudukan 

hukuml meliputi pengertianl anak daril pandangan systeml hukum ataul 

disebut kedudukanl dalam artil khusus sebagail objek lhukum. Dalam 

sisteml hukum dil Indoensia, terdapatl pluralisme mengenail kriteria 

lanak, ini sebagail akibat tiapl-tiap peraturanl perundang-undanganl 

mengatur secaral tersendiri kriterial tentang lanak. Berikut beberapal 

kriteria anakl dalam peraturanl perundang-lundangan: 

1) Pengertianl Anak Berdasarkanl Undang-Undangl Dasar Negaral 

Republik Indonesial tahun l1945.  

Pengertianl anak dalaml UUD 1945 l terdapat dil dalam 

Pasall 34 yangl berbunyi: “Fakir l miskin danl anak-anakl terlantar 

dipeliharal oleh negaral” yang mengandungl makna bahwal anak 

adalahl subjek hukuml dari hukuml nasional yangl harus 

ldilindungi, dipelihara danl dibina untukl mencapai kesejahteraanl 

anak.  
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2) Pengertian Anak l Menurut Undang-Undang Perkawinan l Nomor 1 

Tahunl 1974.  

UUl Nomor 1l tahun 1974l tidak mengaturl secara langsungl 

tolak ukurl kapan seseorangl digolongkan sebagail anak, akanl 

tetapi hall tersebut tersiratl dalam Pasall 6 ayatl (2) yangl memuat 

ketentuanl  syarat perkawinanl bagi orangl yang beluml mencapai 

umurl 21 tahunl mendapatikan izinl kedua orangl tua. lSemula, 

pada Pasall 7 UUl tersebut diatur bahwa batas minimal usia laki-

laki untuk melakukan perkawinan adalah 19 tahun. Sementara, 

batas minimal usia perempuan 16 tahun. Namun, ketentuan itu 

diubah melalui UU Nomor 16 Tahun 2019. UU tersebut 

mengatur batas usia minimal laki-laki dan perempuan untuk 

melakukan pernikahan adalah 19 tahun. Dalam Pasal 47l ayat (1l) 

dikatakan bahwal anak yangl belum mencapail 18 tahunl atau 

beluml pernah melakukanl pernikahan adal di bawah l kekuasaan 

orangl tuanya selamal mereka tidakl dicabut kekuasaanl orang 

ltuanya. Pasal 50l ayat (1 l) menyatakan bahwal anak yangl belum 

mencapail umur 18l tahun danl belum pernahl kawin tidakl berada 

dil bawah kekuasaanl orang ltua, berada dil bawah kekuasaanl 

wali. Daril Pasal-Pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah 

melalui UU Nomor 16 Tahun 2019 adalah mereka yang belum 
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dewasa dan sudah dewasa yaitu 19 tahun untuk perempuan dan 

19 tahun untuk laki-laki. 

3) Pengertian Anak Menurut Hukum Adat/Kebiasaan. 

Hukum adat tidak ada menentukan siapa yang dikatakan 

anak-anak dan siapa yang dikatakan orang dewasa. Akan tetapi 

dalam hukum Adat ukuran anak dapat dikatakan dewasa tidak 

berdasarkan usia tetapi pada ciri tertentu yang nyata. 

4) Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata. 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijelaskan 

secara pasti mengenai definisi anak, akan tetapi  berdasarkan 

Pasal 330 dijelaskan bahwa definisi anak yakni belum dewasa 

adalah berusia 21 tahun dan tidak terlebih dahulu kawin. 

Menurutl Hukum Perdatal dibangun daril beberapa aspekl 

keperdataan yangl ada padal anak sebagail seseorang subjek l 

hukum yangl tidak lmampu. Aspek-aspekl tersebut ladalah: 

– Status beluml dewasa (batasl usia) sebagail subjek lhukum. 

– Hak-hakl anak dil dalam hukuml perdata. 

5) Pengertian Anak dalam Undangl-Undang 

Kompilasil Hukum Islaml tidak dijelaskanl secara lrinci, 

namun dapatl kita lihatl bahwa dalaml Pasal 98l ayat (1l) batas 

usial anak yangl mampu berdiril sendiri ataul dewasa adalahl 21 

ltahun, sepanjang anakl tersebut tidakl bercacat fisikl maupun 
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mentall atau beluml pernah melangsungkan l perkawinan. Pasall 15 

ayatl (1) tentangl umur calonl suami danl istri mencapail umur 

yang telahl ditetapkan Undangl-Undang Perkawinanl Nomor 1l 

Tahun l1974. Begitu juga l dalam ayat l (2) bagi l calon mempelail 

yang beluml mencapai umurl 21 tahunl harus mendapatkanl izin 

sebagaimanal   yang diaturl dalam Pasall 6 ayatl (2),(3l),(4), danl 

(5) Undangl - Undang Nomorl 1 Tahunl 1974. 

2. Macam – Macam Anak 

Ada l beberapa macaml anak menurut parah ahlil menggolongkan 

kedalam beberapa bagian,diantaranya yaitu:10 

a. Anakl Sah 

Menurutl Pasal 42l dan 43l Undang-Undangl Perkawinan Nomorl 

1 tahunl 1974, anakl sah adalahl anak yangl dilahirkan dalaml atau 

sebagail akibat perkawinanl yang lsah. Anak sahl berbeda denganl anak 

lkandung, Anak sahl adalah anakl yang lahirl dalam perkawinanl yang 

lsah, sedangkan Anak kandungl belum tentu anak sah, seperti anak l 

luar kawin, anak haram atau anakl incest (perkawinan sedarah). Olehl 

karena itul begitul penting status l hukuml perkawinanl sepasang orangl 

ltua, sebabl keabsahan perkawinanl itul menjadil dasar hukuml bagil 

legalitasl atau keabsahanl statusl hukuml anaknya lkelak. 

                                                             
10 Dominikus Rato, 2015, Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia, (Sistem 

Kekerabatan, Perkawinan dan Pewarisan menurut Hukum Adat), LaksBang PRESSindo, Edisi 

Kedua, Yogyakarta, hlm.142-168. 
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Adapun dalaml kasus dengan bayi tabung di jelaskan dalam 

Pasal 99l Kompilasi Hukum l Islam menyatakanl bahwa anakl yang sah l 

adalah anakl yang dilahirkanl dalam ataul akibat perkawinanl yang 

lsah, serta hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan 

dilahirkan oleh istri tersebut. Jadi bayi tabung menurut Kompilasi 

Hukum Islam, termasuk anak sah. 

b. Anak Kandungl  

Dari berbagail literatur, ketika l membahas kedudukanl hukum 

anak lkandung, harus dibacal anak lsah. Semua anak yang lahir dari 

perkawinan ayah dan ibunya adalah anak kandung. Apabila 

perkawinan ayah dan ibunya sah, maka anaknya adalah anak 

kandung yang sah, apabila perkawinan ayah dan ibunya tidak sah, 

maka anaknya menjadi anak kandung yang tidak sah. Sebab anak 

kandung belum tentu anak sah misalnya anak itul berasal daril anak 

lzinah, hasil perkosaan llaki-Iaki yang bukanl suaminya, atau anakl 

incest. Dalam hal ini jika anak l kandungl adalah anakl ibunya yangl 

kaitannya dengan l keberadaan layah, maka anakl itu harusl disebut 

anakl sah, sebabl anak kandungl adalah anakl yang dilahirkanl oleh 

libunya, sebab si l bapak tidakl mungkin lmengandung. Bagi si ayah, 

dapat saja tidakl mengakui anakl itu sebagail anaknya jika l secara 

yuridisl dapat dibuktikanl bahwa anakl itu tidakl berasal daril spema 

yang lmembuahinya. 
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c. Anak yang Diakui 

Anak yang diakui adalah anak luar kawin yang berubah status 

hukumnya menjadi anak sah setelah kedua orang tuanya menikah 

secara sah. Anak luar kawin sebelum kedua orangl tuanya menikahl 

atau kawinl secara lsah, ia adalah anak tidak sah. Ia menjadi  anak sah 

sejak saat dimana ayah dan ibunya menikah atau kawin secara sah. 

Berbeda dengan anak sah, ia sah sejak masih dalam kandungan 

ibunya. Sedangkan anak yang diakui, ia dilahirkan ketika kedua 

orang tuanya belum menikah atau tidak kawin secara sah. Misalnya 

ibunya hamil di luar nikah, yaitu hamil ketika orang tuanya masih 

pacaran, tunangan, atau bahkan tidak ada hubungan apapun. Anak 

yang demikian disebut anak luar kawin. Ketika kedua orangl tuanya 

menikahl atau kawinl secara lsah, maka status hukum anakl luar kawin 

secara dengan sendirinya menurut hukum menjadi anak lsah. 

Kedudukan anakl yang secaral sah diakuil hukum adalahl sama denganl 

anak lsah. 

d. Anak Tiri. 

Dalam sebuah keluarga tidak menutup kemungkinan seorang 

suami atau isteri yang cerai hidup atau cerai mati oleh karena 

kebutuhan akan sesuatu (materiil atau non materiil), maka ia akan 

kawin lagi. Dan tidak menutup kemungkinan pula salah satu atau 

kedua belah pihak yang menikah lagi itu membawa anak, entah anak 

kandung, atau anak angkat. Anak yang dibawa masuk oleh masing-
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masing pihak itu, oleh pihak lainnya disebut anak tiri. Misalnya, 

suami ketika menikah lagi (kedua, ketiga atau seterusnya), maka 

anak suami dari perkawinan terdahulu, oleh si isteri disebut anak tiri. 

Begitu pula sebaliknya. 

e. Anak Luar Kawin 

Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, Anak di luar kawinl adalah anakl yang lahirl sebelum 

kedual orang tuanya l menikah ataul kawin secaral sah. Secaral  yuridis 

hubunganl hukum antaral si anakl dengan ayahl bilogisnya tidakl ada, 

merekal hanya memilikil hubungan sosiall sekalipun sil ayah 

mengakuil bahwa anakl yang dikandungl dan dilahirkanl itu adalahl 

anak lbiologisnya. Jika sil ayah itu l bertanggung ljawab, maka 

janganlahl ia hanya l mengakui bahwal si anakl itu adalahl anak lbilogis, 

melainkan nikahlahl dia secaral hukum. Jikal tidak ataul belum 

dilakukanl perkawinan secaral sah, makal anak luarl kawin inil 

bukanlah anakl lsah. Anak luarl kawin dapatl dibedakan menjadi l dua, 

yaitul anak luarl kawin yangl diakui danl tidak ldiakui. Anak luarl kawin 

yangl dapat diakuil sahnya adalahl hubungan llaki-laki danl perempuan 

yangl belum kawinl atau tidakl sedarah. Anakl luar kawinl yang tidakl 

dapat diakui l adalah hubunganl laki-lakil yang salahl satunya sudahl 

terikat perkawinanl yang lsah. 
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f. Anakl Piaral 

Anakl piara adalahl anak orangl lain ataul anggota kerabatl 

sendiri yangl diambil danl dipelihara atasl dasar rasal belas lkasihan. 

Anak piara l ini diambil untuk dipelihara misalnya si anak ini berasal 

dari keluarga yang secara ekonomis sangat kurang mampu/miskin. 

Atau si anak tersebut menjadi anak yatim piatu sejak kecil, sehingga 

diambil dan dipelihara oleh anggota kerabatnya yang lain. Untuk 

dibedakan dengan anak angkat bahwa anak piara ini diambil setelah 

ia mampu membedakan antara orang tua kandung dengan orang tua 

piaranya. Pengambilannya tidak dilakukan secara terang artinya 

tidak dilakukan di hadapan fungsionaris hukum, tidak ada ritual atau 

upacara adat seperti pada pengangkatan anak. Sebagaimana 

dikatakan sebelumnya bahwa untuk dapat dibedakan dengan anak 

asuh adalah bahwa anak piaral wajib tinggall serumah dengan l orang 

tual piaranya, sertal wajib pulal memberi bantuan tenaga l kerja kepadal 

keluarga orangl tua piaranya. Pada sebagian besar masyarakat hukum 

adat di Indonesia, status anak l piara bukanl sebagai ahlil waris dari l 

orang tual piaranya, oleh karena itu ia tidak berhak atas harta warisan 

orang tual piaranya. Anak piara tetapl menjadi ahlil waris daril orang 

tual kandungnya. 

g. Anak Incestl 

Anakl incest adalahl anak haraml atau anakl jadah yaitul anak 

hasill dari hubunganl terlarang baikl menurut agamal maupun menurutl 



28 
  

 

adat istiadatl atau hukuml adat. Misalnya l anak yangl lahir daril 

hubungan seksuall antara ayah l dengan anakl biologisnya, kakekl 

dengan lcucunya, ibu denganl anak lkandungnya, laki-laki l dan 

perempuanl sekandung, pamanl dengan kemenakanl atau 

lkeponakannya, bibi denganl anak lsepupunya, dan lseterusnya. Intinya 

anakl yang lahirl dari hubungan l darah yangl terlalu dekatl dan dilarangl 

oleh hukuml agama ataul hukum ladat. Anak-anakl seperti ini hanya 

mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, artinya ia hanya 

menjadi ahli waris ibunya 

h. Anakl Linggo 

Anakl  linggo adalahl anak yangl dilahirkan olehl seorang wanital 

yang melakukanl hubungan seksuall dengan lakil-laki atasl 

permintaan sangl suami. Pada jaman dahulu jika seorang laki-laki 

merasa mandul sedangkan ia sangat membutuhkan anak, maka ia 

meminta persetujuan isterinya agar si isteri melakukan hubungan 

seksual dengan tetangga atau teman dekatnya yang sudah dimintai 

pertolongan oleh sang suami tersebut. Sang suami ini dengan 

sungguh-sungguh dan berterus terang secara konsensus dengan 

teman/sahabat atau tetangga atau saudaranya sendiri tersebut untuk 

melakukan hubungan seksual dan memberinya anak kepada 

isterinya. Anak yang dilahirkan oleh si isteri yang melakukan 

hubunganl seksual dengan l laki-lakil lain atas permintaanl suaminya 

itu diakui sahl sebagai darahl dagingnya sendiri. 
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i. Anak Asuh. 

Dalam Undang - Undangl Nomor 17 Tahunl 2016 tentang 

Perubahanl Kedua atas Undangl - Undang Nomor l 23 Tahun 2002l 

tentang Perlindunganl Pasal 1l butir l10, Anak asuhl adalah anakl orang 

lain yang diasuhl oleh orang tua asuhnya, lembaga l untuk diberikanl 

bimbingan, lpemeliharaan, perawatan, pendidikan l dan lkesehatan, 

karena orangl tuanya ataul salah satul orang tuanya l tidak mampul 

menjamin tumbuhl kembang anakl secara lwajar. 

Untuk dapat dibedakan dengan anak angkat adalah bahwa pada 

anak asuh ini tidak harusl tinggal dengan l orang tual asuhnya. Anak l 

asuh dapatl saja tinggal dil panti asuhanl atau bahkanl dengan orangl 

tua kandung ataul anggota kerabatnya l yang llain. Orang tua asuh 

hanya memberikan sumbangan tertentu apakah berbentuk uang, 

bahan makanan atau pakaian baik secara rutin maupun secara 

berkala. Anak asuh tidak mewarisi kekayaan orang tua. Anak asuh 

dapat menerima kekayaan orang tua asuh dengan cara hibah atau 

wasiat, tetapi tidak dengan waris. 

j. Anak Angkat  

Dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 9, Seseorang boleh 

mengangkat anak untuk kepentingan terbaik anak sesuai dengan 

kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan yang 
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berlaku. Orang tua angkat juga harus seagama dengan anak angkat. 

Orang asing boleh mengangkat anak, sebagai pilihan terakhir. 

Seperti halnya dalam Pasal l 1 ayatl 9 Undangl-Undang Perlindungan l 

Anak Nomor l 35 Tahunl 2014 Anak l yang haknya l dialihkan daril 

lingkungan kekuasaanl keluarga orangl tua, walil yang lsah, atau 

orangl lain yangl bertanggung jawabl atas lperawatan, pendidikan, 

danl membesarkan anakl tersebut kel dalam lingkungan l  kelurga 

orangl tua angkatnya l berdasarkan putusanl atau penetapanl 

pengadilan.  

3. Pengertian Anak Angkat 

Secaral terminologi, yaitul dalam kamusl umum bahasal Indonesia 

dijumpail arti anakl angkat, yaitul anak orangl lain yangl diambil danl 

disamakan denganl anaknya lsendiri. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) memberikan pengertian anak angkat sebagai anak yang dalam 

hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan 

sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang 

tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. 

Anak Angkat menurut UU Nomor 23 Tahun l 2002 tentangl 

Perlindungan Anak l dan PPl Nomor 54 tahunl 2007 tentangl Pelaksanaan 

Pengangkatanl Anak, Yang dimaksud dengan anakl angkat berdasarkan 

Pasal 1l angka 9l Undang-Undangl Nomor 23 Tahunl 2002 tentang 

Perlindunganl Anak danl Pasal 1 l angka 1 PP Nomor l 54 Tahunl 2007 

tentangl Pelaksanaan Pengangkatanl Anak: 
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“Anakl angkat adalahl anak yangl haknya dialihkanl dari 

lingkunganl kekuasaan keluargal orang ltua, wali yangl sah, ataul 

orang lainl yang bertanggung jawabl atas lperawatan, pendidikan, 

danl membesarkan anakl tersebut, ke l dalam lingkunganl keluarga 

orangl tua angkatnyal berdasarkan putusanl atau penetapanl 

pengadilan.”Dapat jugal dikatakan anak daril seorang ibul dan 

bapakl diambil olehl manusia lainl untuk dijadikanl sebagai anakl 

sendiri. 

Berbagai Pendapat para ahli tentang Anak angkat,antara lain : 

a. Amir lMartosedono, Mendefinisikan: Anak angkat l adalah anakl 

yang diambill oleh seseorangl sebagai lanaknya, dipelihara, diberi l 

makan, diberil pakaian, kalaul sakit diberil obat, supaya l tumbuh 

menjadil dewasa. Diperlakukanl sebagai anaknyal sendiri. Danl bila 

nantil orang tual angkatnya meninggal l dunia, dial berhak atasl 

warisan orangl yang lmengangkatnya.11 

b. Menurut Soerjono Soekanto, Mendefinisikan: “Anak Angkat 

adalah anak orang lain (dalam hubungan perkawinan yang sah 

menurut agama dan adat) yang diangkat karena alasan tertentu dan 

dianggap sebagai anak kandung”.12 

c. Menurut Wirjonol Pradjodikoro, Mendefinisikan: “Anak Angkat 

adalah seorang bukan turunan dua orang suami istri, yang diambil, 

                                                             
11 Amir Martosedono, 1990, Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya, Effhar 

Offset dan Dahara Prize, Semarang, hlm. 15. 
12 Soerjono Soekanto, 2001, Hukum Adat Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

hlm. 251. 
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ldipelihara, dan diperlakukan l oleh merekal sebagai anakl 

keturunannya lsendiri”.13 

d. Menurutl Mahmudl Syaltut sepertil yangl dikutipl oleh Muderisl 

lZaini, Mendefinisikan: Tabanni l/Anak angkatl ialahl penyatuanl 

seseorangl terhadap anakl yangl diketahuinya l bahwa ial sebagail anakl 

orang lainl  kel dalaml keluarganya untukl diperlukan sebagail anakl 

dalaml segi lkecintaan, pemberian l lnafkah, pendidikan danl 

pelayananl dalaml segala lkebutuhannya, bukanl diperlakukanl 

sebagai anakl nasabnyal lsendiri.14 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, makal dapat ditarikl 

kesimpulan bahwa l pengertian anak angkat secara l umum adalahl suatu 

tindakanl mengalihkan seorang anakl dari kekuasaanl orang tual 

kandungnya kel dalam kekuasaanl orang tual angkatnya, untukl dipelihara 

danl diperlakukan sebagai l anak kandungnya l sendiri sehingga l anak 

angkatl mempunyai hakl dan kedudukanl yang samal seperti anakl 

kandung. 

B. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak 

1. Pengertian Pengangkatan Anak 

Pengertianl pengangkatan anak dapat l ditinjau daril dua sudutl 

pandang, yaitul pengertian secaral etimologi ataul secara lterminologi. 

 

                                                             
13 Wirjono l Prodjodikoro, 1983, Hukuml Waris dil Indonesia, Sumur, lBandung, hlm. 37. 
14 Muderisl zaini, 1985, lAdopsi, Suatu Tinjauanl dari Tigal Sistem lHukum, Bina Aksara, 

Jakarta, hlm. 6. 
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a. Pengertian secara etimologil 

Dari sudut pengertian ini, ada beberapa l istilah yangl dikenal 

dalaml pengangkatan anakl di lIndonesia. Pengangkatan anakl sering 

disebutl adopsi, yangl berasal daril terjemahan Bahasa Belanda l yaitu 

dari kata adoptie, menurut kamus hukum berarti pengangkatanl 

seorang anak sebagai anak kandungnya sendiri, atau dalam 

terjemahan Bahasa Inggris berasal dari kata adopt (adoption) yang  

berarti pengangkatan anak atau mengangkat anak. Terdapat juga 

dalam Bahasa Arab disebut tabanni yang berarti pengangkatanl anak 

atau mengambil lanak. Di Indonesial selain katal pengangkatan anak 

dikenall juga dengan l kata ladopsi. Dari seluruh makna di setiap 

bahasa disini penekanannya pada l persamaan statusl anak angkatl dari 

hasill pengangkatan anakl sebagai sama halnya dengan anakl kandung. 

b. Pengertian secara terminologi l 

Istilahl pengangkatan anakl telah banyakl didefinisikan oleh 

paral ahli. Dalaml Kamus Umuml Bahasa Indonesial dijumpai 

pengertian dari pengangkatan berasal dari kata adopsi yang diartikan 

sebagai anak angkat, yaitu “anak orang lain yang diambil dan 

disamakan dengan anaknya sendiri”. 

Pengertian pengangkatan anak dalam Ensiklopedia Umum 

disebutkan: “Pengangkatan Anak adalah suatu cara untuk 

mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan. Biasanya pengangkatan anak 
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dilakukan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak 

bagi orang tua yang tidak beranak. Akibat dari pengangkatan anak 

yang demikian itu ialah bahwa anak yang diadopsi kemudian 

mendapat status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak 

dan kewajiban. Sebelum melaksanakan pengangkatan anak itu calon 

orang tua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat 

menjamin kesejahteraan bagi anak”. 

c. Pengertian Pengangkatan Anak Menurut Hukum Perdata 

Permasalahan mengenai pengangkatan anak atau pengadopsian 

anak tidak diatur di dalam KUHPerdata. Karena KUHPerdata tidak 

mengatur mengenai pengangkatan anak, maka di buatlah peraturan 

tersendiri dil luar dari KUHPerdatal mengenai pengangkatanl anak 

yaitul Staatsblad Tahunl 1927 Nomor 129l tanggal 29l Maret 1917l dari 

Pasal 5 sampai dengan Pasal 15. Staatsblad ini di buat sebagai 

pelengkapl dari KUHPerdatal dan hanya l berlaku bagi l warga 

Tionghoal saja. Dalaml KUHPerdata, istilahl pengangkatan anakl atau 

adopsil ini tidakl dikenal, akanl tetapi hanya l mengenai pengangkatanl 

anak dil luar kawinl sebagaimana diaturl dalam Pasall 280 ls.d. 29l 

KUHPerdata, sehingga l pada prinsipnya l di dalaml KUHPerdata inil 

tidak mengenall lembaga pengangkatanl anak karenal apabila dilihatl 

dari sumberl hukumnya yangl berasal daril produk pemerintahanl 

Hindia lBelanda, negara penciptanya l tersebut memangl tidak diaturl 

bahkan tidakl dikenal istilahl adopsi. Olehl karena litu, bagi pendudukl 
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dan/ataul warga negara l Belanda tidakl dapat melakukanl adopsi 

secaral legal, meskipunl saat inil Staten Generall mulai menerimal 

adanya hukum l positif berupal Undang-Undangl terkait pengangkatanl 

anak (adopsil). 

Ketentuanl yang dibuatl tersendiri dil luar KUHPerdatal 

mengenai pengangkatanl anak yaitul melalui Staatblaadl 1927 lNo. 

129, dil mana ketentuanl ini dibuatl sebagai pelengkapl dari 

KUHPerdatal dan hanya l berlaku bagi l warga Tionghoa l saja. Apabilal 

dilihat daril sudut  pandangl akibat hukuml adopsi, makal Stattblaad 

1927l No. 129l menerangkan statusl anak daril proses adopsi l tersebut 

tidakl sebagai anakl angkat, tetapil berubah menjadil anak lsah, 

sehingga hubungan l keperdataan antaral anak angkatl dengan orangl 

tua kandungl anak yangl diadopsi. 

Daril segi perkembanganl hukum lnasional, rumusan pengertianl 

pengangkatan anakl secara formall dan berlakul bagi seluruhl 

pengangkatan anakl di Indonesial tanpa membedakanl golongan 

lpenduduk, pengertian Pengangkatanl Anak tersebutl dituangkan 

dalaml Pasal 1l dan 2 l Peraturan Pemerintahl Nomor 54l Tahun 2007l 

tentang Pelaksanaanl Pengangkatan lAnak, yaitu suatul perbuatan 

hukuml yang mengalihkanl seorang anakl dari lingkungan l kekuasaan 

orangl tua, walil yang sah l atau orangl lain yangl bertanggung jawabl 

atas lperawatan, pendidikan danl membesarkan anakl tersebut kel 

dalam lingkungan l keluarga orangl tua langkat. 
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d. Pengertian Pengangkatan Anak l Menurt Hukum Adat  

Menurutl Hukum lAdat, pengertian pengangkatanl anak 

merupakanl suatu perbuatanl hukum dalaml konteks hukuml adat 

kekeluargaanl (keturunan). Apabilal seseorang anak l telah diangkatl 

sebagai anakl angkat, makal ia akanl didudukan danl diterima dalaml 

suatu posisil yang dipersamakanl baik biologisl maupun sosiall yang 

sebelumnya l tidak melekatl pada anakl tersebut.  

Dilakukan secara variasi bagi setiap daerah, tata cara ini secara 

umum dilakukanl secara terangl dan ltunai. Terang adalah l suatu 

prinsipl legalitas yangl berarti perbuatanl itu diumumkanl dan 

dilakukanl dihadapan banyak orangl dengan tujuanl agar masyarakat 

mengetahuil bahwa telahl terjadi pengangkatanl anak. Wujud terang 

yaitu degan upacara adat dengan peran serta kepala adat, slametan 

dan doa yang disaksikan oleh lurah. Namun ada juga dilakukan 

dengan tidak secara terang, cukup dengan penyerahan anak dari 

keluarga asal kepada keluarga yang mengangkat, atau ada yang 

menuangkan dalam suatu surat. Sedangkan secara Tunai berarti 

perbuatan itu akan selesai ketika itu juga, tidak mungkin ditarik 

kembali. Wujud dilakukan secara tunai atau kontan antara lain 

dengan memberikan sejumlah benda magis kepada keluarga pemberi 

anak. Dengan adanya Undang-undangl Nomor 35l Tahun 2014l 

tentang Perubahanl atas UUl No. 23l Tahun 2002 l tentang 

Perlindunganl Anak, makal dalam hall pengangkatan anakl dapat 



37 

 

dilakukanl untuk kepentinganl terbaik bagi l anak dilakukanl 

berdasarkan adatl-istiadat setempatl dan ketentuanl 

perundangundangan yangl berlaku. 

Dalaml Hukum lAdat, berkaitan denganl pengangkatan anakl 

terhadap bermacaml-macam listilah, misalnya mupul anak dil Cirebon, 

ngukut l anak dil Suku sundal Jawa lBarat, nyetanayang di l Bali, anakl 

angkat dil Batak lKaro, meki anakl di lMinahasa, ngukup anakl di Sukul 

Dayak lManyan, mulang jurail di lRejang, anak akonl di Lombokl  

Tengah, napulukul atau wengga l di Kabupatenl Paniai lJayapura, dan 

anakl pulung di l Singaraja. 

e. Pengertian Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam 

Pengangkatanl Anak adalahl mengangkat anakl orang lainl atau 

sanakl keluarga untuk l jadikan anakl sendiri danl mempunyai hak l yang 

samal dengan anak l kandung. Pada l saat Islaml disampaikan olehl Nabi 

Muhammadl SAW, pengangkatanl anak telahl menjadi tradisil di 

kalanganl masyarakat Arab l yang dikenall dengan istilahl tabani yangl 

berarti mengambill anak angkatl dan hadhanah adalah pemeliharaan 

anak yang belum mampu berdiri sendiri, biaya pendidikannya dan 

pemeliharaannya dari segala yang membahayakan jiwanya agar 

terjamin hak-hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara 

optimal. 

Berdasarkanl uraian diatasl disimpulkan bahwal pengangkatan 

anakl adalah prosesl tindakan mengambill anak orangl lain untukl 
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dipelihara danl diperlakukan sebagail anak kandungl sendiri yangl diberi 

lmakan, pakaian, supaya l tumbuh menjadil dewasa danl diperlakukan 

sebagail anaknya sendiril berdasarkan ketentuanl-ketentuan yangl 

disepakati lbersama. Pengangkatan anakl di Indonesial kecuali dilakukanl 

sesuai denganl ketentuan hukuml yang berlakul (misal, Suratl Edaran 

MAl-RI lNo. 6 Tahunl 1983 Jol No. 2l Tahun 1979l tentang kesejahteraanl 

anak), jugal dilakukan denganl berbagai caral yaitu melaluil lembaga 

ladat, sesuai denganl Hukum  adatl masing-masingl  lingkungan hukuml 

Adat dan l ada pulal ketentuan-ketentuanl pengangkatan anakl berdasarkan 

hukuml Islam. 

Sementaral menurut yurisprudensi l putusan MAl-RI lNo. 1413 

Kl/Pdt/1988 l tanggal 18 l Mei 1990l jo Putusanl MA-RIl No. 53l 

K/Pdt l/1995 tanggall 18 Maretl 1996 Pengangkatanl anak diartikanl 

sebagai anakl yang  sejakl lahir ldiurus, dipelihara, ldikhitankan, 

disekolahkan, dikawinkanl oleh orangl tua langkatnya. Berdasarkan 

rumusanl tersebut dil atas, makal dapat ditarikl kesimpulan bahwal 

pengertian pengangkatanl anak secaral umum adalahl suatu tindakanl 

mengalihkan seseorangl anak daril kekuasaan orangl tua kandungnya l ke 

dalaml kekuasaan orangl tua langkatnya, untuk dipelihara l dan 

diperlakukanl sebagai anak l kandungnya lsendiri, sehingga dengan l 

sendirinya anakl angkat mempunyail hak danl kedudukan yangl sama 

sepertil anak lkandung. Dari pengertianl pengangkatan anakl ini tidakl 

cukup tercerminl sampai seberapal jauh ataul seberapa luasl akibat hukuml 
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perbuatan pengangkatanl anak. Pengangkatanl anak denganl demikian 

adalahl suatu perbuatanl hukum pengalihanl seorang anakl dari suatul 

lingkungan (semulal) ke lingkungan l keluarga orangl tua langkatnya. 

2. Tujuan Pengangkatan Anak 

Tujuanl dari pengangkatanl anak menurutl Peraturan Pemerintahl 

No 54l Tahun 2007l Pasal 2l dikatakan lbahwa : Pengangkatan anakl 

bertujuan untukl kepentingan terbaikl bagi anakl dalam rangkal 

mewujudkan kesejahteraanl anak danl perlindungan lanak, yang  

dilaksanakanl berdasarkan adatl kebiasaan setempatl dan ketentuanl 

perundang-lundangan. Dalam pengangkatanl anak adal dua subjek l yang 

lberkepentingan, yakni orangl tua yangl mengangkat dil satu pihakl dan si l 

anak yangl diangkat dilainl pihak. Pengangkatanl anak tidakl boleh 

sematal-mata untukl kepentingan orangl tua langkat, salah satul 

perlindungan  terhadapl anak langkat. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yakni segala 

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar 

dapat hidup tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal 

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Pada umumnya, sejalan dengan l perkembangan waktul dan 

masyarakatl nilai daril pengangkatan anakl mengalami lpergeseran. Pada 

mulanya l pengangkatan anakl terutama ditujukanl untuk kepentinganl 

orang yangl mengangkat anakl dengan menolongl anak yangl yatim piatul 
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dan adal juga tujuanl lain yaitul untuk mensejahterakanl anak danl 

melindunginya daril kekerasan danl diskriminasi serta l memberikan 

kehidupanl yang layak l bagi seorangl anak denganl memberikan 

perhatianl dan kasihl sayang. Disamping alasan tersebut ada untuk 

melakukan pengangkatan anak seperti untuk mendapatkan tambahan 

tenaga kerja, mengangkat anak sebagai pancingan, yakni dengan 

mengangkat anak berharap supaya mendapat anak kandung sendiri. Ada 

juga alasan supaya ada teman bermain anaknya, atau mengangkat anak 

berlainan jenis kelamin dengan  anak yang sudah dimiliki, maupun 

karena alasan magis agar terhindar dan mara bahaya. Anak l sebagai 

penerusl danl modall utama kelangsungan l hidupl lmanusia, bangsa danl 

keluargal sehingga l hak-haknya l harusl ldilindungi. Tujuan Undangl-

Undangl adalahl untuk melindungil kepentingan subjekl hukum.  

Selanjutnya menurut ketentuanl yang terdapat l dalam Pasall 12l ayat 

(1l) lUndang-Undangl Nomor 4l Tahunl 1979l tentang Kesejahteraanl Anak 

dikaitkan dengan Pasall 34 UUD 1945 dan nilai-nilai yang terkandung 

dalam Pancasila, pengangkatan anak itu mempunyai tujuan utama 

adalah untukl kesejahteraan lanak, baik lrohani, jasmani maupunl sosial. 

Pengangkatan anakl yang dilakukanl oleh suatul keluarga untuk 

melanjutkanl dan mempertahankanl garis keturunanl dalam suatul 

lingkungan keluarga l yang tidakl mempunyai anakl kandung. Disampingl 

itu maksudl dari pengangkatanl anak disinil adalah untukl 

mempertahankan ikatan l perkawinan sehingga l tidak timbull perceraian 
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tetapil saat sekarangl dengan adanyal perkembangan motivasi l dari 

pengangkatanl anak kinil telah berubahl yakni demil kesejahteraan anakl 

yang ldiangkat. Seseorang dalam l mengangkat anakl pasti memiliki l 

tujuan yangl ingin dicapai l karena padal dasarnya banyakl faktor yangl 

mendukung seseorangl melakukan pengangkatan l anak, namunl lazimnya 

latarl belakang pengangkatan l anak dilakukanl oleh orangl yang tidakl 

diberi lketurunan. Pengangkatan anakl dilakukan gunal memenuhi 

keinginanl manusia untukl menyalurkan kasihl  sayangnya kepada l anak 

yangl dirasakan merupakan akanl kelanjutan lhidupnya. 

Terdapat pula mengangkat anakl dalam hukum Adat dengan 

tujuanl untuk mencegahl punahnya sesuatul kerabat “familie”, yaitul 

dengan jalanl mengadopsi anakl perempuan dil minangkabau. Tujuanl 

pengangkatan anakl pada  umumnya l untuk meneruskanl keturunan ataul 

untuk kepentinganl orang tual angkatnya sepertil contoh padal masyarakat 

Jawal Tengah padal umunya pengangkatanl anak dilakukanl oleh orangl 

yang beluml mempunyai anakl dengan dalihl “mancing” agar orangl tua 

angkatl setelah mengangkatl anak tersebutl memiliki keturunanl sendiri. 

Pengangkatanl anak dalaml Islam sebagail pekerjaan yangl sangat 

lmulia, merupakan bagianl dari amall baik yangl sangat dianjurkanl sebab 

dil dalamnya terdapatl unsur tolongl menolong yangl dapat mendekatkanl 

diri pelakunya l kepada Allahl SWT, makal sudah menjadil keharusan 

bagil umat Islaml yang kaya l atau orangl yang beluml dianugrahi anakl 

atau siapal saja untukl mengambil bagianl dari pekerjaanl mulia lini. 
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Tujuan mengangkatl anak menurutl Hukum Islaml bertujuan untukl 

kepentingan yangl terbaik bagil anak, yangl mana lebihl kepada 

memberikanl perilakuan danl menyalurkan rasal kecintaan sertal kasih 

sayangl kepada lanak, pemberian lnafkah, pendidikan danl pelayanan 

segalal kebutuhan, bukan l memperlakukannya sebagai l anak kandungnya l 

sendiri denganl segala konsekuensil hukumnya. Ajaranl Islam 

mengarahkanl kita agarl selalu  pedulil kepada lsesama, karena sikapl 

peduli sesamal merupakan suatul hal yangl memang harusl selalu 

ldiamalkan, terlebih lagil terhadap anakl-anak terlantarl dan anakl yatim. 

Tidakl hanya litu, Islam juga l mengajarkan umatnya l untuk selalul 

menyantuni danl memelihara anakl-anak yangl tidak lmampu, miskin, 

lterlantar, dan lsebagainya. Tetapi perbuatanl penyantunan danl 

pemeliharaan anakl-anak tersebutl tidak sampail pada pemutusanl 

hubungan kelargal dan hak l-hak orangl tua lkandungnya. Pemeliharaan 

tersebutl harus didasarkanl pada penyantunanl semata.  

Dilihatl dari sisil orang yangl mengangkat anakl tujuan 

pengangkatan anak lyaitu :15 

a. Karenal tidak mempunyai l anak, merupakan doronganl yang bersifatl 

umum karena l jalan lsatu-satunya bagil mereka yangl belum ataul 

tidak mempunyai l anak, dimanal dengan pengangkatanl anak sebagail 

                                                             
15 Sembiringl Rosnidar, 2016, Hukuml Keluarga lHarta-Harta Bendal Dalam lPerkawinan, 

Rajawali, Jakarta, hlm. l172. 
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pelengkapl kebahagiaan danl kelengkapan sertal menyermarakkan 

rumah ltangga. 

b. Karenal belas kasian terhadap l anak-anakl tersebut, disebabkanl 

orang tual si anakl tidak mampul memberikan nafkahl kepadanya. 

Hall ini adalahl tujuan yang sangat l positif, karena l disamping 

membantu si anak l juga membantul beban orangl tua kandungl si 

anakl asal didasari l oleh kesepakatanl yang ikhlasl antara orangl tua 

angkatl dengan orangl tua lkandung. 

c. Karenal belas kasian dimana anakl tersebut tidakl mempuyai orang 

ltua. Yang mana memang suatul kewajiban morall bagi yangl 

mampu, disamping sebagai l misi lkemanusiaan. 

d. Karenal hanyal mempunyai l anak lakil-llaki, makal diangkatlah anakl  

perempuanl ataul sebaliknya. Hal l inil  juga l merupakan tujuanl yangl 

logisl karena umumnya l orangl ingin l mempunyai anakl perempuanl 

danl anak lakil-llaki. 

e. Sebagail pemancingl bagil yang tidakl punyal lanak, untuk dapatl 

mempunya anakl lkandung. Tujuanl ini berhubunganl eratl denganl 

kepercayaan yangl adal padal anggota lmasyararakat. 

f. Untukl menambahl jumlahl keluarga, denganl alasan orangl tua 

angkatnya l mempunyai banyakl harta lkekayaan.  

g. Dengan l maksud agarl anak yangl diangkat mendapatl pendidikan 

yangl baik. Tujuanl ini eratl hubungannya dengan l misi 

lkemanusiaan. 
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h. Karenal faktor lkekayaan. Dalam hall ini, disampingl tujuan sebagai l 

pemancing untukl dapat mempunyail anak lkandung, sering jugal 

pengangkatan anakl ini dalaml rangka untukl mengambil berkatl bagi 

orangl tua angkat l maupun daril anak yangl diangkat demil untuk 

bertambahl baik lkehidupannya. 

i. Untukl menyambung keturunanl dan mendapatkanl pewaris bagi l 

yang tidakl mempunyai anakl kandung, juga l sering pengangkatanl 

anak inil dalam rangkal untuk mengambill berkat baikl bagi orangl 

tua angkatl  maupun daril anak yangl diangkat demil untuk 

bertambahl baik lkehidupannya. 

j. Adanya l hubungan lkeluarga, maka orangl tua kandungl dari si l anak 

tersebutl meminta suatul keluarga suapayal dijadikan anakl angkat. 

Yangl mana hall ini mengandungl misi lkemanusiaan. 

k. Diharapkanl anak daptl menolong dil hari tual dan menyambungl 

keturunan bagil yang tidakl punya lanak. Dari sinil terdapat tujuanl 

timbal balikl antara kepentinganl si anakl dan jaminanl masa tual bagi 

orangl tua langkat. 

l. Karenal anak kandungl sakit-sakitanl atau selalul meninggal ldunia, 

maka untukl menyelamatkan sil anak, diberikannya l si anakl kepada 

keluargal atau orangl lain yangl belum ataul tidak mempunyai l anak, 

denganl harapan anakl yang bersangkutanl akan selalul sehat danl 

panjang lusia. Dari tujuanl ini terlihatl adanya unsurl kepercayaan 

daril masyarakat lkita. 
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Olehl karena itul pengangkatan anakl harus dilandasil oleh 

semangatl kuat untukl memberikan pertolonganl dan perlindunganl 

sehingga masal depan anakl ngkat akanl lebih baikl dan lebihl membawa 

lmanfaat. 

3. Dasar Hukum Pengangkatan Anak 

a. Peraturanl Perundang-Undanganl 

i. lUndang-Undangl Dasar 1945l 

a) Pasall 34  

Fakir Miskin dan Anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. 

ii. Undang–Undangl RI Nomor 4l Tahun 1979l Tentang 

Kesejahteraanl Anak. 

a) Pasal 12l Ayat 1l dan 3l 

(1) Pengangkatan anakl menurut adatl dan kebiasaanl 

dilaksanakan denganl mengutamakan kepentinganl 

kesejahteraan lanak. 

(3) Pengangkatanl anakl untuk kepentinganl kesejahteraanl anakl 

yang dilakukanl dil luarl adat danl lkebiasaan,  dilaksanakanl 

berdasarkan Peraturanl lPerundang-lundangan. 

iii. Konvensi Hak-hak Anak, disetujui oleh Majelis Umum 

Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989. 

a) Pasal 21l 

Negaral-negara Pesertal yang mengakui l dan/ataul membolehkan 

sisteml adopsi akanl menjamin bahwal kepentingan terbaikl anak 
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yangl bersangkutan akanl merupakan pertimbanganl paling 

utamal dari Negaral-negara itul akan:  

(a) Menjaminl bahwa adopsil anak hanya l disahkan olehl 

penguasa yang berwenang yang menetapkan, sesuai 

dengan hukum dan prosedur yang berlaku dan berdasarkan 

semua informasi yang terkait dan terpercaya bahwa adopsi 

itu diperkenankan mengingat status anak sehubungan 

dengan keadaan orangtua, keluarga dan walinya yang sah 

dan, jika diisyaratkan, orang-orang yang berkepentingan 

tel~h memberi persetujuan mereka atas adopsi tersebut 

atas dasar nasehat yang mungkin diperlukan.  

(b) Mengakuil bahwa adopsil antarnegara dapatl dianggap 

sebagail alternatif pemeliharaanl anak, jikal anak tidakl 

dapat dipeliharal oleh keluargal angkat ataul adopsi ataul 

tidak dapatl dipelihara denganl cara yangl tepat dil negara 

asall anak yangl bersangkutan. 

(c) Menjaminl bahwa anakl yang diadopsi l antara negaral 

memperoleh perlindunganl dan normal-norma yangl sama 

denganl perlindungan dan l norma yangl berlaku dalaml 

adopsi lnasional. 

(d) Mengambill semua langkah l yang layak l untuk menjaminl 

bahwa dalaml adopsi antarnegaral penempatan anakl tidak 
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mengakibatkanl perolehan finansiall yang tidakl patut bagil 

mereka yangl terlibat denganl adopsi ltersebut. 

(e) Bilamanal layak, meningkatkanl sasaran-sasaranl yang 

dimaksudl dari Pasall ini dengan l mengadakan pengaturanl-

pengaturan ataul persetujuan-persetujuanl bilateral ataul 

multilateral, danl upaya, dalaml menempatkan kedudukanl 

anak dil negara lainl dilaksanakan olehl penguasa ataul 

badan yangl berwenang. 

iv. Undang–Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia. 

a) Bagian Kesepuluh, Hak AnakPasal 52 hingga Pasal 66. 

b) Pasal 57 Ayat 2 dan 3 

 (2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat 

atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua 

orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab 

yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai 

orang tua. 

(3) Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua 

yang sesungguhnya. 

v. Undang-Undangl RI Nomor 23 l Tahun 2002l Tentang 

Perlindunganl Anak. 

a) Pasal 1l Angka 9l 
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Anak angkat adalah anak yang l haknya dialihkanl dari 

lingkunganl kekuasaan keluargal orang ltua, wali yangl sah, ataul 

orang lainl yang bertanggungl jawab atasl perawatan, 

lpendidikan, dan membesarkanl anak ltersebut, ke dalaml 

lingkungan keluargal orang tual angkatnya, berdasarkanl 

putusan ataul penetapan lpengadilan. 

b) Pasal 39l ayat l1,2, l3,4 danl 5 

(1) Pengangkatanl anak hanya l dapat dilakukanl untuk 

kepentinganl yang terbaikl bagi anakl dan dilakukanl 

berdasarkan adatl kebiasaan setempatl dan ketentuanl 

peraturan perundangl-undangan yangl berlaku. 

(2) Pengangkatanl anak sebagaimanal dimaksud dalaml ayat 

(1l), tidak memutuskanl hubungan darahl antara anakl yang 

diangkatl dan orangl tua lkandungnya. 

(3) Calonl orang tual angkat harusl seagama denganl agama 

yangl dianut olehl calon anakl angkat. 

(4) Pengangkatanl anak olehl warga negara l asing hanya l dapat 

dilakukanl sebagai upaya l terakhir. 

(5) Dalaml hal asall usul anakl tidak ldiketahui, maka agama l 

anak disesuaikanl dengan agamal mayoritas pendudukl 

setempat.  

c) Pasal 40l ayat 1 dan 2 
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(1) Orangl tua angkatl wajib memberitahukanl kepada anakl 

angkatnya mengenail asal usulnya l dan orangl tua 

lkandungnya. 

(2) Pemberitahuanl asal usull dan orangl tua kandungnya l 

sebagaimana dimaksudl dalam ayat l (1) dilakukanl dengan  

memperhatikanl kesiapan anakl yang lbersangkutan. 

d) Pasal 41 ayat 1 dan 2 

(1) Pemerintahl dan masyarakatl melakukan bimbinganl dan 

pengawasanl terhadap pelaksanaanl pengangkatan lanak. 

(2) Ketentuanl mengenai bimbinganl dan pengawasanl 

sebagaimana dimaksudl dalam ayatl (1) diaturl dengan 

Peraturanl Pemerintah. 

vi. Keputusan Menteril Sosial Republikl Indonesia Nomorl 4 Tahunl 

1989 Tentangl Pengangkatan lAnak. 

vii. Surat Edaranl Ketua Mahkamahl Agung Republikl Indonesia 

Nomorl 2 Tahunl 1979 Tentangl Pengangkatan lAnak. 

viii. Surat Edaranl Ketua Mahkamahl Agung Republikl Indonesia 

Nomorl 6 Tahunl 1983 Tentangl Penyempurnaan Suratl Edaran 

Nomorl 2 Tahunl 1979. 

ix. Surat Edaranl Ketua Mahkamahl Agung Republikl Indonesia 

Nomorl 4 Tahunl 1989 Tentangl Pengangkatan lAnak. 

b. Al-Qur’an dan Hadist 

Dasar hukum pengangkatan anak dalam Al-Qur’an 
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1) Pengangkatan anak sebagai wujud menolong orang lain 

a) Al-Qur’an Surah Al-Ma’idah Ayat 2 

هْرَ  ا الش َ
َ
هِ وَل

ٰ 
رَ الل وْا شَعَاىۤ ِ

ُّ 
ل حِ
ُّ

ا ت
َ
وْا ل مَنُّ

ٰ
ذِيْنَ ا

َ 
هَا ال ي ُّ

َ
يٰٓا

بَيْتَ 
ْ
يْنَ ال مۤ ِ

ٰ
آ ا

َ
دَ وَل اىۤ ِ

َ
قَل

ْ
ا ال

َ
هَدْيَ وَل

ْ
ا ال

َ
حرََامَ وَل

ْ
ال

نْ  ا م ِ
ً
وْنَ فَضْل حرََامَ يَبْتَغُّ

ْ
مْ ال تُّ

ْ
ل
َ
هِمْ وَرِضْوَانًاۗ وَاِذَا حَل ِ

ب  ر َ

مْ عَنِ 
ُّ
وكْ نْ صَد ُّ

َ
نُّ قَوْمٍ ا

ٰ
مْ شَنَا

ُّ
ك رِمَن َ ا يَجْ

َ
وْاۗ وَل فَاصْطَادُّ

بِر ِ 
ْ
ى ال

َ
وْاۘ وَتَعَاوَنُّوْا عَل نْ تَعْتَدُّ

َ
حرََامِ ا

ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
ال

اِثْمِ وَا
ْ
ى ال

َ
ا تَعَاوَنُّوْا عَل

َ
قْوٰىۖ وَل دْوَانِۖ وَ وَالت َ عُّ

ْ
وا ل قُّ ات َ

هَۗ
ٰ 
عِقَابِ الل

ْ
هَ شَدِيْدُّ ال

ٰ 
 الل

 ٢اِن َ

Terjemah Kemenag 2019 

“Wahail orang-orangl yang lberiman! Janganlah kamul 

melanggar lsyiar-syiar kesucianl Allah, danl jangan 

(melanggarl kehormatan) lbulan-bulan lharam, jangan 

(mengganggul) hadyu (hewanl-hewan lkurban) dan lqala'id 

(hewanl-hewan kurbanl yang diberil tanda), danl jangan 

(pulal) mengganggu lorang-orang yangl mengunjungi 

lBaitulharam; mereka mencari l karunia danl keridhaan 

lTuhannya. Tetapi apabilal kamu telahl menyelesaikan 
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lihram, maka bolehlah l kamu lberburu. Jangan sampail 

kebencian(mu) kepada l suatu kauml karena mereka l 

menghalang-halangimul dari lMasjidilharam, 

mendorongmu berbuatl melampaui batasl (kepada lmereka). 

Dan ltolong-menolonglah kamul dalam (mengerjakanl) 

kebajikan danl takwa, danl jangan ltolong-menolong dalaml 

berbuat dosal dan lpermusuhan. Bertakwalah kepadal Allah, 

lsungguh, Allah sangat l berat lsiksaan-Nya.” 

b) lAl-Qur’anl Surah Al-Ma’idah Ayat 32 

ى
ٰ
تَبْنَا عَل

َ
جْلِ ذٰلِكَۛ  ك

َ
وْ  مِنْ ا

َ
 نَفْسًاۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ ا

َ
ن َهٗ مَنْ قَتَل

َ
 ا
َ
بَنِيْٓ اِسْرَاءِۤيْل

حْيَا 
َ
ن َمَآ ا

َ
حْيَاهَا فَكَا

َ
ۗ وَمَنْ ا اسَ جَمِيْعًا  الن َ

َ
ن َمَا قَتَل

َ
رْضِ فَكَا

َ
ا
ْ
فَسَادٍ فِى ال

 
َ
 ك

م َ اِن َ نٰتِ ثُّ بَي ِ
ْ
نَا بِال

ُّ
ل سُّ مْ رُّ قَدْ جَاءَۤتْهُّ

َ
اسَ جَمِيْعًاۗ وَل مْ بَعْدَ ذٰلِكَ الن َ نْهُّ ثِيْرًا م ِ

وْنَ  سْرِفُّ مُّ
َ
رْضِ ل

َ
ا
ْ
 ٢٢فِى ال

Terjemah Kemenag 2019 

“ Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani 

Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan 

karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena 

berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah 

membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara 

kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah 

memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya 
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Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan 

(membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi 

kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui 

batas di bumi.” 

2) Anak angkat harus dipanggil dengan nama ayah kandungnya. 

a) Al-Qur’an Surah Al-Ahzab Ayat 5 

مْ 
ُّ
مْ فَاِخْوَانُّك بَاءَۤهُّ

ٰ
وْآ ا مُّ

َ
مْ تَعْل

َ 
هِۚ  فَاِنْ ل

ٰ 
قْسَطُّ عِنْدَ الل

َ
وَ ا هِمْ هُّ بَاۤى ِ

ٰ
مْ لِا وْهُّ دْعُّ

ُّ
ا

مْ 
ُّ
ينِْ وَمَوَالِيْك ا ۗ فِى الد ِ كِنْ م َ

ٰ
مْ بِه  وَل تُّ

ْ
خْطَْ

َ
ٌ  فِيْمَآ ا نَا ُُّ مْ 

ُّ
يْك

َ
سَ عََ ْْ وَلَ

حِيْمًا  وْرًا ر َ هُّ غَفُّ
ٰ 
انَ الل

َ
مْۗ وَك

ُّ
وْبُّك

ُّ
ل دَتْ قُّ  ٥تَعَم َ

Terjemah Kemenag 2019 

 “ Panggilah mereka l (anak angkatl itu) denganl (memakai) 

namal bapak-bapakl mereka; Itulahl yang lebihl adil padal 

sisi lAllah, dan jika l kamu tidakl mengetahui lbapak-bapak 

lmereka, Maka (panggilah mereka l sebagai) lsaudara-

saudaramu seagama l dan lmaula- maulamu. “ 

3) Anakl angkat bukanl mahraml orangl tua angkatl dan saudaral 

angkatnya. 

a) Al-Qur’an Al-Ahzab ayat (37) 

يْكَ زَوْجَكَ 
َ
مْسِكْ عََ

َ
يْهِ ا

َ
نْعَمْتَ عََ

َ
يْهِ وَا

َ
هُّ عََ

ٰ 
نْعَمَ الل

َ
ذِيْٓ ا

َ 
 لِل

ُّ
وْل وَاِذْ تَقُّ

حَق ُّ 
َ
هُّ ا

ٰ 
ۚ وَالل اسَ شَى الن َ خْ

َ
بْدِيْهِ وَت هُّ مُّ

ٰ 
فِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا الل خْ

ُّ
هَ وَت

ٰ 
قِ الل وَات َ

نْهَا وَطَ  ا قَضٰى زَيْد  م ِ م َ
َ
ۗ  فَل شٰىهُّ خْ

َ
نْ ت

َ
ى ا

َ
وْنَ عَل

ُّ
ا يَك

َ
يْ ل

َ
هَا لِك

َ
نٰك ُْ ۗ زَو َ رًا
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مْرُّ 
َ
انَ ا

َ
ن َ وَطَرًاۗ وَك هِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُّ دْعِيَاۤى ِ

َ
زْوَاجِ ا

َ
ؤْمِنِيْنَ حَرجَ  فِيْٓ ا مُّ

ْ
ال

ا 
ً
وْل هِ مَفْعُّ

ٰ 
 ٢٣الل

Terjemah Kemenag 2019 

 “ (Ingatlahl) ketika engkaul (Nabi Muhammad) berkatal 

kepada orangl yang telahl diberi nikmatl oleh Allahl dan 

engkaul (juga) telahl memberi nikmatl kepadanya, 

“Pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” 

sedang engkau l menyembunyikan di l dalam hatimul apa 

yangl akan dinyatakanl oleh lAllah, dan engkaul takut 

kepadal manusia, padahall Allah lebihl berhak untukl 

engkau ltakuti. Maka, ketika Zaid telah mengakhiri 

keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami 

nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada 

keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri 

anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah 

menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya. Ketetapan 

Allah itu pasti terjadi.” 

Dasar hukum pengangkatan anak dalam Hadist 

1) Hadisl Riwayat Bukhari l Muslim 

“ Sesungguhnya l Zaid bin l Harisah adalahl maula Rasullulahl 

SAW.danl kami memanggilnya l dengan Zaidl bin 

lMuhammad, sehingga turunl ayat : Panggillahl mereka 

denganl nama ayah l (kandungnya ), makal itulah yangl lebih 
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adill di sisi l Allah, lalul Nabi lbersabda ; “ engkau adalah 

Zaid bin Harisah ”. 

2) Abu Dzarl r. la. 

“ Bahwal ia mendengarl Rasullulah lSAW. bersabda “ tidakl 

seorangpun yangl mengakui ( membangsakanl diri ) kepadal 

orang yangl bukan bapakl yang lsebenarnya, sedangkan ial 

mengetahui benarl bahwa orangl itu bukanl ayahnya, 

melainkanl ia telahl kufur. Danl barang siapal yang telahl 

melakukan hall itu, makal bukan daril golongan kamil 

(kalangan kauml muslimin) danl hendaklah dial 

menyiapkan sendiril tempatnya dalaml api lneraka. “ 

3) Hadist Riwayat l Bukhari 

“ Barangl siapa yangl mendakwakan dirinya l sebagai anakl 

dari seseorangl yang bukan l ayahnya, makal kepadanya 

ditimpakanl laknat lAllah, para malaikatl dan manusial 

seluruhnya. Kelakl pada haril kiamat Allahl tidak menerimal 

darinya amalanl–amalan danl kesaksiannya. “ 

4) Hadist l Riwayat Muslim l 

“ Daril Abi Usmanl ia lberkata : tatkala Zaudl dipanggil 

bahwal ia telahl dijadikan anakl angkat, makal aku pergil 

menemui abul Bakhrah, lalul aku berkatal kepadanya : Apa l 

yang kalianl lakukan inil ?. Bahwa akul telah mendengarl 

Sa’adl bin Abi l Waqqash lberkata : Kedua telingakul telah 
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mendengarl dari Rasullulahl SAW. lBersabda : “Barangl 

siapa mengakui l (membangsakan) seorangl ayah selainl 

ayahnya dalaml Islam, sedangl ia tahul itu bukan layahnya , 

maka haraml baginya lsurga.“ 

c. Kompilasi l Hukum Islaml (KHI) 

Menurut Pasall 171 hurufl h KHI, yang dimaksud anakl 

angkat adalahl anak yangl dalam hall pemeliharaannya l untuk hidupl 

seharil-hari, biaya l pendidikanl danl sebagainya beralihl  tanggungl 

jawabl dari orangl tual asall kepada orangl tual angkatl berdasarkan 

putusanl lpengadilan. Setelahl lahirnya Undangl-undang No l 3 

Tahunl 2006, semakinl jelas bahwal pengangkatan anakl (adopsi) 

bagil orang yangl beragama Islam l adalah menjadil kewenangan 

penuhl Pengadilan lAgama. Prosedur yangl biasa berlakul di 

Pengadilanl Agama sebeluml lahirnya Undangl-Undang lNo. 3 

Tahunl 2006, dalaml mengajukan perkaral pengangkatan lanak, 

yakni calonl orangtua angkatl mengajukan perkaral permohonan 

pengangkatanl anak sebagaimanal lazimnya perkaral volunteer 

(permohonanl). 

Kompilasil Hukum Islaml tidak dijelaskanl secara lrinci, namun 

dapat kital lihat bahwal ada beberapa menjadi terkait dalam dasar 

hukum pengangkatan anak. 
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1) Pasal 98 ayat l (1)  

Batasl usia anakl yang mampul berdiri sendiril atau 

dewasal adalah 21l tahun, sepanjangl anak tersebutl tidak 

bercacatl fisik maupunl mental ataul belum pernahl 

melangsungkan lperkawinan. 

2) Pasall 209 huruf (a l) dan (bl) 

(a) Hartal peninggalan anakl angkat dibagi l berdasarkan Pasall 

176 sampail dengan Pasall 193 tersebutl di latas, sedangkan 

terhadapl orang tual angkat yangl tidak menerima l wasiat 

diberil wasiat wajibahl sebanyak-banyaknyal 1/3 daril harta 

wasiatl anak langkatnya. Terhadap anakl angkat yangl tidak 

menerimal wasiat diberil wasiat wajibahl sebanyak-

banyaknyal 1/3l dari hartal warisan orangl tua angkatnya l 

4. Syarat-syarat Pengangkatan Anak 

Keputusan l Menteri Sosiall Republik Indonesial Nomor 

41l/HUK/KEPl/VII/1984l tentang Petunjukl Pelaksanaan Perizinanl 

Pengangkatan Anak l juga menegaskanl bahwa syaratl untuk 

mendapatkanl izin adalahl calon orangl tua angkatl berstatus kawinl 

sekurang-kurangnya l sudah kawin l lima tahunl kecuali bagil mereka yangl 

dinyatakan denganl dokter ahlil kandungan bahwal tidak mungkin l 

mempunyai anakl atau  melahirkanl anak danl pada saatl mengajukan 

permohonanl pengangkatan anakl calon orangl tua angkatl harus dalaml 

keadaan mampul ekonomi berdasarkanl surat keteranganl dari pejabatl 
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yang berwenangl serendah-rendahnya l lurah ataul kepala ldesa. 

Keputusan Menteril ini berlakul bagi calonl anak angkatl yang beradal 

dalam asuhanl organisasi lsosial. 

Dalaml Surat Edaran Makamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 

tetang Pengangkatan Anak jo Surat Edaran Makamah Agung Nomor 6 

Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Makamah Agung 

Nomor 2 Tahun 1979 tersebut mengaturl tentang caral adopsi lanak, yang 

menyatakanl bahwa untukl mengadopsi anakl harus terlebihl dahulu 

mengajukanl permohonan pengesahanl atau pengangkatanl kepada 

Pengadilanl Negeri dil tempat anakl yang akanl diangkat itul berada. 

Bentukl permohonan tersebutl bisa secaral lisan maupunl tertulis danl 

diajukan kepadal panitera. Adapun l isi daril permohonan tersebutl adalah 

motivasil mengangkat anakl yang sematal-mata berkaitanl atau demil 

masa depanl anak yangl akan ldatang. Untuk itul dalam setiapl proses 

lpemeriksaan, pemohon harusl membawa dual orang saksi l yang 

mengetahuil betul tentangl kondisi pemohonl (baik morill maupun 

materiill) dan memastikanl bahwa pemohonl akan betull-betul 

memeliharal anak tersebutl dengan lbaik. Setelah permohonanl disetujui 

lpengadilan, salinan dari l keputusan tersebutl harus dibawal ke kantorl 

Catatan Sipill setempat untukl menambah keteranganl dalam aktal 

kelahirannya. Dalaml akta tersebutl dinyatakan bahwal anak tersebutl 

telah diadopsil dan dil dalam tambahanl tersebut disebutkanl pula namal 

pemohon sebagail orang tual angkatnya. 
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Dalaml Peraturan Pemerintahl Nomor 54l Tahun 2007l Pasal 12 – 

18 tentang pelaksanaanl pengangkatan lanak, syarat-syaratl pengangkatan 

anakl meliputi: 

1) Syarat anakl yang akan l diangkat: 

a. Beluml berusia 18l tahun. 

b. Merupakanl anak terlantarl atau ditelantarkan. 

c. Beradal dalam asuhanl keluarga ataul dalam lembagal pengasuhan 

lanak. 

d. Memerlukanl perlindungan lkhusus,16 yang dimaksud l dalam 

perlindunganl khusus adalahl suatu bentuk perlindungan yang 

diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk 

mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang 

membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. 

Berkaitan dengan usia anak angkat sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 12 ayat 1l huruf la, terdapat ketentuan:  

a. Anakl belum berusial 6 (enaml) tahun,merupakanl prioritas lutama. 

b. Anakl berusia 6l (enam) tahunl sampai dengan l belum berusial 12 

(dual belas ) ltahun, sepanjang adal alasan lmendesak. 

c. Anakl berusia 12l (dua belasl) tahun sampail dengan beluml berusia 

18l (delapan belasl ) tahun sepanjangl anak memerlukanl 

perlidungan lkhusus. 

                                                             
16 UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4235. 



59 

 

2) Syarat calon orangl tua angkatl 

Untuk calon orangl tua angkat l harus memenuhi syaratl yang di 

sebutkan dalaml Pasal 13 meliputi : 

 “ Orangl tua angkatl harus sehatl jasmani danl rohani, berumurl 

paling rendahl 30 (tigal puluh) tahunl dan paling tinggi l 55 (limal 

puluh llima) tahun. Orangl tua angkatl juga harusl beragama sama l 

dengan calonl  anak langkat, berkelakuan baik l dan tidakl pernah 

dihukuml karena melakukanl tindakan lkejahatan. Berstatus 

menikahl paling singkat l 5 (lima) tahunl dan tidakl merupakan 

pasanganl sejenis, tidakl atau beluml mempunyai anakl atau hanyal 

memiliki satul orang lanak, dalam keadaanl mampu ekonomil dan 

lsosial, memperoleh persetujuanl anak danl izin tertulisl orang tual 

atau walil anak.” 

Calonl orangl tua l angkat harusl membuatl pernyataanl tertulis 

yangl berisil bahwal pengangkatan anakl adalahl demil kepentingan 

terbaikl bagil lanak, kesejahteraan danl perlindunganl lanak, adanya 

laporanl sosiall daril pekerja sosiall lsetempat, telahl mengasuh calon l 

anakl angkatl paling sedikitl 6l (enaml) bulan sejakl izinl pengasuhanl 

diberikan danl memperolehl izinl menteri danl/ataul kepalal instansi 

lsosial. 

Selanjutnya yang dimaksud dengan pengangkatan anak menurut 

hukum Adat adalah perbuatan hukum seseorang anak (anak angkat) 

diambil, diasuh, dipelihara danl diperlakukan sebagail anak lkandungnya. 
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Menurut hukum Adat, pengangkatan anak ini harus memenuhi syarat-

syarat, sebagai berikut :17 

a. Anak angkat yang diangkat (biasanya) anak laki-laki yang belum 

beristri dan tidak diambil anak oleh orang lain. 

b. Orang yang mengabdopsi harus orang yang sudah/pernah kawin, 

termasuk juga janda (perempuan). Di Bali, anak perempuan dapat 

juga diambil sebagai anak angkat untuk meneruskan keluarga orang 

tua angkatnya. 

c. Perbedaan umur antara anak angkat dengan orang tua angkatnya 

harus sedemikan rupa sehingga anak angkat itu patut berkedudukan 

sebagai anaknya. 

Dalaml hal pengangkatanl anak, kital harus mengetahuil apa sajal 

yang bolehl dan tidakl boleh dilakukanl oleh orangl tua langkat. Untuk 

menghindaril dari hall-hal yangl tidak ldiinginkan, Islam mengaturl 

tentang syaratl-syarat pengangkatan l anak ltersebut. Adapun mengenail 

syarat-syarat l pengangkatan anakl tidak diaturl dalam hukuml Islam baikl 

dalam All-Qur’anl dan Hadist l maupun lKHI. Untuk dapatl melakukan 

pengangkatanl anak baikl calon anakl angkat maupunl calon orangtual  

angkat harusl memenuhi syarat l-syarat yangl sudah ditetapkanl dalam 

perundangl-undangan. Hal l tersebut bertujuanl agar pengangkatanl anak 

menjadil sah danl berkekuatan hukuml tetap. Adapun syarat-syarat 

                                                             
17 A.M.Effendy, 1985, Pokok-Pokok Hukum Adat, Fakultas Syari’ah, IAIN Walisongo, 

Semarang, hlm.127-128. 
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pengangkatan anak yang sesuai dengan hukum Islam adalah sebagai 

berikut : 

a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat 

dengan orang tua kandung dan keluarganya. 

b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua 

angkat, melainkan tetap sebagai l ahli warisl dari orangl tua  

kandungnya, melaikan tetap l sebagai ahlil warisl daril orang tua l 

lkandungnya, demikianl juga orangl tual angkatl tidak berkedudukanl 

sebagail ahlil waris daril anakl langkatnya. 

c. Hubunganl kehartal bendaanl antara anakl angkatl denganl orang tua l 

angkatnyal hanya l diperolehkan dalaml hubungan wasiatl danl lhibah. 

d. Anakl angkatl tidakl boleh mempergunakanl namal orangl tua 

angkatnya l secaral langsungl kecuali sekedarl sebagail pengenall atau 

lalamat. 

e. Orangl tual angkat l tidak dapatl bertindakl sebagail wali dalaml 

perkawinanl terhadapl anak langkatnya. 

f. Antaral anakl yangl diangkat dengan l orangl tual angkat seharusnya l 

lsama-samal orang yangl beraga lislam, agar sil anak tetapl pada 

agamal yang ldianutnya. 

Dari urutan di atasl dapat disimpulkanl bahwa lmemungut, 

mengasuh, lmemelihara, dan mendidikl anak-anakl terlantar demil 

kepentingan danl kemaslahatan anakl dengan tidakl memutuskan nasabl  

orang tual kandungnya adalahl perbuatan yangl terpuji danl dianjurkan 
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olehl ajaran agamal Islam, bahkanl dalam kondisil tertentu dimanal tidak 

adal orang lainl yang memeliharanya l maka bagil si mampul yang 

menemukanl anak terlantarl tersebut hukumnyal wajib untukl mengambil 

danl memeliharanya tanpa l harus memutuskanl hubungan nasabl dengan 

orangl tua lkandungnya. 

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengangkatan Anak 

Dalaml hal pengangkatanl anak ada beberapa faktorl yang 

mempengaruhil pengangkatan lanak, seperti faktorl sosial, faktorl 

psikologis dan l lain-llain, maka tidakl jarang faktorl-faktor yangl 

mempengaruhi pengangkatanl anak menimbulkanl problema dalaml 

masyarakat.  

Bahkanl sering kalil problema pengangkatanl anak inil berangkat 

daril masalah motivasi l pengangkatan anakl itu sendiril yang berkembangl 

lebih lanjutl setelah anakl itu mmpunyail status sebagail anak langkat. 

Masalah-masalahl yang timbull berkenaan denganl pengangkatan anakl 

ini secaral garis besar l dapat diklasifikasikanl dalam tigal sudut 

lpandang:18 

a. Karenal berangkat daril faktor-faktorl yuridis, yaitu l masalah yang l 

timbul karenal berkenaan daril akibat hukumnyal dari adopsil itu 

lsendiri. 

b. Berkenaanl dengan faktorl-faktor lsosial, yaitu yangl menyangkut 

sosial efeknya dari perbuatan adopsi atau pengangkatan anak itu  

                                                             
18 https://forumadopsianak.wordpress.com. diakses tanggal 27 Maret 2022. 
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sendiri. 

c. Tinjauanl terhadap masalahl yang timbull karena berkenaanl dengan 

faktorfaktorl psikologis, yaitul masalah reaksil kejiwaan yangl 

ditimbulkan olehl karena pengangkatanl anak. 

Dilihat dari segi faktor sosial l juga tidakl sedikit menimbulkanl 

masalah perpindahanl anak daril suatu kelompokl keluarga kedalaml 

kelompok keluargal yang lain l sering disebabkanl oleh alasanl-alasan 

lemosional. Ditambah pula l adanya adopsil ini dilakukanl sedemikian 

lrupa, sehingga anakl angkat yangl bersangkutan baikl secara lahirl 

maupun batinl merupakan anaknyal sendiri. Dalaml pengangkatan anakl 

dari keluargal lain untukl dijadikan anaknyal sendiri menyebabkanl 

timbulnya suatu l hubungan keluarga l yang barul dari memutuskanl 

keluarga llama. Hal inil sering menimbulkanl problema bilal dihubungkan 

denganl masalah perkawinanl antara anakl angkat denganl keluarga 

dalaml garis keturunanl lurus dari l orang tual angkat, dimanal masyarakat 

menganggap l hal inil kurang lpantas. 

Kemudianl dari pandanganl faktor psikologisl juga tidakl sedikit 

masalahl yang ltimbul, karena dimana l kehidupan seseorangl jelas 

kejadianl dalam hidupnyal selalu membawal pengaruh dalaml jiwanya, 

entahl membawa akibatl baik danl buruk. Disamping itu pengangkatanl 

anak ada juga dengan alasan dan tujuan lainnya antara lain : karena 
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faktorl politik, lekonomi, sosial budaya l dan lsebagainya. Faktor politik 

misalnya agar  anak yang diangkat dapat menjadi warga negara orang 

tua angkatnya. Faktor ekonomi, karena ketidakmampuan secara 

ekonomi dari orang tua kandungnya seperti tidak mampu memberikan 

nafkah sehingga orangl tua anakl rela untukl menyerahkan anaknya l 

kepada calon orang tual angkat melaluil mekanisme pengangkatanl anak 

sesuail peraturan perundangl-undangan yang berlaku. Disamping alasan 

tersebut ada juga alasan lainnya untuk melakukan pengangkatan anak 

seperti untuk mendapatkan tambahan tenaga kerja, mengangkat anak 

sebagai pancingan, yakni dengan mengangkat anak berharap supaya 

mendapat anak kandung sendiri. Ada juga alasan supaya ada teman 

bermain anaknya, atau mengangkat anak berlainan jenis kelamin 

dengan anak yang sudah dimiliki, maupun karena alasan magis agar 

terhindar dan mara bahaya. 

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang l-Undang lNo. 4 

Tahunl 1979 tentangl Kesejahteraan Anakl dikaitkan denganl Pasal 34 

UUD 1945 dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, 

pengangkatan anak itu mempunyai tujuan utama adalah untuk l 

kesejahteraan lanak, baik lrohani, jasmani maupunl sosial. 

C. Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam 

Secara hukum Islam, mengangkat anak dihukumkan boleh (mubah), 

Islaml telah lama l mengenal istilah l tabbani, yangl di eral modern inil disebut 

adopsil atau pengangkatan l anak. Rasulullahl SAW bahkanl 
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mempraktikkannya llangsung, yakni ketika l mengangkat Zaidl bin Haritsahl 

sebagai lanaknya. Tabanni secara l harfiah diartikanl sebagai seseorangl yang  

mengambil l anak orangl lain untukl diperlakukan sepertil anak kandungl 

sendiri. Hall itu dilakukanl untuk memberil kasih lsayang, nafkah pendidikanl 

dan keperluanl lainnya. Secara l hukum anakl itu bukanlahl anaknya. 

Pengangkatan anak dinilail sebagai perbuatanl yang pantasl dikerjakan olehl 

pasangan suami l istri yangl luas lrezekinya, namun belum l dikaruniai lanak. 

Maka litu, sangat baikl jika mengambil l anak orangl lain yangl kurang 

lmampu, agar mendapatl kasih sayangl ibu-bapakl (karena yatim l piatu), ataul 

untuk mendidikl dan memberikanl kesempatan belajar l kepadanya. Pasal 

171l huruf h l KHI menyebutkanl anak angkatl adalah anakl yang dalaml hal 

pemeliharaanl untuk hidupnya l sehari-lhari, biaya pendidikanl dan 

lsebagainya, beralih tanggungl jawabnya daril orangtua asall kepada 

orangtual angkatnya berdasarkanl putusan lpengadilan. Hukum Islam l hanya 

mengakuil pengangkatan anakl dalam pengertianl beralihnya tanggungl 

jawab untukl memberikan lnafkah, mendidik, lmemelihara, dan lainl-lain 

dalaml konteks beribadahl kepada Allahl SWT. 

Konsepl pengangkatan anakl dalam hukuml Islam tidakl mengenal 

pengangkatanl anak dalaml arti menjadil anak kandungl secara lmutlak, 

sedangkanl yang ada l hanya diperbolehkanl atau suruhanl untuk memeliharal 

dengan tujuanl memperlakukan anakl dalam segil kecintaan pemberianl 

“nafkah“, pendidikanl atau pelayananl dalam segalal kebutuhan yangl bukan 

memperlakukanl sebagai anakl kandung (nasabl). Majelis Ulama Indonesia 
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mengingatkanl ketika mengangkat l (adopsi) lanak, jangan sampail si anakl 

putus hubunganl keturunan (nasabl) dengan ayahl dan ibul kandungnya. 

lSebab, hal ini l  bertentangan denganl syariat lIslam. Banyak dalill yang 

lmendasarinya, yaitu antara l lain Qur’an Surah lAl-Ahzab Ayatl 4 yangl 

artinya : “Dial Allah tidak menjadikan l anak-anakl angkatmu sebagai l anak 

lkandungmu, yang demikianl itu hanyalahl perkataan dimulutmu saja, danl 

Allah mengatakan l yang sebenarnyal dan Dial menunjukkan jalanl yang 

lbenar”, dan Surah Al-Ahzabl Ayat l5 : ” Panggillah anak-anakl angkatmu 

dengan memakail namanama bapakl mereka, itulahl yang lebihl adil padal 

sisi lAllah. Jika kamul tidak mengetahuil bapak-bapakl mereka, makal 

panggillah merekal sebagai saudaral-saudaramu seagamal dan maulal-

maulamu ”. 

Selanjutnyal mengenai pengangkatanl anak hukuml agama Islaml 

dapat ditinjaul dari berbagail segi: 19 

1) Daril segi artil adopsi 

Daril segi larti, adopsi dalaml agama Islaml tidak mengenall 

pengangkatan anakl yang diberil status sebagail anak kandungl sendiri. 

Pengangkatanl anak menurutl agama Islaml ditekankan kepadal segi 

lkecintaan, pemberian lnafkah, pendidikan danl memenuhi segalal 

kebutuhannya. 

 

 

                                                             
19 R. Soeroso, Op. Cit, hlm. 198-199. 
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2)  Daril segi misil keadilan sosiall 

Daril segi misi l keadilan sosiall dalam lIslam, maka sesuail dengan 

syariatl Islam pengangkatanl anak membukal kesempatan kepadal si 

kayal untuk beramall melalui wasiatl dan memberikanl hak kepadanya l 

untuk  mewasiatkanl sebagian daril harta peninggalannya l kepada anakl 

angkatnya untuk l menutupi kebutuhannyal di hari l depan, sehingga l 

tidak kacaul penghidupan danl pendidikannya tidakl akan lterlantar. 

3) Daril segi budil pekerti danl sosial 

Daril segi budi l pekerti danl sosial, makal orang yangl melakukan 

adopsil berarti melakukanl perbuatan yangl sangat baikl dan sangatl 

sesuai denganl ajaran lIslam. Sudah barangl tentu hall ini berlakul bagi 

orangl yang mengambill anak dengan l tujuan memeliharanya l secara 

baikl-baik, penuh l kasih lsayang, sebab yangl mengambil anakl angkat 

tersebutl kebanyakan orangl yang tidakl diberi keturunanl oleh Allahl 

SWT. 

4) Daril segi ajaranl Islam 

Dil samping itul Agama Islaml memang mengajarkanl agar umatl 

manusia salingl tolong-menolongl sesamanya. Bagi l yang mampul harus 

membantul yang tidakl mampu. Orangl Islam harusl berhati sosiall 

menolong danl memelihara anakl-anak ataul bayi-bayi l terlantar yangl 

orang tuanya l tidak lmampu. 
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5) Daril segi realitasl 

Dilihatl dari segil realitas, sebagail proses perkembanganl zaman, 

makal hukum Islaml pun selalul berkembang. Sehubungan l dengan 

pengertianl pengangkatan anakl dalam artil luas, hukum l Islam 

mengembangkanl pula mengenail masalah pengangkatanl anak yaitul 

adanya pandangan l hukum Islaml yang diterapkanl di lIndonesia. 

Dalam hal inil terlihat daril hasil rumusanl Tim Pengkajianl Bidang 

Hukum l Islam padal Pembinaan Hukuml Nasional dalaml Seminar 

Pengkajianl Hukum 1980l/1981 di l Jakarta yangl pernah mengusulkan l 

pokok-pokokl pikiran  sebagai l bahan Rancanganl Undang-Undangl tentang 

anakl angkat yangl di pandangl dari sudutl hukum lIslam. Pokok Pikiranl 

tersebut ladalah:  

a. Hukum l Islam tidakl melarang adanyal lembaga ladopsi, bahkan 

membenarkanl dan menganjurkanl demi untukl kesejahteraan anakl dan 

kebahagiaanl orang ltua. 

b. Perlul dibuat pengaturanl perundang-undanganl tentang pengangkatanl 

anak yangl memadai. 

c. Pengangkatanl anak janganl memutuskan hubungan l antara anakl yang 

diangkatl dengan orangl tua lkandungnya. 

d. Hubungan l kekayaan ataul kehartabendaan antaral anak yangl diangkat 

denganl orang tual yang mengangkatl dianjurkan agarl dalam hubungan l 

hibah danl wasiat. 
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e. Pengangkatanl anak yangl terdapat dalaml hukum adatl hendaknya 

diusahakanl agar tidakl bertentangan denganl hukum lIslam. 

f. Pengangkatanl anak olehl warga negaral asing supaya l diadakan 

pembatasanl yang lebihl ketat. 

g. Tidakl dapat dibenarkannya l pengangkatan orangl yang agamanya l 

berlainan. 

Dari beberapa uraian di atas pada hakikatnya l Islam mendukungl 

adanya usahal perlindungan anakl yang salahl satu caranya l adalah denganl 

melakukan pengangkatanl anak. Adapunl pengangkatan anakl yang 

diperolehl dalam Islaml tentu sajl yang memilikil arti mengangkatl anak 

sematal-mata karenal ingin membantul dalam hall mensejahterakan anakl 

tersebut danl juga memberikanl perlindungan tanpal menjadikannya sebagai l 

anak lkandung. 
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BAB III 

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Status dan Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Perdata, 

Hukum Adat, dan Hukum Islam 

1. Status dan Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Pedata 

Istilahl adopsi menjadil terkenal dil Indonesia denganl keluarnya 

Staatsbladl Tahun 1927l Nomor 129l yang menyebut l pengangkatan anakl 

dengan istilahl adopsi. Meskipunl kata adopsil pengertiannya samal 

dengan pengangkatanl anak, namunl isi danl pelaksanaannya lberbeda. 

Pada adopsil ditekankan padal kedudukan anakl yaitu daril orang tual 

kandung, setelahl diangkat akanl berubah menjadil anak yangl dianggap 

secaral biologis sebagail anak daril orang tual yang mengangkatnya l 

memberi akibatl bahwa statusl anak yangl bersangkutan berubahl menjadi 

sepertil seorang anakl sah. Hubungan l keperdataan denganl orang tual 

kandungnya menjadil putus samal sekali. Sebagail akibat hukuml adopsi 

yangl diatur dalaml Staatblaad. 1927l No. l129, maka padal Pasal 11l anak 

angkatl secara hukuml memperoleh namal dari bapakl angkat danl pada 

Pasall 12 ayat l (1) anakl angkat dijadikanl sebagai anakl yang dilahirkanl 

dari perkawinanl orang tua l angkat, anakl angkat menjadil ahli warisl 

orang tual angkat. Karenal adopsi, terputusl segala hubungan l perdata 

yangl berpangkal padal keturunan karenal kelahiran antaral anak dengan l 

orang tual kandung. Sedangkan l istilah pengangkatanl anak mengandungl 

maksud bahwal dengan pengangkatanl anak itul belum tentul harus 
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menyebabkanl perubahan statusl seperti yangl dimaksud adopsil menurut 

Staatsbladl Tahun 1927l Nomor l129. 

Padal awalnya dil dalam Burgerlijkl Wetboek (BW) Belandal tidak 

mengenall adanya lembagal pengangkatan lanak, yang ada hanya 

membahas status anak dalam BW buku l I babl XII bagianl ke IIIl Pasal 

280l sampai denganl Pasal l290. Ketentuan inil boleh dikatakanl tidak adal 

hubungannya samal sekali denganl adopsi karenal KUHPerdata tidakl 

mengenal adopsil maka bagil orang-orangl Belanda sampail sekarang 

tidakl dapat mengangkatl anak secaral sah. hall tersebut dikarenakanl 

menurut rakyat l Belanda anakl harus keturunanl darah.20 Denganl 

demikian dil Belanda tidakl dapat menciptakanl keturunan secaral buatan 

ataul artifisial (adoptio naturam imitaturl) dengan tujuan untuk 

mengatasi ketidakpunyaan keturunan, sehingga dalam l lembaga 

pengakuanl (erkenning) pun l yang dapatl diakui hanya l anak kandungl 

sendiri. Itulahl yang menyebabkanl dalam KUHPerdatal Indonesia tidakl 

dikenal lembagal pengangkatan lanak. Namun demikianl di negeril 

Belanda sendiril baru-barul ini Statenl General telahl menerima baikl 

sebuah Undangl-Undang tentangl adopsi.  

                                                             
20 R. Subekti, 1974, Perbandingan Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 21. 



72 
 

 

Landasan l pemikirannya ialahl timbulnya golonganl manusia barul 

di seluruhl Eropa lyakni: 

1) Paral orang tual yang telahl kehilangan lanak, dan tidakl mendapatkan 

anakl lagi secaral wajar. 

2) Anakl-anak piatul yang telahl kehilangan orangl tuanya yangl 

meninggall dalam lpeperangan.  

3) Lahirnya l banyak anakl di luarl perkawinan. 

Dalaml pandangan hukum l barat dijelaskanl siapa yangl boleh 

mengadopsil dan bolehl di ladopsi. Gouw Giokl Siong berpendapatl 

bahwal “adopsi sudahl tidak mungkinl menurut hukuml yang berlakul 

untuk golonganl rakyat Eropal di lIndonesia. Yang mungkinl melakukan 

pengangkatanl anak hanyalahl golongan Bumiputeral dan golonganl 

Tionghoa.”21 Alasannyal bahwal peraturan-peraturanl yangl lamal tentang 

pengangkatanl anakl beluml berubah. Berdasarkanl Staatsbladl Tahunl 

1927 Nomorl 129, KUHPerdatal dinyatakanl berlakul bagi golongan l 

lTionghoa, makal dari segil inil lembagal pengangkatan anakl tidakl 

ldikenal, karena KUHPerdata l juga tidakl mengenall lembagal 

pengangkatan lanak. Akanl tetapil Staatsblad Tahunl 1927 Nomorl 129l itul 

bukan sekedarl menentukanl berlakunyal hukum Perdatal golonganl Eropal 

bagi golongan l lTionghoa, tetapil dalam Babl lII- nya l memuat ketentuanl 

khususl tentangl pengangkatan anakl yangl berlakul di kalanganl lorang-

                                                             
21 Gouw Giok Siong, 1963, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Kong Po, Jakarta, 

hlm. 10. 
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orangl Tionghoa.22 Dalam hal ini menyatakan begitu pentingnya l arti 

seorangl anak lakil-laki dalaml masyarakat lTionghoa. Dikarenakan 

dalaml masyarakat Tionghoal termasuk dalaml sistem kekeluargaanl yang 

unilaterall-parental, sehinggal ikatan-ikatanl kekerabatannya berdasarkanl 

clan. Anakl laki-lakil dididik dan l dipersiapkan untukl tugas di l masa 

depanl dan diajarkanl tentang kewajibanl dan tatal cara dalaml upacara 

persembahanl bagi paral leluhur ataul nenek moyangnya l (ancestral 

rituall). Tanggung jawab l untuk mengadakanl upacara persembahanl 

kepada paral leluhur inil ada padal anak lakil-laki, karenal keturunan 

dalaml clan adalahl berdasarkan garisl laki-llaki. Perubahan dalaml 

pengaturan pengangkatanl anak demikianl mengarahkan perundangl-

undangan yangl telah mengalamil kemajuan dibandingkanl keberadaan 

lembagal pengangkatan anakl sebelumnya. Ketentuanl pengangkatan 

anakl tidak mengenall diskriminasi lakil-laki ataul perempuan bagil calon 

orangl tua angkatl maupun calonl anak langkat. Namun ldemikian, 

pengakuan pengangkatanl anak dalaml perundang-undangan l yang adal 

belum lmemadai, oleh karenal itu pengaturanl pengangkatan anakl dalam 

sebuahl undang-undangl yang lengkap l dan tuntasl sangat ldiperlukan. 

Kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan pertama jika 

seorang anak hendak diadopsi. Jika anak tidak dapat diasuh dengan 

layak di negara tempatnya lahir, adopsi di negara lain dapat 

dipertimbangkan.  Dengan adanya hak anak, merupakan bagian integral 

                                                             
22 Rusli Pandika, 2012, Hukum Pengangkatan Anak, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 27. 
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dari hak asasi manusia yang universal. Deklarasi hak anak-anak yang 

disahkan Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1959 

merupakan penegasan kembali dari bagian-bagian Deklarasi Sedunia 

tentang hak asasi manusia tahun 1948 serta dokumen lain terdahulu.23 

Konvensi Hak Anak menguraikan gagasan bahwa kualitas hidup yang 

mendasar adalah hak bagi semua anak, dan bukan merupakan suatu hak 

istimewa yang hanya dimiliki oleh beberapa anak saja. Dimana 

Konvensi Hak Anak l merupakan instrumenl internasional yangl 

menguraikan secaral rinci hakl dasar manusial bagi setiapl anak di l 

manapun merekal berada, mencakupl hak kelangsungan l hidup, hakl 

untuk tumbuhl kembang potensil fisik danl mentalnya secaral penuh, hakl 

untuk memperolehl perlindungan terhadapl pengaruh yangl merugikan 

lperkembangannya, serta hakl berpartisipasi dil 

dalam kehidupanl keluarga, kebudayaanl dan lsosial. 

Padal kenyataannya, secaral umum pengangkatanl anak dapatl 

digolongkan menjadil dua lmacam, yaitu:24 

1) Adoptio l Plena, yaitu l pengangkatan anakl yang menyeluruh l dan 

mendalaml sekali akibatl hukumnya. Anakl yang diangkatl 

memutuskan samal sekali hubunganl hukum denganl orang tual  

kandungnya danl meneruskan hubungan l hukum dengan l orang tua l 

yang lmengangkatnya. Akibat lhukumnya, anak tersebutl 

                                                             
23 Irma Setyiowati, 1990, Aspekl Hukum Perlindunganl Anak, Bumil Aksara, lJakarta, hlm. 

53. 
24 Sudargo Gautama, 1981, Soal-soal Aktual Hukum Perdata Internasional, Jilid 2, 

Alumni, Bandung, hlm. 66. 
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mempunyai hakl waris dari l orangtua angkatnya l dan tidak l lagi 

mempunyail hak warisl dari orangtua l kandungnya. 

2) Adoptio l Minus lPlena, yaitu pengangkatanl anak yangl tidak 

demikianl mendalam danl menyeluruh akibatl hukumnya. Jadil disini 

hanyalahl untuk pemeliharaanl saja sehingga l dengan sendirinya l 

tidak menimbulkanl hak warisl dari orangl tua langkatnya.  

Sehinggal dari akibatl hukum adopsil seperti yangl telah dijelaskanl 

diatas, dapatl diketahui bahwal adopsi dil dalam hukuml Perdata masukl 

ke dalaml kategori Adoptio l Plena, yaitul merupakan adopsil yang 

menyeluruh l dan mendalaml sekali akibatl hukumnya, sehingga l anak 

yangl diangkat terputusl sama sekalil hubungan hukumnya l dengan orangl 

tua kandungnya l  dan meneruskanl hubungan hukum l dengan orangl tua 

yangl mengangkatnya. Dimana l hal tersebutl berakibat anakl angkat 

mempunyail hak warisl dari orangl tua angkatnya l dan tidakl lagi 

mempunyail hak warisl dari orangl tua lkandungnya. 

Pengangkatan anak yang dilakukanl menurut hukuml Perdata, 

menjadil kewenangan daril Pengadilan lNegeri. Dimana adopsil yang 

dilakukanl melalui Pengadilanl Negeri membawal akibat hukuml 

terputusnya hubungan l darah ataul nasab antaral anak angkatl dengan 

orangl tua lkandungnya. Sehingga dengan l terputusnya hubungan l darah 

ataul nasab antaral anak angkatl dengan orangl tua kandungnya l tersebut 

akanl turut membawal akibat-akibatl hukum yangl lain, yaitul anak angkat l 

tidak lagil berada dibawahl kekuasaan orangl tua lkandungnya, anak 



76 
 

 

angkatl tidak lagil memakai namal keturunan daril orang tual kandungnya 

karenal secara hukuml anak tersebutl telah keluarl dari lingkungan l garis 

keturunanl keluarga lasalnya, dan anakl angkat tidakl lagi berhakl menjadi 

ahlil waris daril orang tual kandungnya. Berbedal dengan kewenangan l 

Pengadilan Agamal yang memutuskanl suatu pengangkatanl anak 

membawal akibat hukuml semata-matal untuk pemeliharaanl anak demil 

kepentingan anakl dan tanpal memutuskan hubungan l antara anakl angkat 

denganl orang tual kandungnya. Anakl yang telahl angkat tetapl memiliki 

garisl keturunan daril orang tua l kandungnya walaupunl hak asuh l sudah 

berpindahl kepada orangl tua langkatnya. Berdasarkan ketentuanl di atasl 

dapat disimpulkanl bahwa pengangkatanl anak yangl dilakukan melaluil 

pengadilan merupakanl salah satul bentuk perlindunganl terhadap 

kedudukanl anak langkat.  Setelah adanya l putusan ataul penetapan 

lpengadilan, maka statusl anak tersebutl sama denganl anak lkandung, 

baik dalaml hal lperawatan, pendidikan maupunl dalam lkewarisan. 

Dengan katal lain anakl angkat mempunyail hak yangl sama dengan l anak 

kandungl dan merupakanl ahli warisl yang sahl dari orangl tua langkatnya, 

sedangkan teruntukl yang beragamal Islam menurutl Kompilasi Hukum l 

Islam yangl sekarang menjadil acuan olehl pengadilan agamal bahwa 

anakl angkat berhakl memperoleh wasiatl wajibah denganl syarat tidakl 

boleh lebihl dari 1l/3 hartal berdasarkan Pasall 209 ayat l 2 lKHI. 
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2. Status dan Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Adat 

Pengangkatanl anakl laziml dilakukan dil seluruhl wilayahl 

Indonesia. Akanl tetapil caranya l berbeda-bedal menurutl hukuml Adat 

yangl berlakul setempatl dan tanpal adanya Upacaral Adat didalaml 

pelaksanaan pengangkatanl anak, makal pelaksanaan pengangkatanl anak 

tersebutl tidak lsah. Pengangkatan anakl di Indonesia l sebagai suatu l 

lembaga hukuml Adat beluml seragam baikl dalam motivasinya l maupun 

tatal cara lpengangkatannya, sehingga kedudukan hukum dari 

pengangkatan anak berbeda-beda  menurut hukum Adat masing-masing 

daerah yang berlaku. Keanekaragaman dalam hukum Adat menjadikan 

terhadap hukumnya yangl berbeda, antara l daerah yangl satu denganl 

daerah yangl lainnya. Hall tersebut menyebabkanl adanya perbedaanl   

tentang   masalahl   status anakl angkat padal setiap ldaerah. Oleh karenal 

beragamnya caral pengangkatan anakl beserta akibatl hukum yangl 

ditimbulkan dil dalam hukuml Adat dil Indonesia ltersebut, maka penulisl 

mengkhususkan pembahasanl ke dalaml pengangkatan anakl menurut 

hukuml Adat Jawal Tengah. Masalahl pengangkatan anakl bukanlah 

masalahl yang lbaru, termasuk dil Indonesia. Sejakl jaman dahulul telah 

dilakukanl pengangkatan anakl dengan caral dan motivasi l yang berbeda l-

beda, sesuail dengan sisteml hukum danl perasaan hukuml yang hidupl 

dan berkembangl di daerahl yang lbersangkutan. 

Menurut hukum Adat, pengangkatan anakl atau adopsi adalah 

suatu perbuatanl hukum yangl memberi kedudukanl kepada seorangl anak 
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orangl  lain yangl sama sepertil anak yangl sah.25 Hal l ini dapatl 

disimpulkan bahwal pengangkatan anakl adalah prosesl tindakan 

mengambill anak orangl lain untukl dipelihara danl diperlakukan sebagail 

anak kandungl sendiri yangl diberi lmakan, pakaian, supaya l tumbuh 

menjadil dewasa danl diperlakukan sebagail anaknya sendiril berdasarkan 

ketentuanl-ketentuan yangl disepakati lbersama.  

Pengangkatanl anak menurutl hukum Adat l memiliki istilahl-istilah 

yangl berbeda. Dil daerah Jawal khususnya Jawal Tengah dikenall 

beberapa listilah, menurut keteranganl Pengadilan Negeril Semarang 

katal-kata yangl lazim dipakail untuk mengangkatl anak ialahl ngangkat 

anakl (anaknya disebut l anak angkat l), mupun anakl (anaknya disebutl 

anak puponl), memet anakl (anaknya disebutl anak olehel memet), nyalukl 

anak (anaknya l disebut anakl olehe nyalukl).26 Anak angkatl biasa 

diambill dari anakl keluarganya lsendiri, bisa juga l dari anakl orang llain. 

Anak pupon l atau anakl memet padal umumnya diambill dari anakl orang 

lainl bukan lkeluarga, sedangkan anakl nyaluk selalul diambil daril anak 

lkeluarga. Sementara Yogyakarta l dan Kudusl hanya memakail istilah 

anakl angkat ataul anak lpupon. 

Padal umumnya dalaml masyarakat Jawal Tengah yangl diangkat 

sebagail anak adalahl anak daril keluarga ldekat, yaitu daril kalangan 

keponakanl-keponakan lsendiri. Masyarakat Jawa l Tengah memberikanl  

                                                             
25 Meliala Djaja S, 1982, Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia, Tarsito, Bandung, 

hlm. 3. 
26 Bastian Tafal, 1989, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat 

Hukumnya di Kemudian Hari, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 69. 
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prioritas yangl paling utamal terhadap anakl keluarga dekatl tersebut. 

Sebabl-sebab untukl mengangkat keponakanl sendiri sebagail anak angkatl 

menurut Soerojol Wignjodipoero diantaranya l adalah:27 

1) Karenal tidak mempunyia l anak lsendiri, sehingga memungutl 

keponakan tersebutl merupakan jalanl untuk mendapatkanl lketurunan. 

2) Karenal beluml dikaruniail anak, sehingga l denganl memungutl 

keponakan inil diharapkanl akanl mempercepat kemungkinanl 

mendapatl lanak. 

3) Terdorongl olehl rasal kasihan terhadapl keponakanl yangl 

bersangkutan, misalnya l karenal hidupnyal kurang terurusl danl lainl 

sebagainya. 

Sebagaimana banyaknya hal serupa sedari dulu masyarakat 

memilih mengambil keponakan untuk dijadikan anak angkatnya ini 

berpikir menjadi hal proses yang mudah untuk mengabdopsinya karena 

biasanya mereka juga menggunakan sistem kepercayaan antar keluarga 

yang sudah mengetahui latar belakang si calon orang tua angkat bisa 

atau tidak untuk menjamin kesejahteraan si anak kedepannya hingga 

dewasa kelak. 

Hukum Adat dalam Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung 

tentang Pengangkatan Anak :28 

                                                             
27 Soerojo Wignjodipoero, op. cit., hlm. 119. 
28 https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/index/kategori/waris.html. 

diakses tanggal 27 Juni 2022. 

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/index/kategori/waris.html
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a) Hukum adat dil daerah Klatenl 

- Masalah: Kedudukan anakl angkat mengenail warisan orangl tua  

langkat. 

- Kaidah/pertimbangan hukum yangl diterapkan oleh Mahkamahl 

Agung: Menurutlv hukum adatl yang lberlaku, seorang anak 

angkat 

berhakl mewarisi hartal gono-ginil orang tual angkatnya 

sedemikianl rupa, sehingga l ia menutupl hak warisl pada 

saudaral orang tual angkatnya. 

- Putusan Mahkamahl Agung tanggall 2 Januaril 1973 lNo.441 

Kl/Sip/l1972. Susunan majelis: Ketua: Prof. R. Subekti, S.H. 

- Anggota-anggota : Indroharto, S.H, Bustanul Arifin, S.H. 

Menurut Hukum Adat yang berlaku di daerah Klaten, 

berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tgl. 2-1-1973 No. 

441K/Sip/l1972, maka seorang anakl angkat berhakl mewaris harta 

gonol-gini orangl tua angkatnya l sedemikian rupal sehinga ia 

menutuphak warisl pada saudaral orang tual angkatnya. 

b)  Hukum adatl di daerahl Surakarta 

- Masalah: Kedudukan anakl angkat terhadap warisanl orang tua l  

angkatnya. 

- Kaidah/Pertimbanganl hukum yang diterapkan Mahkamah l 

Agung: Menurut l hukum adatl di Jawal Tengah, seorangl anak  
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angkatl tidak berhakl atas barangl tinggalan orangl tua 

angkatnya l yang bukanl gono-lgini. 

- Putusan Mahkamahl Agung: Tanggal 2-7l-1961 lNo.384 

Kl/Sip/l1961. Susunan Majelis: Ketua: Mr. Wirjono 

Prodjodikoro  

- Anggota-anggota : Mr. Subekti, S.H, Mr. Wirjonol Kusumo. 

Kaidahl/Pertimbangan hukum l di atas diterapkan pula l antara 

lain dalam Putusanl Mahkamah Agungl tanggal 15-7l-1959, lNo. 

182 Kl/Sip/1959l mengenai perkaral dari daerahl Bojonegoro; 

Putusanl  tanggal 19 l-3-1959l No. 37l/K/Sipl/1959 mengenai l 

perkara daril daerah lBojonegoro. 

Menurut Hukum Adatl di Jawa tengah, berdasarkan 

Yurisprudensi Mahkamah Agungl tgl. 4l-7-1961l No. 

384K/Sipl/1961 maka, seorang anak angkat tidak berhak atas 

barang tinggalan orang tua angkatnya yang bukan gono-gini. 

Yurisprudensi Mahkamah Agung di atas diterapkan pula antara lain 

dalam Putusanl Mahkamah Agungl tgl. 15l-7-l1959, No. 182Kl/Sip/ 

1959l mengenai perkaral di daerahl Bojonegoro; Putusan l tgl. 18l-3-

1959l No. 37Kl/Sip/1959 l mengenai perkaral dari daerahl 

Bojonegoro. 

c) Hukum adatl daerah Temanggung 

- Masalah: Kedudukan anakl angkat terhadap warisanl orang tua  

angkatnya. 
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- Kaidah/Pertimbangan hukum yang diterapkan Mahkamah 

Agung: Seorang anakl angkat berhakl mewaris barangl asal orangl 

tua angkatnya l yang diperolehl karena usahanyal sendiri, 

denganl tidak perlul dibagi dengan l (mengiku sertakanl) 

ahli-ahlil waris kel samping. 

- Putusanl Mahkamah lAgung: tanggal 25-9-1969l No.679l 

K/Sipl/1968. 

Menurut Adat di daerah Temanggung, berdasarkan 

Yurisprudensi Mahkamah lAgung, tgl. 25 l-9-1969l No. 

679K/Sip/l1968, maka seorang anakl angkat berhakl mewarisi 

barangl asal orangl tua angkatnya l yang diperolehl karena usahanya l 

sendiri, denganl tidak perlul dibagi denganl (mengikutsertakan) ahlil-

ahli warisl ke lsamping. 

Dari beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung diatas bahwa 

pengangkatanl anak dalaml hal inil harus lterang, artinya wajibl 

dilakukan denganl upacara adatl serta dengan bantuan kepala adat lalu 

menetapkan status anak angkat dimata hukum melalui keputusan 

pengadilan. Kedudukanl dan statusl anak angkatl dalam sisteml hukum 

adatl di lJawa, pengangkatan anakl tidak memutuskanl hubungan 

pertalianl darah denganl orang tua l kandung anakl angkat litu, hanya 

anakl angkat didudukkanl sebagai anakl kandung untukl meneruskan 

keturunanl bapak langkatnya, dan samal sekali tidakl memutuskan hakl-

haknya dengan l orang tual kandungnya. Berdasarkan dari beberapa 
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Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang Pengangkatan Anak di Jawa 

Tengah bahwa  menurut hukum adat yangl berlaku, seorangl anak 

angkatl berhak mewarisil harta gonol-gini orangl tua angkatnya l 

sedemikian lrupa, sehingga ial menutup hakl waris padal saudara orangl 

tua angkatnya asall orang tual angkatnya yangl diperoleh karena l 

usahanya lsendiri, dengan tidakl perlu dibagil dengan (mengiku 

lsertakan) ahli-ahlil waris ke samping. Sebagaimana diamanatkan oleh 

undang-udang dalam sistem peradilan di Indonesia, khususnya the 

living lawa by judge (judge made law) harus benar-benar 

memperhatikan keberadaan hukum adat yang masih hidup dan 

berkembang dalam suatu masyarakat.   Keberadaan hukum adat sesuai 

konstitusi dapat dipergunakan sebagai sumber hukum dalam 

memeriksa dan memutus suatu perkara.  

3. Status dan Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Islam 

Padal hakikatnyal Islaml mendukung adanya l usahal perlindunganl 

anak yangl salahl satul caranya adalahl denganl melakukanl pengangkatan 

lanak. Adapunl pengangkatanl anak yangl diperpolehkan dalaml Islam 

tentul saja yangl memiliki artil mengangkat anakl semata-matal karena 

inginl membantu dalaml hal mensejahterakanl anak tersebutl dan jugal 

memberikan perlindunganl tanpa menjadikannyal sebagai anakl kandung. 

Hukum l Islam tidakl memperbolehkan pengangkatanl seorang anakl 

untuk dijadikanl anak lkandung, ini berartil bahwa kedudukanl anak 

angkatl berbeda dengan l anak lkandung. Agama Islaml menganjurkan 
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agarl umat manusial dapat salingl tolong menolongl terhadap sesamal 

manusia. Dalam  Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 angka 20  menyatakan 

:  “penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak 

berdasarkan hukuml Islam”. 

Islaml sebagai agamal rahmatan lill ‘alamin telahl mengatur lhak-

hak anakl secara sempurnal sejak sebelum l dilahirkan sampai ia 

dilahirkan kel dunia, lmeliputi; pengasuhan, lperhatian, etika danl 

pendidikan baikl dibidang ljasmani, rohani maupun l sosialnya, sehingga l 

dengan demikianl mereka akanl berkembang denganl baik, mampul untuk 

membangunl dan lmengaturnya. 

 Berdasarkan Konvensi Hak l Anak memuatl 4 (empatl) kategori 

hakl-hak lanak, yaitu: hak l kelangsungan lhidup, hak tumbuhl kembang, 

hakl perlindungan, dan l hak lberpartisipasi. Padal dasarnya keempatl 

materi hukum l hak-hakl anak dalaml Konvensi Hakl Anak tersebutl 

sejalan denganl ajaran Islaml yang menjunjungl tinggi hakl asasi lmanusia, 

kecuali hakl atas “anakl adopsi”. Terhadapl hal inil negara berkewajibanl 

untuk mengimplementasikan l hak-hakl anak dalaml kehidupan nyata l atas 

landasanl tauhid. Upayal pemajuan terhadapl hak-hakl anak merupakanl 

wujud daril pengakuan hakl asasi manusia secaral universal danl 

penegakan amar lma’ruf nahi mungkar yangl diperintahkan olehl agama 

lIslam. 

Peristiwal pengangkatan anakl menurut hukuml kewarisan lIslam, 

tidak membawal pengaruh hukuml terhadap statusl anak langkat, yakni 
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bilal bukan merupakanl anak lsendiri, tidak dapatl mewarisi daril orang 

yangl setelah mengangkatl anak ltersebut. Menurut All-Alusi dalaml 

Tafsir Ruhl al-Ma l'ani membedakanl antara pengakuanl dan pengasuhanl 

anak. Pengangkatanl anak yangl dilakukan olehl seseorang terhadapl 

seorang anakl dan menasabkanl anak itul kepadanya sehingga l sama 

hukumnyal dengan anak l sendiri (kandungl), mempunyai hak l waris, 

menjadil mahram danl kerabat, hukumnyal adalah lharam. Adapun jikal 

seseorang mengambill anak danl memperlakukannya seperti l anak 

lsendiri, tetapi tidakl menasabkan anakl itu kepadanya l dan tidakl 

menyatakan sama kedudukannya dalam hukum dengan anak sendiri, 

maka Allah tidak mengharamkannya29. Untuk status dan kedudukan 

anak angkat terdapat dalam proses pengangkatanl anak yangl harus 

melaluil penetapan lpengadilan. Ini demil kepastian hukuml mengenai   

perubahanl status daril anak angkatl tersebut dalaml keluarga orangl tua 

langkatnya. Misalnya karena l anak angkat l itu akanl menjadi ahlil waris 

daril orang tua l angkatnya. Alasan l dilakukannya pengangkatanl anak, 

dalaml praktek seringkalil karena sesuatul keluarga tidakl atau beluml 

mempunyai lanak, atau karenal tidak mempunyail anak lakil-laki ataul 

anak lperempuan.  

Menurutl Mahmud Syaltutl berpendapat bahwal pengangkatan 

anakl setidaknya memilikil dua lpengertian :30 

                                                             
29 Aplikasi Quran Kementrian Agama Republik Indonesia 
30 http://whiteacademic.blogspot.co.id /2015/03/ pengertian – anak – angkat - menurut 

hukum.html diakses tanggal 28 Maret 2022. 

http://whiteacademic/
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Pengertianl pertama, pengangkatanl anak adalahl tindakan seeorangl 

untuk mengangkatl anak yangl diketahui bahwal anak itu l 

termasuk anakl orang llain, kemudian ial perlakukan anakl 

tersebut denganl anak lkandungnya, baik daril kasih sayangl 

maupun biayal hidup, tanpal merubah statusl anak ltersebut. 

Pengertianl kedua, pengangkatanl anak adalahl perbuatan seseorangl yang 

tidakl memiliki lanak, kemudian menjadikanl anak orangl lain  

sebagail anaknya, padahall ia mengetahuil bahwa anakl itu 

bukanl anak lkandungnya, lalu ial menjadikan sebagail anak 

sahl dengan merubahl status anakl tersebut menjadil anak 

kandungl dan antaral keduanya dapatl saling lmewarisi. 

Dari kedua pengertian pengangkatan anakl tersebut merupakanl 

suatu prosesl di manal seseorang diangkatl untuk mendudukil status 

tertentul tanpa lmengubahnya, hal itul merupakan perbuatanl yang sangat l 

mulia. Islaml tidak memandangl statusnya sebagail anak lkandung, karena 

Islaml sangat mementingkanl hubungan lnasab, dan inil dapat 

mengaburkanl kejelasan nasabl seorang lanak. Pengangkatan anakl 

menurut hukuml Islam, tidakl memberi statusl kepada anakl angkat 

sebagail “anak kandungl” orang tua l angkat. Meskipunl barangkali dilihatl 

dari kenyataanl kehidupan seharil-hari, hubungan l ikatan batinl antara 

orangl tua angkatl dengan anakl angkat, sudahl tidak ubahnyal seperti 

hubunganl anak kandungl dengan orangl tua lkandung, hal itul tidak 

mengubahl kenasaban hubungan l darah antaral mereka. 
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Pengangkatanl anak ataul disebut juga l adopsi merupakanl salah 

satul cara untukl menolong sesamal manusia, karenal adopsi denganl 

pengertian mengangkatl anak orangl lain untukl diperlakukan sebagail 

anak sendiril tanpa mengubahl status anakl tersebut menjadil anak 

kandungl adalah adopsil yang diperolehkanl dalam lislam, dan hall itu 

merupakanl perbuatan yangl sangat lmulia. Selanjutnya yangl perlu 

diperhatikanl dalam pengangkatanl anak adalahl kedudukan anakl angkat 

dalaml keluarga tidakl  sama denganl anak lkandung. Maka daril itu, tidakl 

ada hubunganl khusus antaral anak yangl diangkat dengan l orangtua 

angkatl mengenai masalahl keperdataan sepertil perwalian danl 

kewarisan. Karenal apabila kital menengok kembalil kepada tujuanl dari 

pengangkatanl anak ltersebut, maka  pengangkatanl anak dilakukanl atas 

dasarl tolong menolongl sesama lmanusia. Oleh karenanya l dengan 

maknal khusus, agamal Islam tidakl melarang pengangkatanl anak. 

Maknal khusus disini l diartikan sebagail pengangkatan anakl untuk tujuanl 

pemeliharaan, lpendidikan, dan pembiayaanl si lanak. Yang tidakl 

dikenal, ataul secara tegasnya l dilarang olehl agama Islaml adalah (al) 

pengangkatan anakl untuk meneruskanl keturunan danl (b) dijadikanl 

seperti anakl kandung.31 Allahl SWT menegaskanl masalah anakl angkat 

kepadal Rasulullah lSAW, beliau diperintahkan l agar berpalingl dari 

kauml musyrikin. Hall tersebut disampaikan l setelah menyatakanl bahwa 

lAl-Qur’anl adalah wahyul ilahi yangl bersumber dari l Allah Swtl pemilik 

                                                             
31 A. Rachmad Budiono, 1999, Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, Citra 

Aditya Bakti, Bandung, hlm. 192. 
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semestal alam, danl agar beliaul konsisten, tidakl meragukan wahyul Allah 

lSWT. Bertakwalah kepada l Allah SWTl tidak patuhl kepada kauml kafir 

danl munafik, sertal mengikuti secara l sungguh-sungguhl wahyu daril 

Allah lSWT. Kemudian Allah l SWT menurunkanl hukum yangl tegas 

tentangl anak angkatl yang sudahl dikenal dikalanganl Arab lJahiliyah, 

dengan sebutanl “al-ltabanni”.32 At-tabanil  sama denganl adopsi, danl 

anak yangl diadopsi diperlakukanl persis samal dengan anakl kandung.  

Pengangkatanl anak menurutl hukum Islaml hanya dapatl dilakukanl 

apabilal memenuhi kebutuhanl sebagail lberikut:33  

lPertama, Tidak memutuskanl hubunganl darahl dengan anakl diangkatl 

terhadapl orang tual kandungl danl keluarga, daril ketentuanl inil 

jelas melarangl untukl mengangkatl anak denganl maksudl 

menjadikanl anak kandungl dalaml segalal hal yangl akanl 

menghilangkanl atau memutuskanl hubunganl ataul kedudukan 

hakl orang tual kandungl danl dapat merombakl ketentuanl 

mengenail waris. 

lKedua, Anak angkatl tidakl berkedudukanl sebagai ahlil waris dari l 

orang tual angkat, melainkanl tetap sebagail ahli warisl dari 

orangl tua lkandungnya, demikian jugal orang tual angkat tidakl 

berkedudukan sebagail ahli warisl dari anakl angkatnya; 

                                                             
32 Ahmadl Kamil, danl M.Fauzan, 2010, Hukuml Perlindungan danl Pengangkatan Anakl di 

lIndonesia, PT RajaGrafindo lPersada, Jakarta, lhlm. 153. 
33 Habiburrahman, 2011, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, Prenada 

Media group, Jakarta, hlm. 157. 
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lKetiga, Anak angkat l tidakl berhakl menggunakan namal orangl tua l 

angkatnya kecualil sekedarl tandal pengenal/lalamat. 

lKeempat, Orang tua l angkatl tidakl bisa bertindakl sebagail Walil dalam 

Pernikahanl anakl langkatnya. 

Daril ketentuan dil atas dapatl diketahui bahwal pengangkatan anakl 

dalam hukuml Islam bersifatl memelihara l anak denganl tujuanl agarl anak  

tersebutl tidakl terlantar dalaml pertumbuhan danl perkembangannya. 

Pengasuhanl anak ditujukanl terhadap orangl tuanya anakl yang tidakl  

mampu ataul tidak dapatl menjamin terselenggaranya l hak-hakl anak baikl 

fisik, lspiritual, mental maupun l sosialnya. lMaka, pengasuhan tersebutl 

termasuk, pemeliharaan l anak, mendidikl anak, mencerdaskanl 

pikirannya danl mengarahkan bakatnya l untuk mempelajaril 

keterampilan, hingga l dewasa ataul mampu berdiril sendiri. 

B. Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Ketentuan Hukum Perdata, 

Hukum Adat, dan Hukum Islam 

1. Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Ketentuan Hukum Perdata 

Prosedur Pengangkatan Anak dalam Perundang-undangan di 

Indonesia terdiri dari : 

a. Prosedurl Pengangkatan Anak l dalam Staatsbladl 1927 Nomorl 129. 

Pengangkatanl anak yangl diatur dalaml Staatsblad 1927l Nomor 

129l yaitu pengangkatanl anak bagi l golongan Tionghoal dalam sisteml 

hukum dil Indonesia. Daril ketentuan dalaml staatsblad. 1927l No. 129l 

tampak bahwal peraturan itul menghendaki agarl setiap pengangkatanl 
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anak memenuhil persyaratan tertentul yang bersifatl memakasa 

(Compulsoryl), sehingga tidakl dipenuhinya persyaratanl dimaksud 

akanl mengakibatkan batalnyal pengangkatan litu. 

Ordonansil dalam Staatsbladl 1927 Nomorl 129 mengaturl tentang 

pengangkatanl anak padal Bab IIl yang berkepalal “Van adoptiel”. Bab 

IIl  ini terdiril dari 11l Pasal, yaitu l dari Pasall 5 sampail dengan Pasall 

15 sebagail berikut :  

1) Yangl dapat mengangkatl anak ladalah : suami, listri, janda, ataul 

duda (Pasall 5). 

2) Yangl dapat diangkatl anak, lialah : hanya orangl Tionghoa lakil-laki 

yangl tidak beristril dan tidakl beranak danl yang beluml diadopsi 

olehl orang lainl (Pasal 6l). 

3) Yangl diadopsi harusl sekurangkurangnya delapanl belas tahunl 

lebih mudal dari suamil dan sekurangl-kurangnya limal belas tahunl 

lebih mudal dari istril atau jandal yang mengadopsinya l (Pasal 7 l 

ayat (1l)). 

4) Adopsi l hanya dapatl dilakukan denganl Akta Notarisl (Pasal 10 l 

ayat (1l)). 

5) Anakl adopsi demil hukum harusl memakai namal keluarga orangl 

tua angkatnya l (Pasal 11 l). 

6) Adopsi l menyebabkan putusnya l hubungan hukuml antara orangl 

tua adopsil dengan orangl tua kandungnya l (Pasal 14l). 
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7) Adopsi l terhadap anakl perempuan danl adopsi denganl cara lainl 

selain daripadal Akta Notarisl adalah batall demi hukuml (Pasal 15l 

ayat (2l)). 

b. Prosedurl Pengangkatan Anakl dalam Suratl Edaran Mahkamahl 

Agung Nomorl 6 Tahunl 1983 tentangl Pengangkatan lAnak. 

Prosedurl untuk mendapatkanl mendapatkan pengesahanl 

pengangkatan anakl dari pengadilanl menurut Suratl Edaran 

Mahkamahl  Agung lNo.6 Tahunl 1983 tentangl Penyempurnaan Suratl 

Edaran Mahkamahl Agung lNo.2 Tahunl 1979 yangl menegaskan 

lprosedur :  

1) Dimulail dengan suatu l permohonan kepadal ketua pengadilanl 

yang berwenangl dan karenal itu termasukl prosedur yangl dalam 

hukuml acara perdatal dikenal sebagail yurisdiksi volunteerl 

(jurisdiction voluntarial). 

2) Petituml Permohonan harusl tunggal, yaitul minta pengesahanl 

pengangkatan lanak, tanpa permohonanl lain dalaml petitum 

lpermohonan: 

Atasl permohonan pengesahanl pengangkatan antarl Warga 

Negaral Indonesia (domesticl adoption) pengadilanl akan 

menerbitkanl pengesahan dalaml bentuk “Penetapanl”, sedangkan 

atasl permohonan pengesahanl pengangkatan anakl Warga Negara l 

Indonesia olehl Warga Negaral Asing ataul sebaliknya 

pengangkatanl anak Warga l Negara Asingl oleh Warga l Negara 
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Indonesial (inter-countryl adoption) pengadilanl akan menerbitkanl 

“Putusan” Pengesahanl Pengangkatan lAnak. 

c. Prosedurl Pengangkatan Anak l dalam Undangl-Undang Nomor l 23 

Tahunl 2002 tentangl Perlindungan lAnak. 

Pengaturanl mengenai Prosesl pengangkatan anakl di 

Indonesial diatur juga l diaturl dalam Pasal l 39, 40 dan Pasal l 41 

Undangl-undangl Nomorl 23 Tahunl 2002l tentangl Perlindungan lAnak, 

dalam pengaturanl Undang-Undangl tersebut dinyatakanl bahwa 

pengangkatanl anak tidakl  memutuskan hubungan l darah antaral anak 

angkatl dengan orangtua l kandungnya. Mengenail hak danl kewajiban 

secaral umum adalahl hak danl kewajiban yangl ada antaral anak danl 

orangtua baikl secara lagama, moral maupunl kesusilaan. 

d. Prosedurl Pengangkatan Anak l dalam Peraturanl Pemerintah Nomorl 

54 Tahunl 2007 tentangl Pelaksanaan Pengangkatanl Anak. 

Pengaturanl mengenai Prosedurl lebih lengkapnya l tentang 

permohonanl pengangkatan anakl berdasarkan Peraturanl Pemerintah 

Nomorl 54 Tahunl 2007 yaitul dijelaskan dalaml Pedoman 

Pelaksanaanl Pengangkatan Anak l terbitan Departemenl Sosial 

Republikl Indonesia, Direktoratl Jenderal Pelayanan l dan Rehabilitasil 

Sosial Direktoratl Bina Pelayananl Sosial Anak l sebagai lberikut :  

1) Permohonanl pengangkatan anakl diajukan kepadal Instansi Sosiall 

Kabupaten/Kotal dengan lmelampirkan: 
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a) Suratl penyerahan anakl dari orangl tua/walinyal kepada 

instansil sosial; 

b) Suratl penyerahan anakl dari Instansil Sosial 

Propinsil/Kab/Kotal kepada Organisasil Sosial (orsosl); 

c) Suratl penyerahan anakl dari orsosl kepada calonl orang tual 

angkat; 

d) Suratl keterangan persetujuanl pengangkatan anakl dari 

keluargal suami-istri l calon orangl tua langkat; 

e) Fotokopi l surat tandal lahir calonl orang tua l angkat; 

f) Fotokopi l surat nikahl calon orangl tua langkat; 

g) Suratl keterangan sehatl jasmani berdasarkanl keterangan daril 

Dokter lPemerintah; 

h) Suratl keterangan sehatl secara mentall berdasarkan keteranganl 

Dokter lPsikiater; 

i) Suratl keterangan penghasilanl dari tempatl calon orangl tua 

angkatl bekerja. 

2) Permohonanl izin pengangkatanl anak diajukanl pemohon kepadal 

Kepala Dinasl Sosial/Instansil Sosial Propinsil/Kab/Kota l dengan 

ketentuanl sebagai lberikut: 

a) Ditulisl tangan sendiril oleh pemohonl di atasl kertas 

bermeterail cukup; 

b) Ditandatanganil sendiri olehl pemohon (suamil-istri); 
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c) Mencantumkanl nama anakl dan asal l usul anakl yang akan l 

diangkat. 

3) Dalaml hal calonl anak angkatl tersebut sudahl berada dalaml 

asuhan keluargal calon orangl tua angkatl dan tidakl berada dalaml 

asuhan organisasil sosial, makal calon orangl tua angkatl harus 

dapatl membuktikan kelengkapanl suratsurat mengenail penyerahan 

anakl dan orangl tua/wali l keluarganya yangl sah kepadal calon 

orangl tua angkatl yang disahkanl oleh instansil sosial tingkatl 

Kabupaten/Kotal setempat, termasukl surat keteranganl kepolisian 

dalaml hal latarl belakang danl data anakl yang diragukan l (domisili 

anakl berasal). 

4) Prosesl Penelitian lKelayakan. 

5) Sidangl Tim Pertimbanganl Izin Pengangkatanl Anak (PIPAl) 

Daerah. 

6) Suratl Keputusan Kepalal Dinas Sosiall/Instansi Sosiall 

Propinsi/Kab l/Kota bahwal calonorang tual angkat dapatl diajukan 

kel Pengadilan Negeri l untuk mendapatkanl ketetapan sebagail 

orang tual angkat. 

7) Penetapanl Pengadilan. 

8) Penyerahanl Surat Penetapanl Pengadilan. 

Sebuahl langkah majul yang dilakukanl pemerintah dalaml 

menyikapi persoalanl mengenai pengangkatanl anak dil Indonesia yakni l 

dengan memberlakukanl Undang-Undangl perlindungan anakl Undang-
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Undangl No 23l Tahun 2002l disertai aturanl pelaksanaannya PPl No 54l 

Tahun 2007l tentang Pengangkatan l Anak. Ini l merupakan suatul usaha 

untukl menghapus pluralismel hukum dalaml hal pengangkatanl anak danl 

ini merupakanl perhatian pemerintahl dan masyarakatl yang cukupl besar 

karenal dipicu olehl beberapa lhal, antara lainl adanya desakanl hukum 

internasionall dalam rangkal perlindungan hakl asasi manusial dalam 

Konvensi l Hak-hakl Anak, disetujuil oleh Majelisl Umum Perserikatanl 

Bangsa-Bangsal pada tanggal l 20 Novemberl 1989, inil dibuktikan 

denganl konvensi internasionall dimana Indonesial telah ikutl 

meratifikasinya dalaml kepentingan terbaikl anak harusl menjadi 

pertimbanganl pertama jikal seorang anakl hendak ldiadopsi. Jika anak 

tidak dapat diasuh dengan layak di negara tempatnya lahir, adopsi di 

negara lain dapat dipertimbangkan.. Dan pemicul kedua adalahl adanya 

pemahamanl masyarakat betapal pentingnya kehadiranl anak dalaml 

sebuah lkeluarga. 

Pengangkatanl anak saatl ini tidakl lagi dibatasil pada anakl dari 

lingkungan l keluarga, tetapil juga anakl orang llain. Didasarkan Undangl- 

Undang Nomor l 23 tahun l 2002 Pasall 1angkal 9 Undangl-Undang 

tentangl Perlindungan Anak l mengatakan lBahwa : 

”Anak Angkatl adalah anakl yang haknyal dialihkan daril 

lingkungan kekuasaanl keluarga orangl tua, walil yang lsah, atau 

orangl lain yangl bertanggung jawab atasl perawatan, l pendidikan, 

dan membesarkanl anak ltersebut, ke dalaml lingkungan keluargal 
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orang tual angkatnya berdasarkanl putusan ataul penetapan 

lpengadilan.” 

Didasarkanl Pasal 39l ayat (1) lUndang-Undang Nomorl 23 tahunl 

2002 tentangl Perlindunganl Anakl bahwa pengangkatanl anakl hanya l 

dapat dilakukanl untukl kepentinganl yang terbaikl bagil anakl dan 

dilakukanl berdasarkanl adatl kebiasaan setempatl danl ketentuanl 

peraturan perundangl -undanganl yangl berlaku. Dalaml Pasall 1l angka (2l) 

Peraturanl Pemerintahl RI Nomorl 54l Tahunl 2007 tentangl Perlindunganl 

lAnak , disebutkan : 

“Pengangkatanl anak adalahl suatu perbuatanl hukum yangl 

mengalihkan seorangl anak daril lingkungan kekuasaanl orang 

ltua, wali yangl sah, ataul orang lainl yang bertanggung jawabl atas 

lperawatan, pendidikan, danl membesarkan anak l tersebut, 

kedalaml lingkungan keluargal orang tual angkatnya.” 

Didasarkanl atasl ketentuanl di atasl dapatl disimpulkanl bahwa 

pengangkatanl anakl yangl dilakukan melaluil Pengadilanl merupakanl 

salah satul bentukl perlindunganl terhadap kedudukanl hukuml anakl 

angkat. Setelahl adanyal putusanl atau penetapanl lPengadilan, makal 

status anakl  tersebutl samal dengan anakl lkandung, baikl dalam hall 

lperawatan, lpendidikan, maupun dalaml lkewarisan. Denganl kata lainl 

anakl angkatl mempunyai hak l yangl samal dengan anakl kandungl danl 

merupakan ahlil warisl yangl sah daril orangl tual angkatnya. Setiapl 

peristiwal yangl mempengaruhi kedudukanl hukuml lseseorang, hukum 
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mewajibkanl harusl selalul dicatat dalaml registerl yangl memang 

disediakanl untukl litu. Dalam hall inil termasukl peristiwa pengangkatan l 

lanak. Setelahl adanya putusan l lPengadilan, makal dalam aktal kelahiranl 

ditambahkanl keterangan bahwal terhadapl anakl tersebut telahl dilakukanl 

pengangkatanl anak dengan l menyebutkanl orangl tua angkatnya l yangl 

lbaru. Perbuatan Pengangkatanl anakl merupakanl perbuatan yangl 

menimbulkanl akibatl hukum baikl terhadapl orangl tua angkatnya l 

maupunl terhadapl anak langkatnya .Akibat l hukuml ini merupakanl daril 

suatul perbuatan hukuml dimanal timbull terhadap paral pihakl yangl 

bersangkutan danl harusl menerimal akibat hukuml baikl itul dirasakan 

menguntungkan l ataupunl lmerugikan. Akibat hukuml yangl terpentingl 

dari pengangkatanl anakl adalahl hal-hall yangl termasukl kekuasaan orangl 

ltua, hakl mewaris, hakl lpemeliharaan, danl juga soall lnama. 

Seorangl anakl angkatl menurut hukuml dianggapl sebagai l anak 

kandungl daril orangl tua langkatnya. Denganl demikianl anak angkatl 

tersebutl secaral otomatis mendapatkanl lhak-haknya l dan kewajibanl-

kewajibanl yangl tidak bedal layaknyal denganl seorang anakl kandungl 

daril  orang tual langkatnya. Saatl pengangkatan anakl adal banyakl hal 

yangl harusl diwaspadail oleh yangl lmengangkatnya. Hal l yang seringl 

muncull dalaml pengangkatan anakl menyepelekan prosedurl hukuml 

karenal  merepotkan, merekal berpikir dengan l uang danl kasih lsayang, 

anak angkatl akan hidupl terjamin, padahall prosedur yangl sah akanl 

mengamankan masal depan sil anak. Dil masyarakat kital lazim terjadil 
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pengangkatan anakl tanpa melaluil mekanisme penetapanl pengadilan. 

Denganl motif pengangkatanl anak sepertil yang disebutkanl di latas, 

orang tual angkat langsungl memelihara, lmerawat, dan mengambil l alih 

tanggungl jawab sebagail orang tual tanpa melaluil prosedur sebagaimanal 

diatur dalaml ketentuan lperundangan. Bahkan adal yang mendaftarkanl 

anak angkatnya l dalam Kartul Keluarga sebagail “anak” denganl nama 

ayahl dan ibul angkat tercantuml dalam koloml nama ayah l dan libu, dan 

selanjutnyal si anak l angkat dibuatkanl akta kelahiranl sebagai anakl 

kandung orangl tua langkatnya.  

Dengan l demikian telahl terjadi manipulasil data pendudukl yang 

tentul saja bertentanganl dengan Undangl-undang Nol 24 Tahunl 2013 

tentangl Perubahan Atasl Undang-Undangl Nomor 23 l Tahun 2006l 

tentang Administrasil Kependudukan, khususnya l Pasal  94 l yang 

menyebutkanl bahwa bagil siapa sajal yang melakukanl manipulasi 

elemenl data pendudukl diancam denganl pidana penjaral paling lamal 6 

(enaml) tahun danl atau dendal paling banyakl Rp. l75.000. l000,-. Banyak 

pihakl yang mungkin l berkontribusi dalaml terbitnya Kartul Keluarga danl 

Akta Kelahiranl dengan datal yang tidakl sesuai ltersebut. Berdasar 

ketentuanl yang lada, untuk penambahanl anggota keluargal akibat 

peristiwal kelahiran padal Kartu Keluarga l tentulah didasaril oleh Suratl 

Keterangan Lahir l yang dibuatl oleh pihakl penolong kelahiranl baik 

medisl maupun non l medis.    Dalaml hal inil diharapkan penerbitl Surat 

Keterangan l Lahir mencantuml-kan datal yang sebenarl-benarnya, 
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khususnya l nama orangl tua kandungl si lanak. Jangan sampail tercantum 

namal orang tual angkat sebagail orang tual biologis sil ank. Untukl 

penerbitan Aktal Kelahiran lanak, saat inil telah dilakukanl 

penyederhanaan prosedurl melalui Permendagril Nomor 9l Tahun l2016, 

dimana pemohonl tidak perlul melampirkan pengantarl RT danl Surat 

Keterangan l Lahir daril Lurah dalaml pengurusan aktal kelahiran. Bahkanl 

Permendagri tersebutl juga mengaturl apabila persyaratanl surat 

Keterangan l Lahir daril penolong kelahiranl tidak lada, maka pemohonl 

dapat mengisil Surat Pernyataan l Tanggung Jawabl Mutlak (SPTJMl) 

Data kelahiranl yang diisi l dan ditandatanganil oleh orangl 

tua/walil/penanggung jawabl anak denganl diketahui olehl 2 (dua l) orang 

lsaksi. Data pokokl yang termuatl dalam SPTJMl antara llain : nama danl 

NIK, tempatl dan tanggal l lahir lanak, urutan kelahiranl anak, danl nama 

ibul kandung. Kebenaranl data dalaml SPTJM sepenuhnyal menjadi 

tanggungl jawab pembuatl pernyataan. Namunl kemudahan denganl 

adanya SPTJMl tersebut  terkadangl disalahgunakan olehl oknum denganl 

mengisi datal yang tidakl benar, khususnya l pada koloml nama ibul 

kandung. Hall seperti  inilahl yang memungkinkanl terjadi manipulasil 

data sehinggal adopsi  ilegalpunl terlaksana.  

2. Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Ketentuan Hukum Adat 

Pengangkatanl anak menurutl hukum Adat l di daerahl Jawa Tengahl 

umumnya dilakukanl secara adatl yang sisteml kekeluargaannya parentall 

atau bilaterall yakni masyarakatl hukum yangl tidak mengenall clan. Clanl 
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ialah seseorangl yang menghubungkan l dirinya keatasl melalui satul garis 

penghubungl saja yaitul penghubung secaral patrilineal (garisl 

penghubung lakil-laki ataul hanya penarikl garis penghubungl melalui 

garisl penghubung wanital). Pada masyarakatl parental ataul bilateral 

seseorangl menghubungkan dirinyal keatas denganl ayah dan l ibu, kakekl 

dan nenekl dan lseterusnya, keatas sampai l kepada sepasangl suami istril 

yang dianggapl sebagai orangl-orang yangl diakui sebagail orang-orangl 

yang menurunkanl mereka. Disamping pengangkatanl anak dilakukanl 

secara ladat, orang tual angkat juga l dapat melanjutkanl prosesnya dengan l 

memohonkan penetapanl pengangkatan anakl di Pengadilanl Negeri 

maupunl Pengadilan Agamal bagi yangl beragama lIslam. Proses 

permohonanl penetapan pengangkatanl anak dil Pengadilan tersebutl 

bertujuan untuk menjamin kedudukan anak angkat dalam kesjahteraan 

hidupnya. Dalam praktiknya pengangkatan anak dikalangan masyarakat 

Jawa Tengah mempunyai berbagai macam tujuan atau motivasi, untuk 

menghindari praktik pengangkatan anak dengan motivasi konversional, 

perdagangan atau sekedar untuk pancingan dan lain sebagainya yang 

dianggap  bertentangan dengan tujuan dari pengangkatan anak maka 

proses pengangkatan anak harus melalui proses yang legal yaitu dengan 

penetapan pengadilan, dengan begitu hak yang dimiliki oleh anak 

adopsi dan orang tua angkat sama-sama terjamin. Selain itu 

pengangkatan anak juga harus memperhatikan budaya dan akidah 
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masyarakat Indonesia yaitu tidak memutuskan hubungan nasab antara 

anak yang akan diangkat dengan orang tual kandungnya.  

Prosesl pengangkatan anakl berdasarkan hukuml adat Jawal pada 

umumnya l yang dilakukanl adalah adanya l persetujuan kedual belah 

pihakl antara orangl tua kandungl dengan orangl tua yangl mengangkat 

lanak, dengan adanya l persetujuan itul mereka pergil ke balail desa untukl 

memeberitahukan maksudl mereka, kepalal desa membuatl surat 

pernyataanl penyerahan anakl yang ditandatanganil oleh kedual belah 

lpihak. Surat pernyataanl itu turutl ditandatangani olehl para saksil dan 

diketahuil oleh kepalal desa danl camat, dihadapanl kepala desal dan 

stafnyal terjadi serahl terima anakl dari orangl tua kandungl kepada orangl 

tua langkat, setelah serahl terima diadakanl selamatan mengundangl 

tetangga-tetangga l terdekat daril orang tual angkat dengan l dibacakan doal 

selamatan terlebihl dahulu atasl pengangkatan anakl tersebut. Syaratl-

syarat berupal pemberian tidakl ada padal pengangkatan anakl di lJawa, 

hanya sajal didaerah tertentul ada ketentuanl tambahan yaitul orang tual 

angkat haruslahl cukup mampul untuk menghidupi l anak angkatl tersebut 

supaya l tidak lditerlantarkan,  ditambah lagi l bila yangl mengangkat anakl 

adalah suamil istri makal harus adal persetujuan daril suami istril untuk 

mengangkatl anak bersamal-sama. 

 Pengangkatanl anak menurutl hukum Adat l Indonesia, lebihl 

banyak didasarkanl pada pertalianl darah danl tata caral menurut hukuml 

adat danl kebiasaan masyarakatl setempat, misalnya l di lJawa. 
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Masyarakat biasanyal lebih sukal mengangkat anakl dari kalangan l 

keluarga lsendiri. Pengangkatan anakl menurut hukuml adat supaya l 

dianggap sah l harus dilaksanakanl dengan upacaral-upacara tertentul dan 

denganl dihadiri kepalal desa setempatl serta disaksikanl oleh masyarakatl 

setempat sehingga l statusnya menjadil jelas danl terang bagi l anggota 

lkeluarga.  

Prosedur pengangkatan anakl menurut hukuml Adat yangl ada dil 

Indonesia dibagil dalam dual macam yangl dapat berakibatl kepada statusl 

dan kedudukanl anak angkatl itu lsendiri, baik terhadapl status danl 

kedudukannya di l dalam keluargal orang tual kandungnya maupunl di 

dalaml keluarga dalaml keluarga orangl tua langkatnya. Menurut lI.G. lN. 

Sugangga, daril dua macaml pengangkatan anakl tersebut, lyaitu: 34 

1) Pengangkatanl secara terangl dan ltunai, artinya pengangkatanl anak 

yangl dilakukan secaral terbuka dihadiril oleh segenapl keluarga, 

pemukal-pemuka adatl / pejabat adatl (pengertian terangl) dan seketikal 

itu jugal diberikan pembayaran l uang adatl (pengertian tunail). 

2) Pengangkatanl secara tidakl terang danl tidak ltunai, artinya 

pengangkatanl anak yangl dilakukan secaral diam-ldiam, tanpa 

mengundangl keluarga seluruhnya l biasanya hanya l keluarga tertentul 

saja, tidakl dihadiri olehl pemuka / pejabatl adat ataul desa, danl tidak 

denganl pembayaran uangl adat. Ini l biasanya bermotifl hanya atasl 

dasar perikemanusiaanl ingin mengambill anak tersebutl untuk 

                                                             
34 I.G.N. Sugangga, Op. cit., hlm. 35-36. 
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lmemelihara, dan pula l meringankan bebanl tanggungan daril orangtua 

aslil anak ltersebut. 

Perbedaanl antara pengangkatanl anak secaral terang danl tunai 

denganl pengangkatan anakl secara tidakl terang danl tidak tunail terletak 

padal akibat lhukumnya. Pada pengangkatanl anak secaral terang danl 

tunai, anakl angkat tersebutl putus hubungan l dengan orangl tua 

lkandungnya, masuk menjadi l keluarga orangl tua angkatnya l serta 

berhakl mewaris daril orang tua l angkatnya, danl tidak berhakl mewaris 

daril orang tua l kandungnya. Sebaliknya l pengangkatan anakl secara tidakl 

terang danl tidak ltunai, anak angkatl tersebut bertempatl tinggal sertal 

dipelihara olehl orang tua l angkatnya tetapil tidak putusl hubungan 

denganl orang tual kandungnya. Dengan l demikian anakl angkat tersebutl 

masih tetapl mewaris daril orang tual kandungnya. 

Sementaral itu mengenail prosedur pengangkatanl anak dil daerah 

lJawa, Bushar Muhammadl menyatakan lbahwa: 35 

“Hukuml adat lJawa, perbuatan pengangkatan l anak tidakl 

dilakukan melalui l suatu upacaral tertentu yangl tidak ldiharuskan. 

Selamatan diadakanl setelah adanyal persetujuan antaral orangtua 

kandungl dengan calonl orangtua langkat, atau setelahl orangtua angkatl 

menerima anaknyal dari pantil asuhan ataul rumah sakitl yang dimintail 

bantuannya. Selamatannyal biasa diundangl keluarga danl tetangga 

                                                             
35 Muhammad Bushar, 1982, Pokok - Pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 

34. 
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dekatl dari orangtual angkat denganl atau tanpal dihadiri olehl Kepala 

lDesa.”  

Daril pendapatl yangl dikemukakan diatas l dapatl terlihatl bahwa 

pengangkatanl anakl yangl terjadi dil daerahl Jawal khususnya Jawal 

Tengahl dilakukanl secara tidakl terangl danl tidak ltunai. Dimana l tidakl 

diperlukan suatul acaral tertentul di dalaml prosesl pengangkatanl anak, 

karenal umumnyal anakl angkat diambill daril kalanganl keluarga ldekat. 

Pengangkatanl anakl secaral tidak terangl danl tidakl tunai inil hanyal 

memasukkanl anak kel dalaml kehidupanl rumah tanggal lsaja, sehingga l 

anak angkatl tersebutl kinil menjadi anggotal keluargal rumahl tangga 

orangl tua langkatnya. Akanl tetapil hal inil tidakl memutuskanl pertalian 

hubunganl keluargal antaral anak tersebutl denganl orangl tua kandungnya l 

sendiri. Jadil anakl angkatl di daerahl Jawal Tengahl pada umumnya l tidakl 

mempunyail kedudukan sebagail anakl kandungl serta tidakl diambill 

untukl meneruskan keturunanl orang tual langkatnya. Melainkanl diambil 

hanyal bertujuanl atasl dasar perikemanusiaanl memeliharal anakl untuk 

kepentinganl anakl angkatl itu sendiril danl meringankanl beban 

tanggungan l daril orangl tua kandungl  anak ltersebut. Dengan demikianl 

anak angkatl masih tetapl mewarisi hartal dari orangl tua lkandungnya. 

Disamping itul juga berhakl mewaris daril orang tual angkatnya, akanl 

tetapi hanya l sebatas padal harta gonol gini lsaja. Sedangkan hartal pusaka 

semual diwarisi olehl anak lkandung. 
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3. Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Ketentuan Hukum Islam 

Menurutl ulama fiqih, Mahmudl Syaltout, “ anak angkat adalah 

anak orang lain yang diperlakukan dalam kecintaan, pemberian nafkah, 

pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan 

diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.”36 Dengan katal lain anakl 

angkat tidakl dapat dipersamakanl secara hukuml sebagaimana anakl 

kandungnya lsendiri. Sementara itul pengertian anakl angkat jugal 

terdapat dil dalam Pasall 171 hurufl h KHIl yang menyatakanl bahwa, 

anakl angkat adalahl anak yangl dalam hall pemeliharaan untukl hidupnya 

seharil-hari, biaya l pendidikan danl sebagainya beralihl tanggung 

jawabnya l dari orangtua l asal kepadal orangtua angkatnya l berdasarkan 

putusanl pengadilan. Dil dalam pasall tersebut jelasl terlihat bahwal 

pengangkatan anakl menurut KHIl mengatur hanyal sebatas beralihnya l 

tanggung jawab l dari orangtual asal kepadal orangtua angkatnya l dalam 

hall pemeliharaan  untukl kehidupan seharil-hari, biaya l pendidikan, danl 

sebagainya tanpal menjadikan anakl tersebut sebagail anak kandungl dari 

orangl tua  langkatnya. Pengangkatan Anak l bagi Umatl Islam, 

Kewenanganl   

Pengadilanl Agama danl Mahkamah Syarl’iyah secaral yuridis 

formal, kewenangan mengadili kompetensi Pengadilan Agama dan 

Mahkamah Syar’iyah mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah. 

                                                             
36 M. Fahmil Al lAmruzi, op. lcit., hal. l83. 
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Pasal 49 dan Penjelasannya, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 

yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang 

mengatur kewenangan Pengadilan Agama l dan Mahkamahl Syar’liyah, 

tidak mengatur secara eksplisit dan l tegas bahwa pengangkatan anak 

merupakan kewenangan bagi Pengadilan Agama dan Mahkamah 

Syar’iyah. Akan tetapi, ada beberapa dasar l pemikiran yangl melandasi 

bahwal Pengadilan Agamal atau Mahkamahl Syar’iyah l berkopenten 

secara absolutl tentang pengangkatanl anak bagil orang-orangl yang 

beragamal Islam. Beberapa dasar pemikiran tersebut seperti di bawah 

ini: 

1) Pengadilan Agamal diberi wewenangl untuk menyelesaikanl 

masalah-masalah hukum keluarga bagi mereka yang beragama 

Islam, sedangkan masalah pengangkatan anak merupakan bagian 

dari hukum keluarga. 

2) Masalah keluargal dan pengangkatanl anak eratl kaitannya dengan l 

masalah keimanan orang Islam. Karenanya, lembaga yang 

menangani masalah pengangkatan anak haruslah diselesaikan 

melalui hukum Islam, dan lembaga yang menjalankan ajaran Islam 

di Indonesia adalah Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah. 

3) Oleh karena Undang-Undang Nasional tentang pengangkatan anak 

belum ada, maka untuk mengisi kekosongan hukum, hakim harus 

memperhatikan hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat. 
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Artinya bahwa bagi golongan penduduk yang beragama Islam 

diberlakukan hukum Islam, begitu pula bagi yang beragama lain 

diberlakukan hukum mereka.  

4) Ketentuan mengenai l pemeliharaan danl pendidikan anakl yang 

tercantuml dalam Pasall 49 Ayat l (2) Butir l 12 Undangl-undang 

Nomorl 7 tahunl 1989, pengertiannya l dapat diperluasl tidak hanya l 

terhadap anakl kandung, tetapil menjangkau pulal anak orangl lain, 

sehinggal tanggung jawab l dari orangl tua asalnya l dapat beralihl 

kepada orangl tua lainl melalui pengangkatanl anak.  

Daril uraian dil atas dapatl ditegaskan bahwal perkara permohonanl 

pengangkatan anakl atau adopsil bagi umatl Islam diajukanl ke 

Pengadilanl Agama ataul Mahkamah Syarl’iyah, karenal berdasarkan 

Pasall 2 dan l Penjelasan Pasall 49 Ayat l (2) Butir l 12, Pengadilanl Agama 

danl Mahkamah Syar l’iyah berwenangl secara absolutl memeriksa danl 

mengadili perkaral permohonan pengangkatanl anak ataul adopsi bagil 

orang-orangl yang beragamal Islam, danl diselesaikan menurutl ketentuan 

hukuml Islam. Denganl disahkannya Undangl-Undang Nomor l 3 Tahunl 

2006 tentangl Perubahan atasl Undang-Undangl Nomor 7l Tahun 1989l 

tentang Peradilanl Agama mengakibatkanl Pengadilan Agamal secara 

yuridisl formal memilikil tugas danl wewenang untukl memeriksa, 

lmemutus, dan  menyelesaikanl perkara dil tingkat pertamal antara orangl-

orang yangl beragama lIslam, salah satunya l adalah dalaml hal penetapanl 

pengangkatan anakl berdasarkan hukuml Islam. Terdapatl pada 
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Pengadilanl Agama bahwa l ada syaratl prosedur permohonanl 

pengangkatan anakl yang harusl dilengkapi lyakni : 

4) Foto copy surat nikah Pemohon (suami + istri) dan orang tua anak 

yang mau diangkat yang dimateraikan Rp 10.000,- (NAZEGELEN) 

dan distempel Kantor Pos Besar. 

5) Foto copy KTP Pemohon dan orang tua anak yang dimateraikan Rp 

10.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar. 

6) Foto copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan orang tua anak yang 

dimateraikan Rp 10.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos 

Besar. 

7) Foto copy akta kelahiran anak yang mau diangkat atau surat 

keterangan kelahiran dari Bidan, yang dimateraikan Rp 10.000,- 

(NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar. 

8) Surat keterangan kelakuan baik dari Kepolisian. 

9) Surat keterangan kesehatan dari Dokter. 

10) Surat keterangan penghasilan disahkan oleh Kelurahan. 

11) Surat rekomendasi dari Dinas Sosial. 

12) Membayar panajar biaya perkara 

Permohonan pengangkatan l anak olehl warga negaral Indonesia 

(WNIl) yang beragama l Islam terhadapl anak WNIl yang beragama l Islam 

merupakanl kewenangan Pengadilanl Agama. 

 Prosedurl permohonanl danl pemeriksaannya, harusl dipedomanil 

hall-hal sebagai l lberikut : 
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a. Permohonanl pengangkatanl anakl oleh WNIl yangl beragamal Islam 

terhadapl anakl WNIl yang beragamal Islaml diajukanl kepada 

Pengadilanl Agamal dalaml daerah hukuml dimana anakl tersebut 

bertempatl tinggal (beradal). 

b. Permohonanl pengangkatan anakl yang diajukanl WNI yangl 

beragama Islaml terhadap anakl WNI yangl beragama Islaml 

bersifat lvoluntair. 

c. Prosedurl pemeriksaan permohonanl pengangkatan anakl harus 

berpedomanl kepada Suratl Edaran Mahkamahl Agung RIl No. 2l 

Tahun l1979, Nomor 6l Tahun 1983l dan Nomorl 3 Tahunl 2005. 

d. Permohonanl pengangkatan anakl yang dilakukanl oleh WNIl yang 

beragamal Islam terhadapl anak WNIl yang beragamal Islam dapatl 

dikabulkan apabilal terbukti memenuhil syarat-syaratl yang diaturl 

dalam Pasall 39 UUl No. 23l Tahun 2002l tentang Perlindungan l 

Anak, Pasall 5 ayat l (2) UUl No. 12l Tahun 2006l tentang 

Kewarganegaraanl Republik lIndonesia, Surat Edaranl MARI lNo. 

2 Tahunl 1979, Nomorl 6 Tahunl 1983 danl Nomor 3l Tahun l2005. 

e. Amar l penetapan pengangkatanl anak WNIl yang beragamal Islam 

olehl WNI yangl beragama Islaml berbunyi : 

“Menyatakanl sah pengangkatan l anak yangl dilakukan olehl 

Pemohon lbernama ....... bin/lbinti, alamat ......., terhadapl anak 

lakilakil/perempuan, lbernama, .......... bin/lbinti ......, umur, 

......... 
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f. Salinanl penetapan pengangkatanl anak WNIl yang beragamal 

Islam dikiriml kepada Departemenl Sosial, Departemenl 

Kehakiman lcq. Dirjen lImigrasi, Departemen Luarl Negeri, 

Departemenl Kesehatan, lKejaksaan, Kepolisian danl Panitera 

Mahkamahl Agung lRI. 

Dalaml pandangan hukuml Islam adal beberapa hall yang perlul 

diperhatikan dalaml penetapan anakl angkat ltersebut. 

lPertama, dalam pandangan l hukum Islaml anak angkatl tidak dapatl 

menggunakan nama l ayah langkatnya, seperti dijelaskan l dalam 

Surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5. Ayat ini menerangkan bahwa 

Allah memerintahkan agar kaum Muslimin menasabkan 

seorang anak hanya kepada bapak dan ibunya, karena anak itu 

berasal dari tulang sulbi bapaknya, kemudian dikandung dan 

dilahirkan oleh ibunya. Menasabkan anak kepada orang tuanya 

adalah hukum Allah yang wajib ditaati oleh seluruh kaum 

Muslimin. Sebaliknya menasabkan anak kepada orang lain 

yang bukan orang tuanya bukanlah hukum Allah, tetapi adalah 

hukum yang dibuat-buat oleh manusia sendiri, sehingga 

hukumnya haram. Ayat ini menerangkan bahwa jika seorang 

anak tidak diketahui ayahnya, dan ia dipelihara oleh seorang 

muslim yang lain, maka hubungan pemeliharaan dengan anak 

itu adalah hubungan saudara seagama atau hubungan tuan 

dengan maulanya (hamba yang telah dimerdekakan). Oleh 
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karena itu, dia harus memanggil anak itu dengan sebutan 

"saudara" atau "maula". Orang lain pun diharapkan untuk 

menyebutnya demikian, umpamanya "Salim maula Huzaifah", 

karena Salim ini sebelum datangnya agama Islam adalah budak 

Huzaifah yang tidak dikenal bapaknya. 

lKedua, antara ayahl angkat dengan l anak langkat, ibu angkatl dan saudaral 

angkatl tidak mempunyail hubungan ldarah. Mereka dapatl 

tinggal lserumah, tetapi harusl menjaga ketentuanl mahram, 

dalaml hukum lIslam, antara lainl tidak dibolehkanl melihat 

laurat, berkhalwat, ayahl atau saudaral angkat tidakl menjadi walil 

perkawinan untukl anak angkatl perempuan, danl lain-llain. 

lKetiga, dil antaral mereka tidakl salingl lmewarisi. Dalam hukuml lIslam, 

pengangkatan anakl tidak membawal akibat hukuml dalam hall 

hubungan ldarah, hubungan lwali-mewali danl hubungan warisl 

mewaris denganl orang tual angkat. Ial tetap menjadil ahli warisl 

dari orangl tua kandungnyal dan anakl tersebut tetapl memakai 

namal dari ayahl kandungnya. 

Dari yang sudah diuraikan dapat disimpulkan bahwa dalam 

prosedur pengangkatanl anak dilaksanakanl di Pengadilanl Agama 

maupunl Mahkamah Syar l’iyah. Di l antara pengangkatanl anak melaluil 

lembaga Pengadilanl adalah untukl memperoleh kepastianl hukum, 

keadilanl hukum, legalitasl hukum, dokumenl hukum. Dokumenl hukum 
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telahl terjadinya  pengangkatanl secara legall sangat pentingl dalam 

hukuml keluarga, karenal dari akibatl hukum pengangkatanl anak akanl 

berdampak jauhl kedapan sampail beberapa generasil keturunan yangl 

menyangkut hukum l kewarisan, tanggungl jawab hukuml dan lainl-lain. 

Didalaml Materi Hukuml Konvensi Hak l Anak dalaml Perspektif Islaml 

Perlunya dokumenl yang menguraikanl hak anakl itu disadaril bersama 

olehl negara-negara l yang meratifikasi l termasuk lIndonesia, bahwa 

meskipunl banyak negara l yang telahl memiliki peraturanl perundang-

undanganl tentang kesejahteraanl anak danl hak lanak, pada kenyataannya l 

banyak bangsal yang tidakl menetapkan suatul standart minimuml 

mengenai permasalahanl ini. Banyak l anak menderital karena 

lkemiskinan, tidak memilikil tempat untukl bernaung, suatu l tindak 

lkekerasan, ditelantarkan danl penyakit yangl seharusnya dicegah l sering 

lterabaikan. Demikian lpula, perlakuan yangl tidak adill untuk 

memperolehl pendidikan, sisteml peradilan yangl mengabaikan 

kebutuhanl khusus bagi l anak masihl sering kital jumpai. Masalahl ini 

terjadil di negara l maju maupunl negara berkembangl saat lini. Dengan 

ldemikian, yang dimaksud l Konvensi Hak l Anak adalahl sebuah dokumenl 

perjanjian antaral negara-negaral atau perjanjianl internasional yangl 

berisi uraianl secara rincil hak dasarl setiap seseorangl yang berusial di 

bawahl 18 tahunl atau lebihl dari litu, bila undangl-undang bagi l yang 

bersangkutanl menentukan ldemikian. 
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C. Persamaan dan Perbedaan dalam Pengangkatan Anak Menurut 

Ketentuan Hukum Perdata, Hukum Adat, dan Hukum Islam 

Menurut pendapat Mahmudl Syaltut yangl mengemukakan bahwal 

setidaknya adal dua pengertianl “pengangkatan anak” :37  

lPertama, mengambil anakl orang lainl untuk diasuhl dan dididikl dengan 

penuhl perhatian danl kasih lsayang, tanpa diberikanl status anakl 

kandung lkepadanya. Cuma ial diperlakukan olehl orang tual 

angkatnya sebagail anak kandungl sendiri danl memutus hubunganl 

dengan orangl tua lkandung. 

lKedua, mengambil anakl orang lain l sebagai anakl sendiri danl ia diberil 

status sebagail anak lkandung, sehingga ial berhak memakail nama 

keturunanl (nasab) orangl tua angkatnya l dan salingl mewarisi hartal 

peninggalan, sertal hak-hakl lain sebagail akibat hukuml antara 

anakl angkat danl orang tual angkatnya litu. 

Jikal diperhatikan daril pengertian-pengertianl yang tertuangl dalam 

hukuml Positif tersebutl suatu prinsipl persamaan danl perbedaan. 

Persamaanl  dari dual jenis pengertianl tersebut adalahl dari aspekl 

perlindungan danl kepentingan anakl serta pengalihanl tanggung ljawab, 

seperti lpemeliharaan, pengasuhan, kasih l sayang, lpendidikan, masa depanl 

dan kesejahteraanl anak. Titikl perbedaannya terletakl pada penentuanl nasab 

denganl segala akibatl hukumnya. Anakl angkat yangl tidak dinasabkanl 

                                                             
 37 http://whiteacademic.blogspot.co.id /2015/03/ pengertian – anak – angkat - menurut 

hukum.html diakses tanggal 28 Maret 2022. 

http://whiteacademic/
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kepada orangl tua angkatnyal tidak berhakl waris lmewarisi, menjadi walil 

dan lainl sebagainya. Sedangl anak angkatl yang dinasabkanl dengan orangl 

tua angkatnya l berhak salingl mewarisi, menjadil wali, danl hak-hakl lain 

yangl dipersamakan denganl anak lkandung. Pengertian kedual ini sejalanl 

dengan masyarakatl adat yangl menganut sisteml patrilinial meyakini l 

pengangkatan anakl orang lainl kedalam lingkungan l keluarga lsendiri, 

sehingga akibatl dari pengangkatanl tersebut anakl angkat mepunyail hak 

yangl sama denganl anak kandungl sendiri. baikl yang berhubungan l dengan 

perwalianl maupun dalaml pewarisan. 

Masingl-masing sisteml hukum yangl berlaku dil Indonesia 

mempunyail sikap sendiril-sendiri terhadapl pengangkatan lanak, meskipun 

tidakl mengabaikan jugal persamaanya. Hall ini baikl mengenai leksistensi, 

bentuk maupunl isi daril lembaga pengangkatanl anak, terdapatl peraturan 

yangl tidak samal untuk seluruhl golongan lpenduduk.  

Adapun Perbandingan pengangkatan anak antara hukum Perdata 

dalam hal ini terdapat dalam Staatsbland 1927 Nomor l129, hukum lAdat, 

Perundang-lundangan, dan berdasarkan hukum Islam l dirangkum dalam 

tabell berikut : 
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Unsur 

Perbandinganl 

Staatsblad 

1917l No. 

129l 

Hukum 

Adatl 

Perundang-

undanganl 

Hukum 

Islaml 

Calon orangl 

tua angkatl 

laki-lakil 

Tionghoa 

berstatusl 

kawin, lduda, 

janda, cerail 

mati danl 

belum kawin 

Variatif 

antaral laki-

lakil/ 

perempuan 

lkawin, 

pernah/beluml 

kawin 

 

Laki-lakil/ 

perempuan 

lkawin, 

pernah/beluml 

kawin 

 

Laki-lakil/ 

perempuan 

lkawin, 

pernah 

kawinl/belum 

kawinl 

 

Calon anakl 

angkat 

Laki-lakil/ 

Perempuan 

Tionghoal 

 

Laki-lakil/ 

Perempuan 

Laki-lakil/ 

Perempuan 

Laki-lakil/ 

Perempuan 

Tujuanl Meneruskan 

keturunanl 

(tujuan 

lainnya l) 

Variatifl Kepentingan 

terbaikl bagi 

anakl 

Kepentingan 

terbaikl bagi 

anakl 

Hubungan 

denganl orang 

tual angkat danl 

orangl tua 

kandungl 

Berubah 

statusl 

menjadi 

anakl 

kandung 

orangl tua 

angkatl dan 

putusl segala 

hubunganl 

keperdataan 

berdasarkanl 

keturunan 

karenal 

kelahiran 

Variatifl 

 

Tetap 

berstatusl 

anak kandungl 

dari orangl tua 

lkandungnya, 

tidak 

memutuskanl 

hubungan 

darahl 

 

Tetap 

bersetatusl 

anak 

kandungl dari 

orangl tua 

lkandungnya, 

tidak 

memutuskanl 

hubungan 

darahl atau 

nasabl 



116 
 

 

Agamal Terbatas 

padal 

golongan 

Tionghoal 

Tanpa 

memandangl 

agama 

 

Harus 

seagamal 

 

Harus 

sesamal 

agama islaml 

 

Kewarisanl 

Saling 

mewarisil 

dengan 

orangl tua 

langkat, 

putus 

denganl 

orang tual 

kandung 

Variatifl Belum tegasl 

mengatur, 

dapatl 

dikaitkan 

denganl 

ketentuan 

tidakl 

memutuskan 

hubunganl 

darah 

Tidak salingl 

mewarisi 

denganl 

orang tual 

angkat, 

dapatl wasiat 

wajibahl dan 

tetapl saling 

mewarisil 

dengan 

orangl tua 

kandungl 

 

Wali Nikahl 

Ayah 

angkatl 

berstatus 

ayahl 

kandung 

Variatifl Tetap ayah l 

kandung ataul 

wali nasabl 

Tetap ayah l 

kandung 

ataul wali 

nasabl 

Hukubungan 

Mahraml 

Berlaku 

laranganl 

perkawina 

denganl 

orang atual 

angkatnya, 

selainl 

dengan 

kerabat asall 

Variatifl 

 

Belum tegasl 

mengatur, 

dapatl di 

kaitkanl 

dengan tidakl 

memutuskan 

hubunganl 

darah 

 

Orang tual 

angkat 

bukanl 

mahram 

anakl angkat, 

tetapl 

hubungan 

mahraml 

dengan 

keluargal asal 

Tata Caral 

Akta 

Notarisl 

Secara ladat, 

ke 

pengadilanl 

apabila adal 

urgensi 

Penetapan 

Pengadilanl 

Penetapan 

pengadilanl 

Pengadilan 

yangl 

berwenang 

 

Pengadilan 

Negeril 

 

Pengadilan 

Negeril 

Pengadilan 

Agamal dan 

Pengadilanl 

Negeri 

Pengadilan 

Agamal 

Sumber : Mustofa lSy, 2008, Pengangkatanl Anak Kewenanganl Pengadilan lAgama, Kencana Prenadal Media 

lGroup, Jakarta, hlm. 45. 
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1. Persamaan dalam Pengangkatan Anak Menurut Ketentuan 

Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam 

Berikut beberapa persamaan dalam pengangkatan anak : 

1) Menurut hukum Perdata, hukum Adat maupun hukum Islam dalam 

pengangkatan anak bahwa seperti definisi didalam Pasal 1 l angka 2l 

Peraturan Pemerintahl Nomor 54l Tahun 2007l tentang Pelaksanaanl 

Pengangkatan Anak l menyatakan lbahwa: 

“Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang 

mengalihkan, seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, 

wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas 

perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam 

lingkungan keluarga orang tua angkat.” 

Selain itu dari berbagail definisi yangl diberikan olehl para lahli, 

ada dual corak pengertianl anak angkatl sebagaimana disampaikanl 

oleh Mahmudl Syaltut dalaml Jauhari adal dua pengertianl anak 

langkat, yaitu:38 

“lPertama, mengambil anakl orang lainl untuk diasuhl dan dididikl 

dengan penuhl perhatian danl kasih lsayang, tanpa diberikanl status 

anakl kandung kepadanya l sesuai denganl Qur’an Surah Al-

Ma’idah Ayat 3 “ Dan tolong menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong 

dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah  kamu 

                                                             
38 Imanl Jauhari, l2003, Hak-hakl Anak dalaml Hukum lIslam, Pustaka lBangsa, Jakarta, lhlm. 

8. 
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kepadal Allah, Sesunggunya Allahl amat beratl siksa-Nya.” Ayatl 

tersebut berisi hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan tata 

cara pelaksanaan ibadah haji. Selanjutnya ayat itu menjelaskan 

mewajibkan orang-orang mukmin tolong-menolong sesama 

mereka dalam berbuat kebaikan dan bertakwa, untuk kepentingan 

dan kebahagiaan mereka. Dilarang tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan pelanggaran serta memerintahkan supaya tetap 

bertakwa kepada Allah agar terhindar dari siksaan-Nya yang 

sangat berat. 

Kedua, mengambill anak orangl lain sebagail anak sendiril dan dial 

diberi statusl sebagai anakl kandung sehingga l hak danl 

kewajibannya samal seperti anakl kandung danl dinasabkan kepadal 

orang tual angkatnya. Adopsi l yang sepertil ini yangl dilarang oleh l 

hukum islaml karena mengubahl nasabnya kepadal ayah angkatnya l 

dan itul bertentangan denganl Qur’anl Surah Al l-Ahzab: 4 l -5. Padal 

ayat lini, Allah menerangkanl bahwa untukl menyeru manusial 

mengikuti jalanl Allah, mengikutil hukum-hukuml-Nya danl 

berserah diril hanya kepadal Allah. 

Kemudianl dalam ayatl ini, Allahl mencela satul lagi kebiasaanl 

orang-orangl Arab dil masa lJahiliah, karena hall itu termasukl 

mengada-adakanl sesuatu yangl tidak benarl dan tidakl mempunyai 

dasarl yang lkuat, yaitu mengangkat l anak (adopsil). Apabila 

seseorangl mengangkat anakl orang lainl menjadi anaknya l pada 
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masal Jahiliah, makal berlakulah bagil anak itul hukum-hukum l 

yang berlakul atas anakl kandungnya lsendiri, seperti terjadinya l 

hubungan warisl-mewarisi, hubunganl mahram, danl sebagainya. 

Kebiasaanl bangsa Arab l Jahiliah inil pernah dilakukanl Nabi 

Muhammadl sebelum turunnya l ayat lini. Beliau pernahl 

mengangkat Zaid l bin harisahl menjadi anakl angkatnya. Pada l 

akhir ayatl ini, Allahl menegaskan lagil bahwa perbuatanl 

mengangkat anakl dan menjadikanl kedudukannya samal dengan 

anakl sendiri (kandungl) adalah ucapanl lidah lsaja, tidak 

mempunyail dasar agamal atau pikiranl yang lbenar. Oleh karenal 

itu, ucapanl tersebut tidakl akan menimbulkanl akibat hukuml 

sedikit lpun.mustahil pulal orang lainl dihukum samal dengan 

anaknya l sendiri. Semual anak itul menasabkan (membawal nama 

ayahl sesudah namal sendiri) dirinyal kepada ayah l dan libunya. 

Tidak mungkinl seseorang mengatakanl orang lainl ayah daril 

seorang anakl jika bukanl keturunannya, Denganl turunnya ayat l ini, 

makal haramlah hukumnya l mengangkat anakl dan menjadikannya l 

mempunyai hukuml yang samal dengan anakl kandung. Adapunl 

memelihara anakl orang lainl sebagai amall sosial untukl diasuh danl 

dididik denganl izin orangl tuanya lsendiri, tanpa warisl-mewarisi, 

tidakl menjadikannya sebagail mahram sebagaimana l status anakl 

kandung, dan l masih dinasabkanl kepada orangl tuanya, makal hal 

itul tidak ldiharamkan, bahkan mendapatl pahala..”  
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Persamaanl dari dual jenis defenisil tersebut adalahl dari aspekl 

perlindungan danl kepentingan anakl seperti llpemeliharaan, 

pengasuhan, kasihl sayang, lpendidikan, masa depanl dan 

kesejahteraanl anak. Begitupulal pengangkatan anakl menurut 

sebagianl wilayah hukuml Adat, memilikil segi persamaanl dengan 

hukuml adopsi yangl dikenal dalaml hukum Perdatal Barat danl hukum 

lIslam, yaitu masuknya l anak angkatl ke dalaml keluarga orangl tua 

yangl mengangkatnya. Oleh l sebab litu, anak angkatl adalah anakl yang 

haknyal dialihkan daril lingkungan kekuasaanl keluarga orangl tua, 

walil yang lsah, atau orangl lain yangl bertanggung jawabl atas 

lperawatan, pendidikan, danl membesarkan anakl tersebut, ke l dalam 

lingkungan l keluarga orangl tua angkatnya l berdasarkan putusanl atau 

penetapanl pengadilan. 

2) Dalam ketentuan hukum Perdata, hukum Adat dan hukum Islam 

mensyaratkan bagil calon orangl tua angkatl harus seagamal dengan 

calonl anak angkatl seperti halnya l yang diaturl dalam UUl No.35l 

tahun 2014l Tentang Perlindunganl Anak. 

Sebagaimanal hal inil dimaksudkan untukl memudahkan bagil orang 

tual angkat untukl mendidik anakl tersebut dalaml memahami ajaranl 

agama yangl dianutnya. Selainl itu jugal dimaksudkan agarl dalam 

membimbingl mental sil anak. Orangl tua angkatl tidak lkesulitan, dan 

bertujuanl agar tidakl terjadi tekananl yang memaksal anak tersebutl 

untuk berpindahl agama kepadal agama yangl dianut olehl orang tual 
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angkatnya. Karenal agama adalahl hak asasil manusia yangl paling 

hakikil yang tidakl boleh dilanggar l oleh manusial lainnya. Olehl 

karena litu, hukum Islaml dan UUl No.35l Tahun 2014l mensyaratkan 

seagamal bagi anakl yang akanl diangkat dengan l calon orangl tua 

angkatl untuk mencegahl hal-hal l yang tidakl diinginkan. 

3) Ketentuan hukum Perdata, hukum Adat dan hukum Islam juga 

mewajibkanl bagi orangl tua angkat l untuk tidakl menyembunyikan 

identitasl orang tua l kandung dari l anak ltersebut. 

Hal l ini sesuail dengan pernyataanl bahwa pengangkatanl anak tidakl 

dapat memutuskanl hubungan ldarah. Jika orangl tua angkatl mencoba 

untukl menyembunyikan identitasl orang tual kandung kepadal anak 

yangl diangkat, makal orang tual angkat tersebutl sudah berusahal 

memutuskan hubunganl nasab yangl telah diciptakanl oleh Allahl 

SWT. Hal l ini sangatl dibenci olehl Allah SWTl dan ial akan mendapatl 

balasan-lNya. 
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Dari penemuan persamaan, untuk memudahkan penulis 

merangkum dalam tebel berikut: 

Unsur 

Persamaan 
Hukum Perdata Hukum Adat Hukum Islam 

Status Anak 

Memindahkan 

anak dari keluarga 

kandung ke 

keluarga angkat 

Memindahkan 

anak dari keluar 

kandung ke 

keluarga angkat 

Memindahkan 

anak dari keluar 

kandung ke 

keluarga angkat 

Tujuanl 

Pengangkatan 

Anakl 

Untukl 

Kesejahteraan 

masa depanl anak 

angkatl 

Untuk 

Kesejahteraan 

masa depan anak 

angkat 

Untuk 

Kesejahteraan 

masa depan anak 

angkat 

Agama 

Harus menganut 

agama yang sama 

antara anak angkat 

dan orang tua 

angkat 

Harus menganut 

agama yang sama 

antara anak angkat 

dan orang tua 

angkat 

Harus menganut 

agama Islam 

Asal Anak 

Angkat 

Tidak dapat 

menyembunyikan 

identitas asal anak 

dari keluarga 

kandungnya 

Tidak dapat 

menyembunyikan 

identitas asal anak 

dari keluarga 

kandungnya 

Tidak dapat 

menyembunyikan 

identitas asal anak 

dari keluarga 

kandungnya 

 

2. Perbedaan dalam Pengangkatan Anak Menurut Ketentuan Hukum 

Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam 

1) Mengenai kedudukan anak angkat 

a. Dil dalaml Hukum l Perdata, anak angkatl adalahl sama dengan 

anakl kandung. 

b. Kemudian jika memperhatikan Hukum Adat di Jawa khusunya, 

Anak angkat kedudukannya sama dengan anak kandung tetapi 

tidak memutus hubungan si anak dengan orang tua kandungnya. 
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c. Selanjutnya dalam hukuml Islam kedudukanl anak angkatl adalah 

jelasl tidak sebagail anak lkandung. 

Dari beberapa pandangan hukum Positif diIndonesia 

tersebut hal ini karena menurut hukum Perdata, anak angkat 

memperolehl kedudukan samal sebagai anakl kandung daril bapak 

angkatl sehingga anakl angkat menjadil ahli warisl orang tual 

angkat karenal pengangkatan lanak, terputus segala l hubungan 

perdatal dengan orangl tua lkandungnya. Dalam masalahl 

kewarisan danl kewalian anakl maka ial memiliki hubunganl waris 

danl wali denganl orang tua l yang lmengangkatnya. Sedangkan 

hukum Adat di Jawa khusunya, dikarenakan ditekankan pada ke 

khawatiran garis keturunan (marga suku) akan lpunah, maka 

calonl orang tual angkat yangl tidak mempunyail anak mengambill 

anak daril lingkungan lkerabatnya, dan anakl orang lainl yang 

nantinya l akan berkedudukanl sebagai anakl kandung dari l ibu danl 

bapak yangl mengangkatnya, akan l tetapi tidakl terlepas daril 

golongan sanakl saudaranya lsemula. Selanjutnya dalaml hukum 

Islaml anak angkat l adalah tetapl anak orangl lain yangl tidak 

memilikil hubungan darahl meskipun kasihl sayang yangl 

diberikan samal seperti orangl tua lkandung. Juga tidakl 

berdampak terhadapl hukum padal masalah kewarisanl maupun 

kewalianl antara anakl yang diangkat l dengan orangl tua 

langkatnya. Oleh karenal itu untukl masalah warisl dan 
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walil anak angkatl tersebut tetapl berhubungan dengan l orang tua l 

kandungnya. 

2) Mengenai tata cara pengangkatan anak 

a. Dalaml hukuml Perdata lUndang-Undang Nomorl 23l tahun 2002l 

tentangl Perlindunganl Anak Pasall 39 ayatl (1). Pengangkatanl 

anak dilakukanl sesuai denganl hukum adatl yang lberlaku. 

b.  Dalam hukuml Adat pengangkatanl anak dilakukanl sesuai 

denganl hukum Adat l di masingl-masing lwilayah. 

c. Dalam hukuml Islam tidakl ada caral-cara tetentul untuk 

melakukanl pengangkatan lanak. 

Dari uraian diatas bahwa hal ini l menjelaskan bahwal 

dalam Undangl-Undang inil tidak adal aturan khususl mengenai 

tatal cara pengangkatanl anak, danl tata caral pengangkatan anakl 

ini diserahkanl kepada masingl-masing hukuml Adat yangl 

berlaku. Pasall ini dibuatl dengan memperhatikanl begitu 

beragaml hukum yangl berlaku dil Indonesia. Hall ini dijelaskanl 

juga bahwal setiap daril latar belakangl dan tujuanl di setiapl 

wiliyah memiliki l tatanan caral yang berbedal dalam pelaksanaanl 

pengangkatan lanak. Pengangkatan anakl menurut hukuml adat 

supaya l dianggap sah l harus dilaksanakanl dengan upacaral-

upacara tertentul dan denganl dihadiri kepalal desa setempatl serta 

disaksikanl oleh masyarakatl setempat sehingga l statusnya 

menjadil jelas danl terang bagil anggota lkeluarga. Selanjutnya 
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dalaml hukum Islaml yang terpenting adalah pemberitahuan 

kepada masyarakat banyak perihal pengangkatan anak yang 

telah dilakukan. Hal ini bisa dilakukan dengan 

mengumumkannya di kerumunan masyarakat setempat atau 

tempat-tempat lainnya. Kemudian setelah diumumkan baru 

dibuatkan surat yang menyatakan perihal pengangkatan anak 

tersebut. 

3) Mengenai kewarisan 

a. Kalau kital lihat padal hukum Perdatal dijelaskan bahwal anak 

angkatl berhak mendapatl waris. 

b. Kemudian dilihat pada hukum Adat dijelaskan masyarakat Jawa 

Tengah mengatakan seorang anak angkat “ngangsu sumur loro”, 

yang artinya ia mewarisi baik dari orang tua angkatnya maupun 

orang tua kandungnya.  

c. Sebagaimana yangl telah dijelaskanl sebelumnya bahwal dalam 

hukuml Islam, pengangkatanl anak tidakl memiliki akibatl hukum 

apal pun termasukl di dalamnya l hukum lwaris.  

Beberapa uraian diatas menjelaskan dalam hal inil karena 

dalaml hukum positifl berlaku pengakuanl anak langkat. 

Sedangkan anakl angkat adalahl termasuk samal statusnya dengan l 

anak lkandung. Sebagaimana dijelaskanl sebelumnya, setelahl ada 

pengakuanl anak angkatl maka anakl angkat memilikil hubungan 
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perdatal dengan orangl tua yangl mengangkatnya danl mengenai 

warisl termasuk dalaml hubungan perdatal tersebut. 

Dari ketentuan Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917, 

Staatsblad tersebut mengatur beberarapa hal yang sangat 

prinsipil, yaitu : 

a. Anakl angkat secaral hukum memperolehl nama daril bapak 

langkatnya; 

b. Anakl angkat dijadikanl sebagai anakl yang dilahirkanl dari 

perkawinanl orang tual angkat; 

c. Anakl angkat menjadil ahli warisl orang tua l angkat; 

d. Karenal pengangkatan lanak, terputuslah hubungan l perdata 

yangl berpangkal padal keturunan sebagail akibat daril 

kelahiran (antaral anak denganl orang tua l kandung).  

Dari ketentuan Staatsblad di atas, jelas bahwa anak l angkat 

samal kedudukannya dengan l anak kandungl dan putus hubungan 

keperdataannya dengan orang tua l kandungnya. Karenanya, ia 

mendapatl warisan daril orang tual angkatnya. Sedangkan 

dijelaskan bahwa dalam hukum Adat Hal ini disebabkan karena 

pengangkatan anak di sini adalah pengangkatan anak orang lain, 

dengan maksud supaya anak itu menjadi anak dari orang tua 

angkatnya sehingga anak itu baik secara lahir maupun batin 

merupakan anak sendiri. Di sini timbul hubungan hukum antara 

orang tua angkat dengan anak angkat, seperti hubungan orang 
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tua dengan anak kandung. Menurut beberapa hukum l Adat, bilal 

menggunakanl lembagal adat penentuanl warisl bagil anak angkatl 

tergantungl kepadal hukum Adat l yangl lberlaku. Bagi keluargal 

yangl lparental, Jawa lmisalnya, pengangkatan l anakl tidak 

otomatisl memutuskanl talil keluarga antaral anakl itul dengan 

orangl tual lkandungnya. Oleh karenal itul selainl mendapatkan hakl 

warisl daril orang tual langkatnya, dial juga tetapl berhakl atasl waris 

daril orangl tual kandungnya. Selanjutnya l karena hall ini dalaml 

hukum Islaml yang lebihl berhak mendapatkanl waris adalahl 

orang yangl memiliki hubunganl darah ataul hubungan 

kekerabatanl dengan si l mayit. Sedangkanl anak angkatl dengan 

orangl tua angkatnya l tidak memilikil hubungan ldarah, meskipun 

kasihl sayang antaral anak angkatl dengan orangl tua angkatnya l 

seperti kasihl sayang antaral anak kandungl dengan orangl tua 

lkandungnya, akan tetapi l mereka tidakl memiliki hubunganl 

darah satul sama llain. Dan keduanya l tidak bisal saling lmewarisi. 

Sebab anakl yang diangkat l tidak memutuskanl hubungan salingl 

mewarisi denganl orang tual aslinya danl dengan kerabatl kandung 

yangl lainnya dan l tidak menjadikanl saling mewarisil dengan 

orangl tua langkatnya. Namun para l ulama mencaril solusi agar l 

anak angkatl dapat memperolehl bagian daril harta warisanl orang 

tual angkatnya, yaitul dengan jalanl hibah ataul wasiat, tidakl 

dengan jalanl warisan.  
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Beberapal Negara Islaml telah menjalankanl wasiat 

lwajibah, yang prioritasl utamanya adalahl bagi cucul yang orangl 

tuanya lebihl dahulu meninggall dulu daripadal pewaris ( kakekl 

atau neneknya l). Negara-negaral yang telahl menjalankan wasiatl 

wajibah sepertil itu adalahl Mesir, lSiria, Maroko, lTunisia, dan 

llainnya. Di Indonesia l wasiat wajibahl tidak diberikanl kepada 

cucul yang orangl tuanya telahl meninggal lebihl dahulu daripadal 

pewaris, tetapil diberikan kepadal anak angkatl dan ahlil waris 

yangl berbeda agamal dengan lpewaris. Pasal 209l Kompilasi 

Hukum l Islam mengaturl sebagai lberikut: 

(1) Hartal peniggalan anakl angkat dibagi l berdasarkan Pasall 176 

sampail dengan Pasal l 193, sedangkan l terhadap orangl tua 

angkatl yang tidakl menerima wasiatl diberi wasiatl wajibah 

sebanyakl-banyaknya 1 l/3 daril harta warisanl anak 

langkatnya. 

(2) Terhadapl anak angkatl yang tidak l menerima wasiatl diberi 

wasiatl diberi wasiatl wajibah sebanyak l-banyaknya 1 l/3 dari l 

harta warisanl orang tual angkatnya. 

Pasall di atasl menghendaki anakl angkat denganl orang tual 

angkat tidakl saling lmewarisi, tetapi salingl mendapat wasiatl 

wajibah. Hall ini disebabkanl bahwa statusl anak angkatl dalam 

kewarisanl Islam tidakl ditempatkan sebagail ahli warisl dari 

orangl tua langkatnya, begitupun lsebaliknya. 
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4) Mengenai Kewalian 

a. Menurutl hukum Perdatal masalah walil tidak adal kaitannya 

denganl pengangkatan lanak. 

b. Menurut hukum Adat masyarakat Jawa Tengah masalah wali 

akan dikembalikan haknya pada bapak atau saudara kandung si 

anak anak. 

c. Sebagaimana dijelaskan terdahulu di dalam hukuml Islam 

bahwa, pengangkatanl anak tidak menimbulkan akibat l hukum 

apal pun. 

Beberapa uraian diatas seperti halnya hukum Perdata, 

pengangkatan anak yang dikenal yaitu masuknyal anak angkat l 

kedalam keluargal orang tua l yang mengangkatnya l dan 

terputusnya l hubungan keluargal dengan keluargal atau orangl tua 

kandungl anak langkat. Menjadikan yang menjadi walil dari sil 

anak tidakl harus orangl tua kandung sil anak anak melainkan 

sudah beralih pada orang tua angkat. Selanjutnya di beberapa 

hukum Adat menjadikan hubungan antara anak angkat dan 

keluarga kandungnya tidak putus sesuai dengan pemahaman 

kebiasaan masyarat yang sudah terdahulu dalam hal ini 

kebanyakan diyakini oleh masyarat di Jawa. Berbeda dalam 

hukum Islam bahwa anak angkat tidakl memiliki hubunganl 

perdata apal pun denganl orang tual angkatnya. Kemudianl dalam 

masalahl wali, jikal anak angkatl tersebut perempuanl maka orangl 
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tua angkatnyal tidak berhakl menjadi walil pada saatl anak 

tersebutl akan lmenikah. Orang tual kandung nyalahl yang berhakl 

menjadi lwali, karena hanya l orang yangl memiliki hubunganl 

darah sajal yang berhak l menjadi lwali. Jika orangl tua kandungl 

atau sanakl saudara daril anak angkatl tersebut tidakl diketahui 

lkeberadaannya, maka hakimlahl yang berhakl menjadi lwali, 

bukan orangl tua langkatnya. 

Dil dalam Kompilasil hukum Islaml diatur beberapal 

ketentuan walil nikah. Dalaml Pasal 19l disebutkan: “Wali nikah 

dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi 

calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.” 

Dalam Pasall 20 ayat l (2) ldisebutkan, bahwa walil nikah terdiril 

dari: (a l) Wali lnasab, (b) Walil hakim. Adapun walil mu’thi tidak 

diatur karena disadari bahwa di Indonesia tidak dibenarkan 

adanya perbudakan. 

Ketentuanl tentang walil nasab diaturl dalam Pasall 21 dan 

Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan tentangl wali 

hakiml diatur dalaml Pasal 23l KHI, Hal ini jikal orang tual 

kandung atau sanak saudara daril anak angkatl tersebut tidakl 

diketahui keberadaannya l maka hakimlahl yang lebih berhakl 

menjadi walil dari pada orang tua l angkat anak tersebut. 

Ada beberapa perbedaan prioritas wali yang ditemui 

antara pendapat fikih klasik oleh imam-imam madzab dengan 
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rumusan yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam, antara lain 

adalah masalah orang-orang yang berhak menjadi wali secara 

prioritas. Ulama fiqih membagi kelompok wali nikah menjadi 

tiga macam. Pertama, wali nasab, yaitu wali yang mempunyai 

hubungan kekeluargaan melalui pertalian darah dengan 

perempuanl yang akan l dinikahkan. lKedua, wali mul’thiq yaitul 

seseorang yangl menjadi walil terhadap perempuanl hamba 

sahayal yang ldimerdekakakan. Ketiga, wali l hakim, yaitul 

terhadap seorangl perempuan yangl tidak mempunyail wali nikahl 

akan penguasal bertindak sebagail wali lnikahnya.39 

Denganl demikian, hubunganl hukum anakl angkat dengan l 

orang tual kandungnya tidakl berubah danl tidak putusl karena 

adanya l pengangkatannya sebagai l anak angkatl oleh orangl tua 

langktnya. Oleh karena l itu, jikal anak yangl diangkat itul 

perempuan, makal masalah peralianl pernikahnnya tetapl 

mengacu kepadal ketentuan perwalianl pernikahan secaral umum, 

yaitul orang tua l angkatnya tidakl berwenang samal sekali menjadil 

wali lnikahnya. Jika hall itu lterjadi, maka perkawinannya l 

dinyatakan tidakl sah, karenal orang yangl bertindak sebagail wali 

itul tidak lberwenang. Jadi, yangl berhak menjadil wali nikahl anak 

                                                             
39 Anshary MK, 2010, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 

hlm. 121-122. 
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angkatl adalah ayah l kandungnya ataul orang-orangl secara 

prioritasl berhak menjadil wali nikah. 

Dari penemuan perbedaan, untuk memudahkan penulis merangkum dalam 

tebel berikut ini : 

Unsur 

Perbedaan 

Hukum 

Perdata 
Hukum Adat Hukuml Islam 

Kedudukan 

anakl angkat 

samal dengan 

anakl kandung 

tetapi memutus 

hubunganl 

dengan orangl 

tua kandungl 

sama dengan 

anak kandung 

tetapi tidak 

memutus 

hubungan darah 

orangtua 

kandung 

tidak sebagai anak 

kandung tetapi 

disamakan 

kubutuhannya 

Tata caral 

pengangkatan 

anakl 

Secara ladat, 

disahkan ke 

pengadilan 

lnegeri. 

Secara Adat dan 

berlanjut pada 

penetapan 

pengadilan 

agama dan 

pengadilan 

negeri. 

Kekeluargaan, Adanya 

penetapan pengadilan 

agama. 

Kewarisan Saling mewarisi 

dengan orang 

tua angkat, 

putus dengan 

orang tua 

kandung. 

Berbedaan 

pandangan 

dalam mewarisi 

dari setiap adat 

daerah yang 

belum tegas. 

Tidakl saling mewarisil 

dengan orangl tua angkatl 

tetapi anak langkat 

mendapat wasiat 

wajibah dan tetap saling 

mewarisi dengan orang 

tua kandung. 

Kewalian Pergantian 

peran dimana 

Ayah angkatl 

berstatus 

sebagail ayah 

kandungl 

Tidak merubah 

tetap ayahl 

kandung ataul 

wali nasabl 

Tidak merubah tetap 

ayah kandungl atau walil 

nasab 
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Hubungan 

denganl orang 

tual angkat 

danl orang tua l 

kandung 

Status anakl 

menjadi anakl 

kandungl OTA 

danl putus 

hubunganl darah 

denganl OTK 

 

Tetap bersetatusl 

anak kandungl dari 

orangl tua 

lkandungnya, tidak 

memutuskanl 

hubungan darahl atau 

nasabl 

Tetap bersetatusl 

anak kandungl dari 

orangl tua 

lkandungnya, tidak 

memutuskanl 

hubungan darah atau 

nasab 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Status dan Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Perdata, 

Hukum Adat dan Hukum Islam 

Tradisil memelihara ataul mengasuh anak l saudara dekatl atau jauhl 

atau anakl orang llain, biasanya daril orang tual yang tidakl mampu, sudahl 

sering dilakukanl di Indonesial dengan berbagail sebutan. Pengangkatan l 

anak dapatl dikategorikan sebagai perbuatan hukum karena dengan 

mengangkat anak, berarti seseorang telah mengambil anak orang lain 

untuk dijadikan bagian dari keluarganya sendiri dan pada akhirnya akan 

timbul akibat hukum baik bagi orang tua kandung. Dengan demikian, 

pengangkatanl anak sepertil yang berlakul dalam tradisil Barat dil mana 

statusl anak berubahl menjadi sepertil anak kandungl dan mendapatl hak 

danl kewajiban sebagail anak kandungl tidak dibenarkanl menurut hukuml 

Islam yangl dianut olehl mayoritas masyarakatl Indonesia. 

Konsepsil pengangkatan anakl dalaml hukuml adat lbervariasi, 

sesuail denganl wilayah adatnya l lmasing-lmasing, demikian pulal istilahl 

yangl digunakan sertal akibatl hukuml pengangkatan anakl menurutl 

hukuml adat bersifatl lvariatif, artinya l di suatul daerahl mungkinl berlainan 

denganl hukuml adatl di daerahl llainnya. Pengangkatanl anak versi l hukum 

Islaml sebenarnya merupakanl hukum hadhanahl yang diperluasl dan 

samal sekali tidakl mengubah hubungan l hukum, nasabl dan mahraml 
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antara anakl angkat denganl orang tual dan keluargal asalnya. Perubahanl 

yang terjadil hanya perpindahanl tanggung jawabl pemeliharaan, 

pengawasanl dan pendidikanl dari orangl tua aslil kepada orangl tua 

langkat. 

2. Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Ketentuan Hukum 

Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam 

Untuk sahnya pengangkatanl anak agar l anak angkatl tersebut 

mempunyail kedudukan hukuml yang pasti, maka ditentukan suatu 

prosedur untuk melakukan pengangkatan anak. Menurut hukuml positif 

telahl diatur dalaml Peraturan Pemerintahl Nomor 54l Tahun 2007 l yang 

dijelaskanl lebih rincil dalam peraturanl Menteri Sosiall Nomor 110l 

Tahun 2009l tentang persyaratanl pengangkatan lAnak. Menurut hukuml 

adat, upacaral adat yangl dilakukan dalaml pelaksanaan pengangkatannya l 

disetiap daerahl di Indonesial itu sangat l berbeda-bedal dan tanpal adanya 

Upacaral Adat didalaml pelaksanaan pengangkatan l anak, makal 

pelaksanaan pengangkatanl anak tersebutl tidak lsah. Hal inil mempunyai 

akibatl hukum terhadapl kedudukan anakl angkat tersebutl dianggap tidakl 

sah sebagail anak langkat. Menurut KHIl dalam pengangkatanl anak 

memandangl golongan ataul keturunan tapil memandang daril segi 

lagama. Maksudnya dalaml pengangkatan anakl tersebut harusl seagama. 

3. Persamaan dan Perbedaan dalam Pengangkatan Anak Menurut 

Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam 
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Perbandinganl pengangkatan anakl menurut sisteml hukum 

Perdatal yg berlakul di Indonesial dapat diketemukanl dalam sistem 

hukuml Perdata Adat, hukum Perdata Islam maupun hukum Perdata 

Nasional. Pada KUHPerdata tidak dikenal pengangkatan anak, dan 

sebagian hukum Adat dikenal adanya pengangkatan anak dan 

mempunyai akibat hukum baik terhadap hubungan antara anak angkat 

dan orang tua angkat, hak alimentasi maupun hak waris, akan tetapi 

dalam hukum Islam pengangkatan anak tidak menimbulkan akibat 

hukum sama sekali, karena anak angkat dalam sistem hukum Islam 

hanya untuk tujuan kesejahteraan anak saja, sehingga tidak saling 

mewaris dan tidak ada hubungan mahram diantara keduanya, akan 

tetapi kompilasi hukum Islam (KHI) memberikan wasiat wajibah 

terhadap anak angkat bagi orang yang beragama Islam. Diantara ketiga 

sistem hukum Perdata, hukum Adat dan hukum Islam yangl 

memberikan perlindungan l memadai kepada l anak angkatl adalah hukuml 

Islam, karenal hukum Islaml tidak terdapatl lembaga pengangkatan l anak 

tapi terdapat l lembaga pemeliharaanl anak yangl merupakan suatul 

pengabdian danl rasa syukurl terhadap nikmatl Allah yangl diberikan 

kepadal setiap lhambanya, lembaga pemeliharaan l anak sangatl 

melindungi lhak-hak danl kewajiban sertal menjaga asall usul seseorangl 

anak danl dapat mempererat l tali persaudaraanl dengan orangl tua yangl 

mengangkatnya.  
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B. Saran-saran 

        Penulis akan menyampaikan saran yang berhubungan dengan 

pengangkatan anak di Indonesia, yaitu : 

1. Pemerintah belum mengatur secara eksplisit di dalam undang-undang 

tersendiri mengenai pengangkatan anak, antara undang-undang 

Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah (UU Administrasi 

Pemerintah, UU Pemerintah Daerah dan UU Kesejahteraan Sosial). 

sehingga seyogyanya pemerintah perlu disatukanya aturan mengenai l 

pengangkatan anakl di Indonesia l melalu pembuatanl undang-undangl 

sehingga peraturannya l tidak terlalul beragam danl dapat menjadil padu. 

2. Bagi masyarakat yang melakukan Pengangkatan l anak hendaknya l 

mengikuti ketentuanl perundang-undanganl yang berlakul atau tidakl 

menyimpang daril Undang-Undangl dan prosedurl yang adal dalam 

hukuml Islam bagil masyarakat yangl memeluk agamal Islam, 

Masyarakatl dapat melakukanl pengangkatan anakl dengan mengajukan l 

permohonan yangl sah kepadal Pengadilan Agamal atau Pengadilanl 

Negeri (bagi l non Muslim l) supaya mendapatl perlindungan lhukum, 

walaupun secaral Islam tidakl ada prosedurl khusus mengenai l 

pengangkatan lanak. 
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